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PENGANTAR REDAKSI

Dinamika Integrasi dan Komunikasi
Kehidupan Keagamaan

Konflik dan integrasi muncul
seperti dua sisi mata uang yang tidak
dapat dipisahkan begitu saja dalam
satu masyarakat. Dua paradigma besar
tersebut, konflik dan integrasi, tumbuh
sebagai teori klasik dalam ilmu sosial
dan humaniora, yang lazim pula dikenal
dengan structural functional and conflict
theory (Mirsel, 2004:119). Teori struktural
fungsional (integration approach, order
approach, equilibrium approach), melihat
bahwa keutuhan masyarakat terjaga
oleh semacam mekanisme sosial, yaitu
mekanisme sosialisasi dan kontrol
sosial. Lebih lanjut kemudian teori
ini menjelaskan bahwa masyarakat
adalah suatu sistem sosial yang terdiri
dari bagian dan struktur-struktur
yang saling berkaitan dan saling
membutuhkan keseimbangan, di mana
fungsionalisme struktural lebih mengacu
pada keseimbangan. Teori ini menilai
bahwa semua sistem yang ada di dalam
masyarakat pada hakikatnya mempunyai
fungsi tersendiri. Suatu struktur akan
berfungsi dan berpengaruh terhadap
struktur yang alin. Dengan cara yang sama
dapat dikatakan bahwa semua peristiwa
pada tingkat tertentu, seperti peperangan,
bentrok, bahkan sampai kemiskinan pun
mempunyai fungsi tersendiri, dan pada
dasarnya dibutuhkan dalam masyarakat.
Prinsip dasar teori klasik ini dipelopori
oleh tokoh-tokoh seperti Herbert Spencer,
Emile Durkheim, Bronislow Malinowski,
Redcliffe Brown, serta puncaknya dalam
karya sosiologi dikembangkan oleh
Talcott Parson (Nasikun, 1995: 11).

Pada  masyarakat  multietnik,
penyelesaian konflik umunya mengambil
bentuk penciptaan katup pengaman,
mengisolasi  kelompok kepentingan,
transformasi konflik, dominasi

dan hegemoni, negosiasi, mediasi,
memecahkan masalah bersama, dan

berbentuk rekonsiliasi (Miall et al.,,
2000; Atmadja, 2002). Dalam kasus
keindonesiaan, usaha apapun yang
dipergunakan untuk mengurung

kemajemukan, entah dilakukan pada
masa Orde Lama dengan nasionalisme,
negara Islam, negara komunis, dan
rezim Orde Baru dengan ideologi
tingkat tingginya, kenyataanya
justru  menimbulkan bencana, karena
Indonesia terdiri dari banyak suku, dan
masih bergulat dengan simbol-simbol
tradisional (Geertz,1999:52). Pada jaman
Orde Baru penanganan konflik lebih
banyak bersifat hegomoni dan dominasi
negara dan kekuasaan dengan ideologi
tinggi, sehingga tidak dapat memuaskan
pihak yang berkonflik. Dengan demikian
warisan permasalahan jaman Orde Baru,
saat ini bagaikan “tumpukan gunung es
yang baru mencair” yang mengakibatkan
terjadinya “ledakan konflik” yang berupa
gejolak reformasi yang sumber dan
arahnya mulai tidak jelas, serta terjadi
secara massif di beberapa tempat.

Berapa hasil studi terhadap
berbagai konflik yang terjadi di berbagai
belahan  bumi, ditemukan  trend
konflik internasional terakhir, ternyata
bukan konflik antarnegara atau sosial-
internasional yang terjadi, namun lebih
merefleksikan melemahnya  struktur
negara, runtuhnya kedaulatan dan ikatan
lokal (local genius) dalam sistem negara
bangsa. Sumbangan eksternal terhadap
konflik berskala lokal dapat dilihat
dalam banyak kasus keterlibatan institusi
internasional sepertinya Perserikatan
BangsaBangsa terkesan sangatberlebihan.
Sumbangannya bukan mencarikan solusi
terbaik, tetapi terkadang lebih memicu
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konflik menjadi lebih meluas dan atau
menginternasional (Miall et al.,, 2000;
Faruk, 2001).

Lahirnya Negara Indonesia dalam
wacana sidang-sidang BPUPKI dan
PPKI selama beberapa bulan misalnya,
aliran-aliran pemikiran diwarnai oleh
semangat nasionalisme dan demokrasi
yang relegius. Dengan demikian, usaha
untuk memerdekakan diri di dalam
wilayah RI, sebenarnya melanggar
semangat pendiri negara. Piagam Jakarta
yang disusun oleh Panitia Sembilan di

bawah pimpinan Soekarno, terdapat
anak kalimat “... dengan kewajiban
menjalankan  syarikat  Islam  bagi

pemeluknya”, penghapusannya sangat
mudah karena adanya jiwa kebersamaan
tanpa membedakan agama dan suku, dan
tidak ada alasan di alam demokratis yang
multietnik untuk memaksakan kehendak
dalam urusan agama yang dianut oleh
warga negaranya (Kuntowijoyo, 1991;
Bahar, 1996; Robison, 1990). Dalam
pendidikan nilai, pengembangan
pendekatakan cross cultural, serta inter
dan antaretnik, merupakan kebutuhan
mendesak untuk mengaktualisasikan
nilai-nilai “e pluribus unum” ala Amerika
dan Bhineka Tunggal Ika ala Indonesia
(Al-Rasyid, 2002; Anderson, 2002).

Bersatunya  pluralisme  etnik
itu didasari oleh rasa senasib dan
sepenanggungan, yang merupakan
reaksi dari penjajah Belanda
(Hobsbawm,1992; Kartodirdjo,1999).

Hal ini tentu merupakan wujud dari
nasionalisme Indonesia, yang kini ada
dalam persimpangan antara kekuatan
etnosentrisme dan kekuatan pengaruh
globalisasi (Faruk, 2001). Nasionalisme
kita perlu dirawat dan ditata kembali
sesuai dengan tuntutan perkembangan
jaman. (Mungkin) tidak satupun warga
negara Indonesia ingin menghianati
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
tetapi terjadinya tanda-tanda penyapihan
di berbagai daerah, tidak lebih hanya
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sebuah reaksi dari ketidakadilan politik,
ekonomi, dan sosial daerah dengan
pusat (Steger, 2005:73). Jika kita dapat
memahami dengan baik maka konflik-
konflik adat yang terjadi dalam skala lokal
dapat bercermin dari sejarah pendirian
NKRI di masa lalu.

Melihat fenomena teoritik dan
empiris semacam itulah, HARMONI
edisi awal Tahun 2014 ini, mencoba
menyajikan 12 artikel dengan 1 ‘bedah
buku’. Ada 7 tema yang berkaitan dengan
tema konflik dan integrasi, yakni Negara,
masyarakat Sipil dan Agensi dalam Relasi
Antarkomunal Islam (Nawari Ismail),
Agama dan Budaya dalam Integrasi
Sosial (Saidin dkk), Misskomunikasi
dan Robohnya Sendi harmoni Antara
Kristen-Islam  (Yusuf Asry), Nilai-
Nilai Kerukunan dalam Tradisi Lokal
(Sulaiman), Transformasi Konflik Kasus
Ahmadiyah di Tasikmalaya (Abdul
Jamil), Misi Kristen dan Dampaknya
bagi Kemajemukan (Syaiful Arif),
dan Dinamika Hubungan Antarumat
Beragama (Ibnu Hasan  Muchtar).
Masing-masing artikel memang tidak
secara eksplisit menyebut sebagai bagian
dari kacamata fungsional structural,
namun jika melihat cara pandang penulis
artikel, jelas mereka berada dalam kutub
paradigma tersebut. Konflik yang berakar
dari pengabaian nilai-nilai local, jelas
tampak sebagai pandangan Durkheimian,
meski Nawari tidak menyebutnya secara
eksplisit dalam artikel yang mengaitkan
antara negara, masyarakat dan agensi.
Atau misalnya Saidin dan kawan-kawan
yang secaraeksplisit menyebutkanbaywa,
situasi harmonis di Fakfak dan sekitarnya
menunjukkan bahwa terdapat dinamika
konflik dan integrasi yang terjadi secara
berbeda pada setiap wilayah di Papua.
Cara pandang ‘semacam’ ini tampak, baik
implicit maupun eksplisit dalam ke-7
artikel.

Kemudian 5 artikel lain, berkaitan
erat dengan komunikasi keagamaan
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dan  pelayanan, seperti  misalnya
Pemberdayaan Penyuluh dalam
Meningkatkan Pelayanan Keagamaan
(Ayatullah dkk), Pelayanan Kantor Urusan
Agama terhadap Pencatatan Perkawinan
(Muchtar), Pelayanan  Administrasi
Kependudukan bagi Komunitas Adat

Rumah Tangga dari Kacamata BP4 (Rina
Antasari, dkk) serta Perkembangan
Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera
Barat (M Agus Noorbani).

Tema-tema tersebut tetap diracik
oleh Redaksi Jurnal HARMONI dengan
tetap mempertahankan agama sebagai

Baduy (Asnawati), Kekerasan dalam i R
pisau analisis. Selamat Membaca!!!
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GAGASAN UTAMA

Negara, Masyarakat Sipil dan Agensi dalam Relasi
Antarkomunal Islam

Nawari Ismail
Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Diterima redaksi 26 Februari 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

This study is a comparative study that uses
qualitative methods. Case selection was
based on the following criteria: (1) an area
withaplural society and with Special Islamic
Splinter Groups (KISK ) and non - KISK, yet
was without violent intergroup conflict.
The City of Yogyakarta (Ahmadiyah case)
and Gowa (An-Nadzir case) was chosen
for the first set of cases. (2) An area with
a plural society, with KISK members and
other Islamic groups, that violent conflict.
The second set of cases are thus Kuningan
Regency, West Java (Ahmadiyah case) and
Sampang Regency, East Java (Shia case).
This study uses the purposive method and
involves the study of the Executive Board
and members of KISK, heads of civic groups
such as Islamic organizations (e.g. Local
boards of Indonesian Ulama Council),
consul agencies related to intercommunal
relations, and local government officers.
Data was collected through in-depth
interviews, discussions, documentaries,
and observations, internet
sources or websites

as well as

Keywords:  Social  Structure,  Social
Relation, Conflict and Harmony, Agency,
Civil Society, Islamic Group Splinter,
Religiosentrism.
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Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan rancangan studi kasus.
Penelitian dilakukan di daerah dengan
kriteria: (1) struktur masyarakatnya plural
dan terdapat kelompok Islam Sempalan
Khusus (KISK) dan non-KISK, dan daerah
yang relatif tidak terjadi konflik kekerasan
antar kelompok. Untuk itu dipilih Kota
Yogyakarta dalam kasus Ahmadiyah
dan Kabupaten Gowa dalam kasus An-
Nadzir. (2) Daerah yang memiliki struktur
masyarakat plural, terdapat jamaah KISK
dan kelompok Islam lainnya, namun di
daerah tersebut terjadi konflik kekerasan
antara KISK dengan kelompok Islam lainnya.
Untuk itu dipilih Kabupaten Kuningan
Jawa Barat untuk kasus Ahmadiyah, dan
Sampang untuk kasus Syiah. Penentuan
informan menggunakan teknik purposive,
meliputi: pengurus dan anggota KISK,
pimpinan kelompok-kelompok sipil seperti
Ormas Islam, termasuk MUI setempat,
lembaga konsul vyang terkait dengan
masalah relasi intrakomunal Islam, aparat
pemerintah setempat. Pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara mendalam,
perbincangan, dokumenter, dan observasi,
serta sumber internet atau website.

Kata Kunci: struktur sosial, relasi sosial,
konflik dan harmoni, agensi, masyarakat
sipil, kelompok [slam sempalan,
religiosentrisme.
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Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia telah
melahirkan dilema, di satu sisi ada
pengakuan dan penumbuh-kembangan
prinsip-prinsip masyarakat madani dan
multikulturalisme, namun di sisi lain
konflik-konflik  horizontal —bernuansa
agama dan konflik vertikal antara
kelompok agama dengan negara masih
saja sering terjadi. Berbeda dengan
awal tahun 2000-an yang ditandai
dengan maraknya konflik antar umat
beragama, beberapa tahun tahun
terakhir kehidupan keagamaan lebih
banyak ditandai dengan konflik internal
umat Islam yang melibatkan kelompok
sempalan.  Ketidakharmonisan  dan
konflik kekerasan intrakomunal Islam
berkembang meluas bukan hanya di
berbagai daerah di Jawa, melainkan di
luar Jawa seperti antara Ahmadiyah di
Kuningan, Lombok dan tempat lain,
kasus Syiah di Situbondo dan Sampang,
serta kasus penolakan kelompok Islam
mapan terhadap keberadaan FPI di
Kudus dan Kalimantan Tengah. Di pihak
lain, meskipun di berbagai daerah ada
kelompok sempalan (khusus) namun
tidak terjadi ketidakharmonisan dan

konflik.
Secara garis besar ada dua
kelompok Islam  yaitu kelompok

arus utama (maintream groups) dan
kelompok sempalan (splinter groups).
Islam arus utama/mapan (selanjutnya
disingkat KIM) ditandai dengan jumlah
pengikut yang banyak dan ide serta
metode gerakannya sudah menjadi
arus pemikiran utama umat Islam pada
umumnya. Islam sempalan merupakan
kelompok yang doktrin keagamaan dan
atau metode gerakannya menyempal dari
kelompok Islam mapan, dan biasanya
bersifat minoritas. Pada saat ini kelompok
Islam sempalan dapat dikategorikan
ke dalam sempalan umum dan khusus.
Kelompok Islam sempalan umum (KISU)
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: doktrin/

worldview dan atau metode gerakannya
menyempal dari kelompok Islam mapan,
bisa dikenai stereotip sesat atau tidak
sesat. Kelompok Islam sempalan khusus
(KISK) memiliki ciri-ciri sama seperti
KISU, namun doktrinnya distereotipkan
sesat oleh kelompok pihak lain, baik oleh
kelompok Islam mapan, sesama Islam
sempalan, atau Negara.

Kelompok Islam sempalan khusus
(selanjutnya  disingkat KISK) vyang
distreotipkan negatif dapat dipilah
ke dalam beberapa kelompok vyaitu:
(I) kelompok sesat secara formal,
(2) kelompok sesat secara publik, (3)
kelompok yang doktrinnya diragukan
sesat-tidaknya, baik secara formal
maupun publik. Kelompok sesat secara
formal merupakan sebuah kelompok
sempalan yang diberi 'stempel’ sesat oleh
pihak yang ‘dianggap kompeten’ yaitu
melalui fatwa MUI ataupun pemerintah
(Kementerian Agama, Kejaksaan Agung,
dan lembaga terkait lainnya). Kelompok
kedua adalah kelompok sempalan yang
dipersepsikan oleh masyarakat sebagai
sesat meskipun lembaga yang dianggap

berwenang  belum  menyatakannya.
Sementara pada kelompok ketiga
meskipun  pihak yang  dianggap

berkompeten belum sampai menyatakan
sesat, namun baik masyarakat maupun
pihak berkompeten tersebut masih
meragukan kebenaran ajarannya karena
masih ada sesuatu yang misterius, karena
itu kelompok sempalan ini terus berada
dalam pemantauan.

Adanya stereotip sesat, baik secara
formal maupun publik, dan meragukan
ajaran kelompok sempalan khusus,
dipandang oleh sebagian ahli sebagai
variabel penyebab terjadinya konflik
kekerasan terhadap kelompok sempalan.
Analisis sepertiinimungkinadabenarnya,
namun bisa juga menyesatkan dan akan
berdampak serius terhadap pengambilan
kebijakan dalam mengatasi kekerasan
terhadap kelompok sempalan. Pandangan

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 | No. 1



10 NAWARI [SMAIL

seperti ini mungkin ada benarnya dalam
kasus kekerasan terhadap kelompok
sempalan di suatu daerah, namun belum
tentu benar dalam kasus di daerah lain.
Dalam kasus Ahmadiyah misalnya,
mengapa di daerah tertentu terjadi
konflik kekerasan, namun di daerah lain
damai, padahal sama-sama ada jamaah
Ahmadiyah yang dianggap sesat secara
formal. Sementara dalam kasus LDIl yang
merupakan metamorfosis Islam Jamaabh,
yang sampai sekarang dianggap sesat
secara formal tidak terjadi lagi konflik
kekerasan terhadapnya. Di pihak lain
kaum Syiah dan kelompok Abu Ayyub
di Aceh mengalami konflik, sedangkan
An-Nazir, dan lainnya tidak atau belum.
Hal ini mengandaikan adanya faktor-
faktor yang turut mempengaruhi bentuk
relasi sosial intra komunal Islam di setiap
daerah.

Pertanyaan pokoknya adalah
mengapa di kalangan umat Islam di
suatu daerah terjadi konflik (kekerasan),
sedangkan di daerah lain damai, padahal
sama-sama ada kelompok sempalannya.
Dengan kata lain mengapa terjadi
perbedaan dan persamaan bentuk
relasi sosial (konflik atau damai) di
lingkungan kelompok sempalan di lokasi
yang berbeda, padahal  sama-sama
distereotipkan sebagai sesat dan atau
diragukan baik secara formal maupun
publik.

Tinjauan Pustaka

Teori Inspirator: Penelitian ini
berasumsi bahwa aspek struktur dan
tindakan pelaku pihak yang terlibat
dalam relasi sosial berkelindan antara
satu dengan yang lain. Karena itu
kajian penyebab terjadinya bentuk
relasi sosial tertentu dapat digunakan
kedua pendekatan tersebut.

1. Masyarakat Sipil dalam Relasi Sosial

Ashutosh Varshney (2009)
merupakan ahli yang berusaha
HARMONI | Januari - April 2014

mengaitkan antara konflik dan damai
dengan masyarakat sipil (civil society).
Ia memfokuskan kajiannya pada
jaringan atau ikatan  interkomunal,
bukan intrakomunal. Masyarakat sipil
sendiri oleh Varhsney dicirikan dengan
kelompok yang ada diantara keluarga dan
negara, ada interkoneksi antarindividu/
keluarga, dan bebas dari campur tangan
atau kooptasi negara. Bentuk peran
masyarakat sipil dilihat pada jaringan
atau ikatan yang ada dalam masyarakat.

Ia membagi jaringan atau ikatan
kewargaan tersebut ke dalam 2 jenis
yaitu jaringan kewargaan asosiasional dan
quotidian. Ikatan asosiasional merupakan
ikatan kewargaan yang berupa aktifitas
warga yang terorganisir. Dalam hal ini
Varshney fokus kepada aosiasi-asosiasi
yang bersifat interkomunal yaitu asosiasi
yang anggotanya terdiri dari komunitas
agama yang berbeda (khususnya Hindu-
Muslim), misalnya asosiasi bisnis,
organisasi profesi, klub-klub penyalur
hobi, serikat buruh, dan partai politik
yang latar pengikutnya campuran. Ikatan
quotidian  berupa ikatan kewargaan
dalam  hidup keseharian meliputi
interakasi kehidupan yang rutin seperti
saling kunjung antar warga (Hindu-
Muslim), makan bersama, terlibat
bersama dalam acara perayaan, dan
bermain bersama.

Bentuk jaringan asosiasional dari
Varhsney tersebut mirip dengan konsep
cross-cutting affiliation. Dalam sosiologi
biasa disebut sebagai wadah yang
menjadi afiliasi dan wadah bertemunya
orang-orang yang berbeda latar belakang
karena adanya individu-individu yang
berperan ganda di beberapa wadah.

Asumsi dan tesis yang diusung
oleh Varshney adalah stuktur sosial
masyarakat berkorelasi dengan adanya
dan intensitas konflik-damai antaragama.
Menurutnya hal ini karena ada dan
tingginya keterlibatan warga dalam ikatan
antaragama, dan sebaliknya lemahnya
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keterlibatan dalam ikatan intraagama.
Dengan kata lain, jika kedua ikatan
tersebut (asosiasional dan quotidian) kuat
maka akan terwujud kedamaian. Lebih
lanjut, jika dilakukan perbandingan
antara kekuatan kedua ikatan tersebut,
ikatan asosiaonal lebih kuat daripada
ikatan quotidian, khususnya ketika
pihak-pihak tertentu (politisi) berupaya
mempolarisasi komunitas agama melalui
berbagai isu dan provokasi (Varshney,
2009: 3-5).

2. Agensi Pelaku dalam Relasi Sosial

Isu sentral dalam wacana teoritik
tentang tindakan adalah berkisar pada
kebebasan tindakan manusia dalam
kaitannya dengan struktur sosial.
Dalam perspektif konstruktivisme atau
ideasional manusia dengan segala
potensinya adalah makhluk pemikir,
aktif, bebas, dan manipulatif yang mampu
mempengaruhi lingkungan di luar
dirinya. Dalam kaitannya dengan agama
manusia menafsirkan simbol-simbol
agama sesuai kepentingannya. Karena itu
pula realitas itu bersifat subyektif yaitu
terletak dalam ide, simbol-simbol dan
makna yang dikonstruk masing-masing
kelompok agama.

Blumer menegaskan melalui
konsep self indication-nya bahwa manusia
(dalam bertindak) merupakan aktor sadar
yang reflektif, ia menyatukan obyek-
obyek yang diketahuinya melalui proses
komunikasi yang sedang berjalan, ketika
ia mengetahuinya, kemudian menilai,
memberi makna dan memutuskan untuk
bertindak. (Herbert,1969: 12).

Lebih jauh Blumer mengemukakan
3 premis interaksinisme simbolik yaitu:
(i) tindakan manusia dalam menghadapi
sesuatu atau manusia lain tidak (hanya)
sebagai respon terhadap stimulus,
dengan kata lain tidak sekedar ditentukan
oleh struktur  atau situasi obyektif,
namun berasal dari dalam diri aktor
yaitu menafsirkan dan memkanai sesuatu

secara subyektif oleh aktor. (2) makna-
makna adalah produk sosial yang muncul
selama interaksi. Artinya, pemaknaan
tersebut berasal dari interaksi seseorang
dengan orang lain. Manusia belajar cara
melihat dunia dari orang lain. (3) aktor-
aktor sosial memberikan makna terhadap
situasi, orang lain, dan sesuatu melalui
proses interpretasi. (Ibid, 1969: 4-5).

Dalam konteks penelitian ini ketika
melihat relasi  aktor-aktor/kelompok
bukan sekedar melihat tindakan mereka
sebagai tanggapan langsung terhadap
rangsangan dariluar. Walaupun misalnya
pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan
keagamaan tersebut terlibat dalam sebuah
kata, tindakan, obyek (baik obyek fisik,
sosial maupun abstrak seperti peraturan
di bidang keagamaan dan hak-hak
sipil), situasi dan peristiwa yang sama,
namun mereka (dapat) mendefinisikan
dan menafsirkan secara beragam yang
kemudian melahirkan tindakan sosial
yang berbeda pula. Perbedaan tafsir dan
pemaknaan itu dimungkinkan karena
masing-masing pihak yang terlibat dalam
persaingan keagamaan mempunyai
pengalaman berbeda, nilai-nilai agama
dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan
tindakan subyektif itu juga dapat terjadi
karena adanya perbedaan status dan
peranan tiap aktor, baik di lingkungan
kelompoknya (agama-kepercayaan-
institusi negara) maupun perbedaan
status dan peran kelas sosial-ekonomi-
politik dalam masyarakat setempat.

3. Posisi Agen dan Struktur

Proses adanya konflik dan damai
menyiratkan adanya tarik menarik
antara agensi dan struktur. Dalam
kaitan ini, Bourdieu melihat individu
sebagai sosok kreatif dan dalam relasi
sosialnya dapat mempengaruhi dan
sekaligus dipengaruhi struktur yang ada.
Artinya, para pelaku, individu termasuk
kelompok, adalah sosok aktif yang
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bebas, meskipun mereka juga dibatasi
oleh habitus-habitus lain yang menjadi
struktur. (Bourdieu, 1977: 12).

Dalam konteks ini Aheam (2001)
ketika melihat kaitan  habitus-nya
Bourdieu dengan agensi menyimpulkan
bahwa kerangka pikir Bourdieu selain
memungkinkan transformasi sosial yang
berasal dari tindakan yang dilahirkan dari
habitus, juga memberikan kemungkinan
adanya resistensi. (Aheam, 2001: 105).
Hal ini mengandaikan bahwa ekspresi
kebebasan bertindak pelaku bukan hanya
berupa resistensi namun juga berupa
akomodasi. Simpulan seperti ini dapat
difahami dari pandangannya tentang
habitus yang dianggap sebagai ‘kapasitas
untuk melahirkan produk tanpa akhir’
(an endless to engender product).

Menurut Aheam, konsep keagenan
Bourdieu selain memberikan ruang gerak
bagi tindakan agensijuga tidak menafikan
struktur, sekali lagi ada relasi timbal balik
antara tindakan agen dengan struktur.
Hal ini menurutnya karena Bourdieu,
menekankan disposisi-disposisi pelaku,
dan karena habitus berada dalam
lingkungan fisik dengan segala tindakan
para pelaku, baik yang mewujud secara
mental maupun fisik, sehingga habitus
dapat diterapkan dalam situasi baru
untuk memperkuat kondisi yang sudah
ada. (Ibid, 2001: 105).

Sejalan dengan hal ini, Abu Lughad
mencatat bahwa dalam struktur yang
timpang secara gender, dalam peristiwa
keseharian, banyak ditemukan gejala
resistensi dari perempuan. Menurutnya,
proses dominasi selain beroperasi melalui
pengonstruksian, pembelengguan dan
pemaknaan emosi individu perempuan,
juga adanya resistensi sebagai hasil dari
relasi kuasa antar pihak, (Abu Lughat,
1993: 89). Hal ini sekaligus menunjukkan
bahwa relasi kuasa dapat menghasilkan
beragam bentuk dan aspek. Pandangan
Abu Lughad ini sesuai dengan pandangan
(sebagian) teori feminis. Dalam hal ini
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Aheam mencatat bahwa dalam teori
feminis, yang dinamakannya dengan
pendekatan ‘agensi sebagai sinonim
dengan resistensi,” (agency as a synonym
for resistence) memandang bahwa agensi
merupakan sosok yang aktif walaupun
berada dalam struktur sosial yang tidak
setara, karena individu juga melakukan
resistensi. (Aheam, 2001, :106).

Pandangan Bourdieu dan kaum
feminis memiliki kemiripan dalam hal
adanya persentuhan antara agen dan
struktur. Pandangan seperti ini berbeda
dengan pandangan yang melihat tindakan
agen tidak ada kaitannya dengan struktur
seperti dalam teori ‘agensi  sebagai
sinonim dengan kebebasan’ (‘agency
as synonym for free will). Sependapat
dengan Aheam, teori agensi yang
menjadi pandangan teori tindakan
(action theory) ini memandang bahwa
agensi membutuhkan prasyarat keadaan
mental dalam diri individu, misalnya
niat kesadaran diri, titik pandang yang
rasional, dan pengendalian niat. Teori
agensi ini menafikan unsur sosial budaya
yang melingkupi tindakan manusia.

Sementara itu, Foucault
memandang bahwa tidak ada sesuatu
yang dapat dianggap sebagai agensi. Hal
ini karena kuasa itu ada di mana-mana,
bukan karena ia meliputi segalanya,
namun karena berasal dari mana-mana.
Walaupun ia dioperasikan dengan
maksud dan tujuan tertentu bukan
berarti kuasa berasal dari pilihan dan
keputusan individu. Dengan pandangan
seperti ini, Aheam menyebutnya dengan
teori absence of agency (ketiadaan agensi).
Meskipun begitu penting dicatat bahwa
pengikut Foucault, seperti O’Hara,
menegaskan bahwa Foucault tidak
pernah menafikan peran agensi. Hal ini
setidaknya didasarkan atas pandangan
Foucault bahwa kuasa bukan suatu
substansi namun sebuah relasi yang
dinamis sehingga memberi kemungkinan
pada tindakan agensi.
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Kajian  Terdahulu: Kajian ini
berkaitan dengan relasi antar kelompok,
khususnya intrakomunal muslim. Kajian
dan hasil penelitian berkaitan dengan
relasi atau interaksi antarkelompok Islam
sebenarnya sudah banyak dilakukan
oleh ahli atau peneliti. Salehuddin
misalnya, memfokuskan diri kepada
relasi antara kelompok Islam Tauhid,
NU dan Muhammadiyah di lereng
pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung
Sari). Ia menemukan, perbedaan paham
agama dan posisi terhadap tradisi lokal
berpengaruh terhadap interaksi sosial
keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut
(paham agama dan posisi terhadap tradisi
lokal) menyebabkan adanya persaingan
dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau
komunikasi antarkelompok. (Salehuddin,
2007).

Sementara itu, Abidin yang meneliti
relasi antar kelompok Islam di Lombok
Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya
antara kelompok Salafi dengan kelompok
Islam mapan atau mainstream (Abidin
menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi
antara kedua kelompok (pinggiran dan
mapan) berupa konflik. Konflik terjadi
karena misiologi (dakwah) eksklusif
kelompok Salafi ~ yang menyalahkan
kelompok lain dan kurang menghargai
perbedaan pendapat. Selain juga karena
faktor kebijakan politik pemerintah yang
dianggap merugikan kepentingan salah
satu pihak. (Abidin, 2009)

Penelitian tentang relasi
antarkelompok Islam juga dilakukan
Syaukani (2009) dalam kasus konflik
Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa
Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji
tentang kasus-kasus dan penyebab
resistensi masyarakat (Islam Sunni)
terhadap  kelompok Syiah (Ikatan
Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI).
Ia menemukan, resistensi kelompok
Islam mapan yang berbentuk tindakan
kekerasan disebabkan akumulasi
ketidaksenangannya terhadap kelompok

Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya
stereotif terhadap kelompok Syiah,
kurangnya mediasi serta keberpihakan
MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada
relevansinya dengan penelitian ini,
khususnya dalam kaitannya dengan
subyek penelitiannya yaitu kelompok
Islam mapan dan sempalan, serta dalam
aspek relasi. Meskipun begitu penelitian
tersebut ~ belum memanfaatkan isu
masyarakat sipil dan tindakan keagenan
pelaku dalam proses  bentuk relasi
intrakomunal muslim.

Penelitian ~ Ismail (2011) tidak
melihat posisi masyarakat sipil dalam

kaitannya dengan konflik. Adapun
penelitian ini, dengan mengadaptasi
beberapa pandangan Varshney awal

mengaitkannya dengan isu masyarakat
sipil, selain aspek keagenan pelaku.
Bedanya, Varshney mengkaji konflik antar
etnik/agama dengan fokus kepada ikatan
atau jaringan interkomunal (asosiasi yang
menghimpun berbagai komunitas yang
berbeda) di India, sementara penelitian
ini mengkaji relasi sosial intern umat
beragama, khususnya yang melibatkan
kelompok sempalan, dan selain melihat
ikatan interkomunal penelitian ini
juga melihat ikatan intrakomunal dari
individu-individu muslim yang berbeda
paham agamanya, termasuk tindakan-
tindakan yang bernilai keagenan dari
pelaku. Dengan kata lain penelitian fokus
kepadarelasiintern umatIslam, meskipun
dalam kasus Ahmadiyah sebagian umat
Islam menganggapnya bukan muslim,
namun secara emik mereka dianggap
muslim karena mereka mengidentifikasi
dirinya sebagai muslim. Selain itu
Varshney nampak lebih menekankan
aspek struktur daripada keagenan pelaku.
Penelitian ini juga menjadikan beberapa
kelompok sempalan intern umat Islam
sebagai kesatuan kajian, baik yang diberi
stereotip sesat maupun yang diragukan
kebenaran secara formal maupun publik.
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Metode Penelitian

Penelitian ~ ini ~ menggunakan
pendekatan kualitatif dengan rancangan
studi kasus. Penelitian dilakukan di
daerah dengan kriteria: (1) struktur
masyarakatnya plural dan terdapat
KISK dan non KISK, dan daerah yang
relatif tidak terjadi konflik kekerasan
antar kelompok. Untuk ini diambil Kota
Yogyakarta dalam kasus Ahmadiyah
dan Kabupaten Gowa dalam kasus
An -Nadzir. (2) Daerah yang memiliki
struktur masyarakat plural, terdapat
jamaah KISK dan kelompok Islam
lainnya, namun di daerah tersebut terjadi
konflik kekerasan antara KISK dengan
kelompok Islam lainnya. Untuk itu
dipilih Kabupaten Kuningan Jawa Barat
untuk kasus Ahmadiyah, dan Sampang
untuk kasus Syiah. Penentuan informan
digunakan teknik purposive, meliputi:
pengurus dan anggota KISK, pimpinan
kelompok-kelompok sipil seperti Ormas
Islam, termasuk MUI setempat, lembaga
konsul yang terkait dengan masalah
relasi  intrakomunal Islam, aparat
pemerintah  setempat. Pengumpulan
data  dilakukan = denganwawancara
mendalam, perbincangan, dokumenter,
dan observasi, serta sumber internet atau
website.

Untuk  mencapai  kredibilitas,
penelitianinimenggunakan beberapacara
yaitu: pengoptimalan waktu penelitian,
triangulasi yaitu memverifikasi,
mengubah-memperluas informasi dari
pelaku satu ke pelaku lain dan atau
dari satu pelaku sampai ‘jenuh.” Hal ini
akan dilakukan dengan beberapa cara
yaitu menggunakan multi metode untuk
saling mendukung dalam memperoleh
data, melakukan snow-ball dari sumber
informasi satu ke satu informasi yang
lain. Selain itu digunakan pengecekan
oleh sejawat atau orang yang dianggap
ahli dalam bidang atau fokus yang sedang
diteliti, serta pembuktian terhadap data
yang diperoleh dengan memanfaatkan
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instrumen bantu berupa catatan lapangan
(fieldnotes), perekam suara, dan alat foto.
Analisis data dilakukan dalam dua tahap
yaitu analisis ketika di dalam proses
penelitian di lapangan dan analisis setelah
penelitian di lapangan. Analisis ketika
di lapangan dilakukan dengan induksi-
analitik. Analisis setelah di lapangan
dilakukan secara thick description dan
komparatif.

Profil KISK

Profil KISK di daerah yang
diteliti memiliki sejarahnya masing-
masing. Ahmadiyah, baik GAI dan JAI
di Yogyakarta dan Kuningan termasuk
kelompok yang cukup tua, sementara
Syiah di Sampang dan An-Nadzir relatif
muda. Paham keagamaannya dianggap
menyempal dari paham kelompok Islam
umumnya, namun mengalami perlakuan
yang berbeda. Selain KSIK di Gowa,
semuanya dianggap sesat. Perkawinan
dan kegiatan keagamaan mereka bersifat
eksklusif. Jamaah KISK di Yogyakarta
lebih  berpendidikan  dibandingkan
dengan jamaah KISK di Kuningan,
Gowa dan apalagi dengan di Sampang.
Begitu juga pekerjaan jamaah KISK di
Yogyakarta lebih ‘bergengsi’ daripada
yang di Kuningan, apalagi dengan yang
di Sampang dan Gowa yang lebih banyak
berprofesi sebagai petani

Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial di lingkungan
keempat kasus penelitian ini selain ada
persamaan juga ada perbedaan. Struktur
sosial yang banyak berpengaruh atau
terkait dengan bentuk relasi sosial KISK
dan kelompok di luar dirinya meliputi
budaya lokal yang terkait dengan nilai-
nilai kerukunan dan posisi tokoh dalam
struktur sosial masyarakat, paham agama
mayoritas yang berkembang dalam
masyarakat, sejarah relasi sosial dalam
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masyarakat, dan lokasi tiap kelompok
agama khususnya mengenai ada
tidaknya kantong-kantong komunitas,
dan jaringan relasi.

Di semua daerah dan masyarakat
Indonesia memiliki nilai-nilai yang
mengajarkan tentang kerukunan atau
harmoni di antara mereka. Nilai-nilai
harmoni tersebut terus disosialisasikan
antar generasi oleh elite masyarakat lokal.
Budaya lokal dapat menjadi modal bagi
masyarakat setempat dalam menghadapi
berbagai tantangan dan isu yang
cenderung mengarahkan masyarakat
untuk berkonflik. Masalahnya adalah
sering nilai-nilai kerukunan lokal tersebut
diabaikan, sehingga terjadi ketegangan
dan konflik. Di sisi lain, posisi dan peran
tokoh lokal juga masih diperhatikan
masyarakat setempat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa
paham agama masyarakat di suatu tempat
menjadi pengarah dan pengendali bagi
tindakan masyarakat, khususnya bagi
penganut agama dari kalangan santri.
Kian taatberagama suatu masyarakat kian
kuat untuk menjadikan paham agamanya
sebagai acuan dalam bersikap dan
bertindak. Selain itu, ada kecenderungan
kuat paham agama mayoritas menjadi
standar penilaian bagi paham agama
kelompok lain.

Dalam aspek kesejarahan relasi
menunjukkan bahwa tiap daerah
sebenaranya tidak sepenuhnya steril
dari konflik, walaupun masyarakat di
suatu daerah itu setidak-tidaknya saat
ini dianggap berada dalam harmoni.
Perbedaannya terletak pada interval
waktu terjadinya konflik awal dengan
konflik susulannya; bentuk konflik yang
ada, apakah dalam bentuk konflik ide,
masif, dan atau kekerasan; dan perubahan
bentuk relasi sosial awal (dari konflik
atau integrasi) ke relasi sosial susulannya
(konflik atau integrasi).

Di luar kasus KISK, hampir
di semua daerah tidak ditemukan
pengelompokan pemukiman penduduk
atau kantong komunitas yang sangat
eksklusif berdasarkan latar belakang
agama atau suku dalam skala besar.
Kelompok minoritas umumnya berbaur
dengan pemukiman mayoritas. Memang
ada beberapa rumah tangga kelompok
minoritas setempat di tengah pemukiman
mayoritas setempat. Sebaliknya dalam
kasus warga KISK ditemukan adanya
kantong komunitas, namun dengan
kondisi relasi yang berbeda yaitu
berkonflik dan damai.

Jaringan kewargaan dalam hidup
keseharian masyarakat menunjukkan
perbedaan relatif, karena perkembangan
masyarakat yang berbeda. Yogyakarta
sebagai bagian dari pekotaan lebih bersifat
urban dibandingkan dengan ketiga lokasi
yang lain. Apalagijika melihat lokasi KISK
di ketiga daerah yang lain tersebut berada
di daerah semi urban yaitu: Manislor
(Kuningan), Omben dan Karangpenang
(Sampang), dan Romanglampoa (Gowa).
Masyarakat Yogyakarta meskipun lebih
urban, namun intimitas interaksi tidak
menjadi hilang, sebab dalam banyak
hal sifat-sifat guyub masih ditemukan.
Hubungan-hubungan ketetanggaan dan
pertemanan masih berkembang, apalagi
kunjungan dan hubungan kekerabatan.
Bahkan perkawinan antar tetangga,
daerah, suku, dan paham agama masih
sering ditemukan.

Di samping itu, pada saat hari
raya agama dan menjelang ramadhan,
orang-orang yang berbeda paham agama
masih melakukan kegiatan bersama dan
bersilaturahim antara satu dengan yang
lain. Hal yang sama ditemukan di ketiga
daerah yang lain.

Penyebab Bentuk Relasi

Penyebab  perbedaan  bentuk
relasi sosial (konflik atau harmoni)
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antarkomunal Islam di suatu daerah
meskipun sama-sama ada KISK-nya
karena ada tiga (3) faktor besar yaitu:

Pertama,berkembang-tidaknya
religiosentrisme antarpihak yang
disertai dengan berkembang-
tidaknya toleransi, terutama dari pihak
mayoritas.  Religiosentrisme  adalah
sebuah pandangan yang melihat paham
kelompok Islam lain  secara negatif
karena berdasarkan standar dan klaim
kebenaran dari paham agamanya sendiri,
sehingga melahirkan stereotip negatif. Di
satu pihak terjadi stereotip sesat formal,
dan sesat publik terhadap KISK, di pihak
lain ada pengkafiran dari KISK terhadap
KIM.

Hal ini mengandaikan bahwa
walaupun religiosentrisme atau stereotip
negatif berkembang, namun jika sikap
toleransi berkembang maka konflik
kekerasan dan gerakan masif tidak
akan ada, begitu juga sebaliknya. Hal
ini terlihat dalam kasus Ahmadiyah
di Yogyakarta, dan dalam batas-batas
tertentu An-Nadzir di Gowa. Sementara
dalam kasus Ahmadiyah di Kuningan
dan Syiah di Sampang stereotip negatif
yang berkembang diiringi melemahnya
toleransi, sehingga muncul konflik.
Lemah dan kuatnya toleransi tersebut
terkait dengan faktor-faktor lain, baik
yang berasal dari struktur yang ada dalam
masyarakat maupun tindakan-tindakan
yang dilakukan berbagai pihak.

Kedua, tindakan-tindakan yang
dilakukan setiap kelompok dalam berelasi
dengan kelompok lain, baik oleh negara,
kelompok masyarakat sipil, dan tindakan
agensi dari KISK sendiri. Tindakan-
tindakan berbagai pihak tersebut selain
telah menyebabkan terjadinya konflik
juga menyebabkan integrasi. Ketiga,
struktur sosial yang menjadi daya paksa
bagi kelompok seperti posisi tokoh
lokal, paham agama, kantong komunitas,
sejarah relasi, danjaringan relasi. Faktor-
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faktor tersebut tidak berdiri sendiri,
namun saling berkelindan.

Penyebab Harmoni

Penyebab harmoni di Gowa dapat
dilihat pada faktor internal atau keagenan
dari KISK, yaitu pemahaman keagamaan
KISK yang tidak mengkafirkan KIM dan
kelompok Islam yang lain. Faktor agensi
yang lain karena adanya komitmen KSIK
untuk menjadi sumber perdamaian
dan kerukunan dalam masyarakat,
kemampuan bersosialisasi dengan
masyarakat dan pencitraan yang baik
melalui kegiatan sosial, dan dakwah bil-
halkepadamasyarakat, sertakemampuan
beradaptasi dengan masyarakat sekitar
sehingga terjadi mutualis-simbiosisme.

Adapun faktor eksternal selain
karena belum adanya stereorif sesat
secara kolektif dan formal dari KIM. Kasus
Gowa sekaligus menunjukkan kuatnya
otoritas dan peran lembaga konsul seperti
MUI dalam menentukan kriteria steraotif-
sesat, sekaligus mempengaruhi tindakan
kelompok lain dalam menghadapi KISK.
Karena itu, meskipun ada KIM yang
beresistensi terhadap KISK, namun tidak
melahirkan konflik masif dan kekerasan.

Tindakan aparat negara dalam
bentuk dukungan simbolik menjadi salah
satu penyebab (eksternal) kedamaian di
Gowa dan tidak adanya konflik terhadap
KISK. Dukungan simbolik aparat lokal
terhadap KISK terlihat dari kunjungan
dan pemberian penghargaan terhadap
warga KISK' di bidang sosial-ekonomi.

Sedangkan di Yogyakarta, faktor
penting tidak terjadinya konflik masif
dan kekerasan karena sikap dan
kebijakan multikulturalisme elite budaya-
politik. Politik multikulturalisme telah
berdampak terhadap berkembangnya
toleransi dari kelompok sipil dan aparat
negara. Fakor lain yaitu tidak adanya
kantong komunitas KISK. Selain itu,
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eksklusivitas KISK (JAI) dalam relasi
keseharian serta tidak dilibatkannya
KISK dalam lembaga konsul tetap menjadi
taktor potensial terjadinya kecemburuan
dan konflik interkomunal Islam. Selain
itu, ada beberapa yang mengganjal dalam
konteks Yogya yaitu berkembangnya
generalisasi dari masyarakat dan aparat
pemerintah sendiri terhadap dua KISK
(GAI dan JAI). Hal ini akibat dari belum
adanya kesatuan persepsi di lingkungan
pejabat internal pemerintah, dan belum
adanya kesatuan pandang dalam
penentuan keriteria kesesatan  suatu
kelompok antara negara dan lembaga
konsul Islam (MUI).

Penyebab Konflik

Sementara di Sampang terjadinya
konflik karena kegagalan negosiasi
antarpihak, perebutan basis otoritas
dan legitimasi antar elite agama, dan
persaingan internal keluarga. Kegagalan
negosiasi dan perebutan otoritas serta
legitimasi menunjukkan bahwa setiap
kelompok, KISK dan KIM, sama-
sama melakukan tindakan agensi atau
sama-sama menjalankan kuasa dan

berkontestasi.

Di dalam proses penjalanan kuasa
atau agensi tersebut,  setiap pihak
berstrategi danberjuang untuk menggapai
kepentingan masing-masing. Dalam
perjuangan tersebut pasti ada salah satu
pihak yang unggul atau mendominasi.
Bagi yang unggul dia akan terus berusaha
mempertahankan keunggulannya,
sedangkan bagi yang terdominasi tetap
berusaha bertahan, dan suatu saat akan
membalikan keadaan. Kecenderungan
ini mirip dengan pandangan Bourdieu
yang menyatakan bahwa, individu dan
kelompok sebagai sosok kreatif dan dalam
relasi sosialnya dapat mempengaruhi
dan sekaligus dipengaruhi struktur yang
ada. Para pelaku selain aktif yang bebas,

mereka juga dibatasi oleh habitus-habitus
lain yang menjadi  struktur, artinya
ada relasi timbal balik antara tindakan
agen dengan struktur. Tindakan yang
dilahirkan dari habitus, juga memberikan
kemungkinan adanya resistensi, sehingga
ekspresi kebebasan bertindak pelaku
bukan hanya berupa resistensi namun
juga berupa akomodasi.

Selain itu ada dua kecenderungan
yang menarik dalam kasus Sampang yaitu:
(1) Konflik KISK dan KIM di Sampang
tersebut semakin menguat ketika KIM
mampu melakukan kolaborasi dengan
elite politik lokal dan regional, dan
bahkan dalam batas-batas tertentu pada
level nasional. Kemampuan elite KIM
mempengaruhi elite politik sekaligus
menunjukkan dominasinya terhadap
elite politik sekaligus memberikan bukti
bahwa mereka masih memiliki posisi
penting dalam struktur masyarakat
Madura. Kemampuan mempengaruhi
elite politik dan strategi kolaborasi
telah menjadikan KIM dominan dalam
dinamika konfliknya dengan KISK. (2)
Di sisi lain, isu KISK sebenarnya telah
melahirkan kontestasi internal elite
KIM sendiri. Isu KISK dijadikan sarana
merebut opini publik untuk tercapainya
kepentingan politik di kalangan sebagian
elite KIM. Sebagaimana diketahui bahwa
afiliasi politik elite KIM di Sampang
cukup beragam, dan hal ini nampak
juga ketika Pemilukada tahun 2012
yang lalu. (3) Konflik di Sampang juga
dipicu oleh kontestasi internal dalam
keluarga atau elite KISK sendiri, sehingga
menjadikan konfliknya lebih kompleks
dan mendalam. Di dalamnya terkandung
pertahanan harga diri yang didasarkan
atas budaya setempat.

Kecuali faktor keluarga, beberapa
faktor yang terdapat di Sampang tersebut
terdapat juga di Kuningan, terutama
adanya kolaborasi antara elite KIM dan
elite politik.
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Posisi Negara dan Masyarakat Sipil

Dalam menghadapi kasus KISK
ada dua kekuatan besar yang bermain,
setiap pihak menjalankan tindakan
atau kekuasaan, yaitu masyarakat sipil
dan negara. Kekuatan masyarakat sipil
terpola ke dalam dua kelompok yaitu
kekuatan sipil antiKISK (KIM dan KISU)
dan kekuatan sipil antidiskriminasi dan
pegiat HAM. Negara dan kekuatan sipil
antiKISK selalu berkolaborasi dalam
menghadapi KISK, sedangkan kekuatan
sipil antidiskriminasi mendukung KISK.

Posisi KISK di tingkat lokal sangat
dipengaruhi oleh persepsi, sikap dan
regulasi yang dilakukan negara dan
kekuatan masyarakat sipil anti KISK
pada level nasional, walaupun mungkin
sebuah KISK lokal berposisi mayoritas.

Tindakan-tindakan yang dilakukan
negara berupa regulasi atau pengaturan
melalui kebijakan, baik pada tingkat
nasional maupun lokal. Negara juga
tidak memasukkannya sebagai lembaga
konsul, dan bahkan menafikan sebagian
hak-hak sipil warga KISK. Ketika terjadi
proses konflik, kekuatan sipil antiKSIK
membagi peran (sharing role) meskipun
sering juga berpadu. Mereka ada yang
bermain melalui pada level konflik ide
seperti penyebaran stereotip sesat, dan
fatwa ataupun keputusan, baik pada
tingkat nasional maupun lokal. Selain itu
ada yang berperan sebagai pelaku konflik
masif dan kekerasan.

Agensi KISK

Agensi yang dilakukan oleh KISK
lebih sebagai upaya mempertahankan
diri (Ahmadiyah dan Syiah) dan upaya
pelanggengan  relasi dan  kondisi
yang sudah ada (status quo relasi)
melalui berbagai tindakan. Tindakan
mempertahankan diri dilakukan melalui
permainan dan pembalikan wacana,
resistensi diam dan aktif, negosiasi baik
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pada tingkat lokal maupun nasional,
membangun aliansi dan jejaring dengan
kekuatan sipil antidiskriminasi, bahkan
mengakomodasi tuntutan masyarakat.
Adapun pelanggengan status quo
relasi (dalam kasus An-Nadzir) berupa
pengembangan peran dalam kegiatan
sosial dan ekonomi masyarakat.

Refleksi

Dari  uraian tersebut dapat
ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
Pertama,Struktur sosial yang banyak
berpengaruh atau terkait dengan bentuk
relasi sosial KISK dan kelompok di luar
dirinya meliputi budaya lokal yang
terkait dengan nilai-nilai kerukunan
dan posisi tokoh dalam struktur sosial
masyarakat, pahamagamamayoritasyang
berkembang dalam masyarakat, sejarah
relasi sosial ~dalam masyarakat, dan
lokasi tiap kelompok agama khususnya
mengenai ada tidaknya kantong-kantong
komunitas, dan jaringan relasi. Kedua,
penyebab perbedaan bentuk relasi sosial
(konflik atau harmoni) intrakomunal
Islam di suatu daerah meskipun sama-
sama ada KISK-nya karena ada tiga (3)
faktor yang saling berkelindan, yaitu: (1)
berkembang-tidaknya  religiosentrisme
antarpihak  yang  disertai dengan
berkembang-tidaknya toleransi, terutama
dari pihak mayoritas. (2) tindakan-
tindakan yang dilakukan setiap kelompok
dalam berelasi dengan kelompok lain,
baik oleh negara, kelompok masyarakat
sipil, dan tindakan agensi dari KISK
sendiri. (3) struktur sosial yang menjadi
daya paksa bagi kelompok seperti posisi
tokoh lokal, paham agama, kantong
komunitas, sejarah relasi, dan jaringan
relasi. Ketiga, dalam menghadapi
kasus KISK masyarakat sipil terpola ke
dalam dua kelompok yaitu kekuatan
sipil antiKISK (KIM dan KISU) dan
kekuatan sipil anti-diskriminasi dan
pegiat HAM. Negara dan kekuatan sipil
anti-KISK selalu berkolaborasi dalam
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menghadapi KISK, sedangkan kekuatan
sipil antidiskriminasi mendukung KISK.
Sementara itu, KISK yang berkonflik
menjalankan agensi sebagai upaya
mempertahankan diri, baik melalui
pembalikan wacana, resistensi diam dan
aktif, negosiasi baik pada tingkat lokal
maupun nasional, membangun aliansi
dan jejaring dengan kekuatan sipil
antidiskriminasi, dan mengakomodasi
kepentingan mayoritas. Adapun
KISK yang tak berkonflik berupaya
melanggengkan relasi dan kondisi yang
sudah  adadengan  mengakomodasi
tuntutan masyarakat, dan pengembangan
peran diri dalam kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut,
ada beberapa catatan yang harus
diperhatikan, antara lain: (1) Mengingat
penyebab terjadinya bentuk relasi sosial
dilokasi tempat KISK berada karena multi
faktor, maka dalam upaya pengembangan
relasi sosial potitif perlu diperhatikan
beberapa faktor yang saling berkelindan
tersebut. Secara garis besar dapat

difokuskan kepada: (a) minimalisasi
stereotip dan pengembangan nilai
lokal mengenai keharmonisan, (b)
mengevaluasi secara cermat tindakan-
tindakan  yang  dilakukan  setiap
kelompok yang ikut memicu konflik dan
damai, termasuk aparat negara sendiri.
(c) mencermati aspek-aspek struktur
sosial yang ikut memberikan pengaruh
terhadap  terciptanya konflik dan
damai. (2) Pemerintah perlu melakukan
sosialisasi informasi mengenai perbedaan
profil dan paham keagamaan GAI dan
JAI, baik  kepada masyarakat Islam
maupun kepada pejabat pemerintah
daerah sendiri. (3) Selain itu pemerintah
juga perlu mengimplementasikan isi SKB
3 Menteri secara adil dan komprehensif,
baik  mengenai larangan  dan
pengawasan kegiatan Ahmadiyah (JAI)
maupun pengawasan terhadap tindakan
masyarakat Islam yang mengarah kepada
penafian kerukunan dan toleransi. Juga
perlu sinkronisasi antara isi SKB 3 Menteri
dengan fatwa MUI tahun 2005, khususnya
mengenai kelompok sasarannya dan
kriteria sesat.
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Abstract

This article argues that the social dynamics
of conflict in Papua do not always consist
of conflict. The case of Fakfak, West Papua
demonstrates that peace and harmony also
exists. This study utilizes the qualitative
descriptive analysis method to study data
gathered from observations made during
fieldwork, interviews, and primary and
secondary documents. The article argues
two main points. First, religion and culture
have an important role in building social
norms of harmony that influence the social
behavior of the individuals in social arenas
such as politics and economics. Second,
the institutionalization of values and norms
are supported by both the government and
civil society when they share the same
vision for promoting peace and harmony.
However, this study also acknowledges
that factors such as separatism and religious
radicalism, if not handled well, can break
the harmonious social integration in Fakfak.

Keywords: Social Integration, Religion,
Culture.
HARMONI | Januari - April 2014

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan
bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di
Papua ternyata tidak selalu menghadirkan
cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi
juga tentang harmoni dan perdamaian
sebagaimana yang terjadi pada masyarakat
Fakfak di Propinsi Papua Barat. Dengan
metode deskriptif analysis terhadap data-
data kualitatif yang dikumpulkan dari
observasi lapangan, wawancara dan studi
dokumentasi, penulis berhasil memperoleh
beberapa temuan penting. Pertama, agama
dan budaya berperan penting dalam
melahirkan norma-norma sosial yang
harmonis yang mempengaruhi praktik-
praktik sosial individu hingga pada arena
sosial yang lebih luas seperti politik dan
ekonomi. Kedua, proses pelembagaan nilai
dan norma didukung oleh pemerintah dan
kekuatan civil society yang memiliki misi
yang sama untuk mempromosikan harmoni
dan perdamaian. Namun tulisan ini juga
mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti
separatismme dan radikalisme agama,
bila tidak ditangani dengan hati-hati bisa
merusak integrasi sosial di Fakfak.

Kata Kunci:
Budaya.

Integrasi  Sosial, Agama,
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Pendahuluan

Sejauh ini studi tentang perdamaian
di Papua masih dianggap sebagai sesuatu
yang kurang menarik, karena dianggap
keluar dari opini dominan yang telah
mengkonstruksi Papua sebagai wilayah
konflik yang paling panas di Indonesia.
Para peneliti ilmu sosial dan dunia
akademik seakan terjebak pada diskursus
konflik yang cenderung hegemonik
tersebut, sehingga berbagai penelitian
tentang Papua lebih menyoroti dinamika
konflik dan kekerasan (CSIS, 2006,
LIPI, 2009). Orang Papua masih dilihat
sebagai objek yang diam atau tidak
mempunyai prakarsa untuk menggagas
perdamaian. Rentetan konflik politik,
sosial dan ekonomi yang memanjang
sejak integrasi Papua dengan Indonesia,
dikonstruksikan sebagai narasi dominan
yang memperlihatkan kesulitan untuk

membangun perdamaian Papua
berdasarkan inisiatif lokal. Padahal
masyarakat Papua pada dasarnya

mempunyai kekuatan dari dalam untuk
mengelola konflik sosial dan kekerasan
dengan cara-caranya sendiri yang
kemudian terbukti sukses mengendalikan
konflik dan kekerasan, sebagaimana
terjadi dengan masyarakat di wilayah
Fakfak, Propinsi Papua Barat.

Situasi harmonis di Fakfak dan
sekitarnya menunjukkan bahwa terdapat
dinamika konflik dan integrasi yang
terjadi secara berbeda pada setiap wilayah
di Papua. Pada kasus Fakfak, integrasi
sosial dapat berjalan dengan baik karena
ada berbagai faktor yang mendukungnya.
Integrasi dibangun secara kultural di atas
kesadaran dan inisiatif lokal, sehingga
memiliki makna dan kekuatan dari dalam
untuk merawat keragaman, baik agama,
budaya, maupun perbedaan kepentingan
ekonomi dan politik. Hal ini berbeda
dengan konsepsi integrasi sosial yang
selama ini difahami dan dipraktikkan
selama kurun waktu kekuasaan Orde
Baru (1971-1998). Keragaman di dalam

masyarakat selalu dipersepsikan sebagai
sumber konflik yang harus ditangani
dengan cara-cara yang hegemonik,
yaitu melakukan penyeragaman dengan
memaksakan identitas nasional yang
tunggal.

Model integrasi sosial yang
dipaksakan melalui berbagai instrumen
kekuasaan, tentu menafikkan

kemungkinan adanya nilai-nilai tertentu
yang mampu mendorong masyarakat
untuk mengelola perbedaan dengan cara-
cara yang tepat, sehingga melahirkan
integrasi dan harmoni sosial yang otentik
didalammasyarakat. Dalambanyakkasus,
masyarakat di berbagai daerah berhasil
membangun dan menciptakan harmoni
sosial melalui mekanisme kultural yang
dibangun di atas norma-norma, nilai-nilai
dan moralitas budaya yang mengikat
mereka dalam keseimbangan. Sebut saja
misalnya tradisi Bela Baja di Pantar Nusa
Tenggara Timur yang menjadi pengikat
persaudaraan antara umat Islam dan
Kristen (Rita Pranawati, 2011), atau tradisi
Pela Gandong di Maluku Tengah yang
membantu proses penyelesaian konflik
di Maluku (Ernas, 2006). Demikian juga
tradisi Satu Tungku Tiga Batu di Fakfak
Papua Barat (Iribaram, 2011). Namun
berbagai kearifan lokal tersebut masih
dipandang sebelah mata, karena dianggap
tidak cukup kuat dan teruji untuk
menyelesaikan konflik. Cara pandang
seperti ini menyebabkan pemerintah
cenderung mengabaikan cara-cara lokal
dalam penyelesaian konflik.

Hal ini misalnya dapat diamati
secara jelas dalam proses penanganan
masalah-masalah di  Papua yang
berlangsung selama ini. Pemerintah
cenderung  mengedepankan  proses
politik dan kekuasaan. Padahal konflik
Papua merupakan jenis konflik yang
telah berkembang dengan dinamika yang
sangat kompleks. Dari masalah historis
yang berkaitan dengan proses integrasi
Papua ke dalam NKRI yang oleh Jacques
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Bernard

“”

(2004:135), disebut sebagai
the late integration (proses integrasi
yang terlambat), hingga soal kegagalan
pembangunan, diskriminasi sosial,
dan kekerasan politik dan pelanggaran
HAM (Muridan S. Widjoyo, 2009:3-
19). Kegagalan dalam menyelesaikan
berbagai persoalan yang saling terkait
dengan politik, ekonomi, sosial, budaya
dan agama di Papua, semestinya
mendorong kita untuk mengkaji berbagai
alternatif lain dalam menyelesaikan
masalah Papua. Dalam dimensi tertentu
kita dapat belajar dari fenomena damai
dan harmonis yang terjadi di Fakfak
dan sekitarnya, dimana perdamaian dan
harmonisasi melibatkan masyarakat dan
nilai-nilai lokal yang mengikat mereka
dalam keseimbangan, sehingga relasi
sosial yang terbentuk adalah keberadaan
(ko-eksistensi), kerjasama (kolaborasi)
dan kerekatan (kohesi) yang membentuk
integrasi sosial.

Apa yang terjadi di Fakfak tentu
sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, di
tengah harapan untuk mengelola konflik
yang terjadi di Papua dengan cara-cara
yang lebih baik, beradab, demokratis dan
bisa diterima oleh semua kekuatan sosial
politik di Papua. Dalam kaitan itu, maka
kajian ini ingin mengetahui faktor-faktor
yang menjadi penentu di dalam integrasi
sosial di Fakfak? Bagaimanakah proses
pelembagaan nilai-nilai integrasi sosial
tersebut sehingga membentuk ruang
sosial yang harmonis? Terakhir, studi ini
juga akan mengidentifikasi tantatangan-
tantangan yang dihadapi masyarakat
Fakfak, di tengah perubahan sosial yang
terus terjadi di Papua dewasa ini?

Teorisasi Konsep Integrasi

Secara umum teori utama yang
dipilih sebagai grand theory dalam
memahami fenomena yang menjadi
locus penelitian ini, yakni teori integrasi
sosial (sosial integration). Namun untuk
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menjelaskan kasus integrasi sosial yang
terjadi di Fakfak, maka grand theory
tersebut akan diperkuat oleh beberapa
teori dan konsep lain yang memiliki
relevansi, seperti teori tentang konflik
dan konsensus serta teori reproduksi
sosial. Berikut ini akan dijelaskan konsep-
konsep tersebut sehingga membentuk
sebuah kerangka teoritik yang diperlukan
untuk menjelaskan integrasi sosial yang
terjadi pada masyarakat Fakfak.

Secara sosiologis, teori integrasi
sosial merupakan bagian dari paradigma
fungsionalisme struktural yang
diperkenalkan Talcot Parson (1927-
1979). Paradigma ini mengandaikan
bahwa pada dasarnya masyarakat
berada dalam sebuah sistem sosial yang
mengikat mereka dalam keseimbangan
(ekuilibrium). Hal ini tercermin dari
dua pengertian dasar integrasi sosial
yaitu, pertama, pengendalian terhadap
konflik dan penyimpangan sosial dalam
suatu sistem sosial tertentu, dan kedua,
menyatukan unsur-unsur tertentu dalam
suatu masyarakat sehingga tercipta
sebuah tertib sosial (Ritzer, 2009:258).
Biku Parekh (2008:84-87) menyebutkan
bahwa proses integrasi sosial dalam
sebuah masyarakat hanya dapat tercipta
bila terpenuhi tiga prasyarat utama.
Pertama, adanya kesepakatan dari
sebagian besar anggotanya terhadap
nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat

fundamental dan  krusial  (moral
contract). Kedua, sebagian terhimpun
dalam berbagai unit sosial, saling

mengawasi dalam aspek-aspek sosial
yang potensial. Hal ini untuk menjaga
terjadinya dominasi dan penguasaan
dari kelompok mayoritas atas minoritas.
Ketiga, terjadi saling ketergantungan di
antara kelompok-kelompok sosial yang
terhimpun di dalam suatu masyarakat
untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi
dan sosial secara menyeluruh. Kontrak
moral (a moral contract) adalah ketaataan
terhadap nilai-nilai yang menjadi platform
bersama dalam masyarakat, sehingga
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membentuk  semacam  kepemilikaan
bersama atas nilai-nilai tersebut. Ia
menjadi titikk temu perbedaan yang
harus ditaati dalam sebuah masyarakat
untuk menjamin tegaknya perdamaian.
Ketaatan pada moral contract akan
menempatkan masyarakat pada kondisi
yang equal sebab masyarakat memiliki
hak dan tanggungjawab yang sama dalam
kehidupan sosial (Parekh, 2008).

Proses integrasi sosial dalam sebuah
masyarakat tentu tidak menafikkan
adanya konflik sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari fenomena sosial
dan perubahan karena konflik, seperti
yang dijelaskan Ralf Dahrendrof adalah
fenomena sosial yang selalu hadir (inherent
omni presence) dalam setiap masyarakat
manusia (Ritzer, 2009). Dengan kata lain
konflik yang hebat sekalipun memiliki
peluang untuk dapat dipadamkan atau
didamaikan dengan mengombinasikan
dua pola sekaligus. Pertama, membangun
konsensus  yang  mempertemukan
“kepentingan-kepentingan”  kelompok
yang Dbertikai tersebut ke dalam
sebuah tatanan kekuasaan yang dapat
mengurangi perbedaan (Maswadi Rauf,
2000:15. Kedua, melakukan usaha yang
serius untuk mendorong penguatan
kembali nilai-nilai kebersamaan yang
disebut Parekh (2008:87) sebagai “kontrak
moral” antar kelompok dan individu
dalam sebuah masyarakat majemuk.

Pierre Bourdieu (1930-2002),
menawarkan konsep habitus dan field
(ranah) untuk menganalisis kontestasi
nilai dan norma dalam ruang sosial
yang luas. Habitus adalah struktur
mental atau kognitif yang dengannya
orang berhubungan dengan dunia
sosial. Menurut Bourdieu (1977:72),
individu menggunakan habitush untuk
berhubungan denganrealitassosialkarena
ia telah dibekali dengan serangkaian
skema terinternalisasi yang mereka
gunakan untuk mempersepsi, memahami,
mengapresiasi dan mengevaluasi dunia

sosial seperti halnya konsepsi tentang
benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak
berguna, terhormat-terhina (Mohammad
Adib, 2012:97). Adapun field (ranah)
merupakan jaringan relasional antar
posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan
sosial yang hadir terpisah dari kesadaran
individual. Oleh karena itu, ranah bukan
ikatan intersubyektif antara individu,
namun secamacam hubungan yang
terstruktur dan tanpa disadari mengatur
posisi-posisi individu. Ranah merupakan
metafora yang digunakan Bourdieu untuk
menggambarkan kondisi masyarakat
yang terstruktur dan dinamis dengan
daya-daya yang dikandungnya. (Ritzer
dan Goodman, 2010:582-590). Praksis
dari kerangka konseptual Bourdieu ini
memiliki relevansi untuk menjelaskan
fenomena harmoni sosial yang terbentuk
pada masyarakat Fakfak karena sebuah
masyarakat yang teratur dan harmonis
merupakan perwujudan dari adanya
sistem nilai yang dianut oleh masyarakat
yang cenderung menghindari konflik dan
adanya ruang sosial yang mendukung
terwujudnya kondisi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan yang dilakukan
terhadap masyarakat Fakfak di Propinsi
Papua Barat. Asumsi yang dikembangkan
dalam penelitian ini adalah bahwa
integrasi dan harmoni yang terjadi di
Fakfak tampaknya disebabkan oleh
beberapa faktor yang saling berkaitan,
yaitu (1) Fakfak memiliki sejumlah
karakteristik dan keunikan dibandingkan
wilayah lainnya di Papua sehingga
dinamika intergasi sosial yang tercipta
memiliki keberhasilan yang sangat tinggi;
(2) Budaya dalam masyarakat Fakfak
merupakan modal sosial yang sangat
penting dan strategis sehingga mampu
merekatkan perbedaan-perbedaan
agama, etnisitas, pandangan dan status
ekonomidalam satuhubungan sosial yang
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harmonis; (3) DiFakfak, nilai-nilai kultural
tersebut sudah dapat dilembagakan
dalam sistem pemerintahan, politik
dan ekonomi sehingga memberikan
jaminan  kuat pada keberlanjutan
harmoni dan perdamaian. Data-data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa strategi yang
digunakan dalam pendekatan kualitatif;
pengamatan  (observation), wawancara
mendalam (indepth-interview) dan studi
pustaka (library research).

Hasil dan Pembahasan.
Sekelumit tentang Fakfak

Fakfak merupakan salah satu
kabupaten tertua di Papua bersama
delapan kabupaten lainnya yang pertama
kali dibentuk pemerintah Indonesia dan
terletak di bagian leher dari “kepala
burung” Pulau Papua yang saat ini
menjadi bagian dari Propinsi Papua Barat.
Di era kolonialisme Belanda, Fakfak
bersama Manokwari dikenal sebagai
dua pusat pemerintahan yang disebut
Afdelling. Bahkan bila ditarik jauh ke
belakang, pada masa kerajaan Majapahit,
khususnya masa pemerintahan Hayam
Wuruk, Papua telah dianggap sebagai
bagian dari wilayah negara nusa
Majapahit. Hal ini tercatat dalam Kitab
Negarakertagama  yang  ditulis  oleh
Pujangga Prapanca tahun 1365, dalam
Kidung 13, 14, dan 15 secara khusus
memuat nama-nama daerah yang berada
di bawah kedaulatan Majapahit dan salah
satu daerah di antaranya adalah Wwanin
atau Fakfak saat ini (Onim, 2007).

Posisi Fakfak yang menghadap
langsung ke Maluku, laksana sebuah pintu
gerbang yang menyambut mereka yang
akan berkunjung ke Papua. Letaknya yang
strategis dengan pelabuhan laut terbaik,
memudahkan kapal dagang dari berbagai
negeri bisa bersandar dalam berbagai
jenis cuaca. Tidak mengherankan apabila
sejak abad ke-15, Fakfak telah menjadi
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wilayah terdepan di Papua yang telah
dikunjungi oleh orang luar dari berbagai
daerah dengan beragam kepentingan.
Ada yang berkunjung untuk kepentingan
ekonomi, ekspansi politik, pengambilan
budak hingga penyebaran agama.

Berdasarkan data BPS 2013, jumlah
penduduk Fakfak 71.069 jiwa. Terdapat
lebih dari 14 suku bangsa hidup di Fakfak,
terdiri daribangsa pribumidan pendatang
yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa
dan Sumatera. Agama Islam merupakan
agama mayoritas di Fakfak (53,80%),
setelah itu agama Kristen (28,35%) dan
Katolik (17,59%) (BPS Fakfak, 2013).
Namun berbagai perbedaan tersebut
tidak memicu konflik atau ketegangan
antara agama, etnis dan budaya. Justru
hubungan sosial antar masyarakat terjadi
dalam relasi yang harmonis dan damai
dan jarang terjadi konflik dalam skala
besar seperti yang terjadi di tempat lain
di Papua, meskipun pada tingkat tertentu
potensi konflik selalu ada.

Dominasi Agama dan Budaya dalam Integrasi
Sosial.

Pada  dasarnya  masyarakat
Fakfak adalah masyarakat komunal
yang sangat mementingkan hubungan
persaudaraan dan kekerabatan. Pada
awalanya  hubungan  persaudaraan
itu hanya mengikat antara keluarga
kemudian berlanjut antara suku lalu
menjadi  persaudaraan dalam satu
wilayah geografis. Faktor sejarah tentang
peperangan, permusuhan dan pengayuan
(kanibalisme) antar suku dan kelompok
yangmenjadidasarpersaudaraantersebut.
Penguatan hubungan persaudaraan
diyakini sebagai jalan untuk memelihara
perdamaian dan menghadapai kekuatan
musuh yang mungkin akan datang dari
luar.

Kehadiran agama Islam sejak abad
ke-16 dan Kristen serta Katolik pada abad
ke-19 (Onim, 2007) dan perjumpaannya
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dengan tradisi dan budaya Fakfak justru
melahirkan sejumlah nilai dan norma
sosial yang mengikat masyarakat Fakfak
dalam keseimbangan. Masyarakat tidak
ingin penetrasi agama memecah belah
hubungan kekerabatan dan persaudaraan
yang telah terbentuk di antara mereka
sejak lama. Maka terbentuklah tradisi
agama keluarga, yang meyakini bahwa
meskipun dalam satu keluarga ada
perbedaan agama, tetapi mereka merasa
harus tetap menjadi keluarga yang utuh
sehingga perbedaan agama tidak menjadi
soal bagi masyarakat di Fakfak.

Dari pemahaman ini muncul
filosofi dan kearifan lokal yang disebut
Satu Tungku Tiga Batu, sebagai lambang
harmoni sosial di antara masyarakat.
Secara sederhana filosofi Satu Tungku
Tiga Batu merupakan gambaran kultural
tentang  persaudaraan = masyarakat
Fakfak. Dalam konstruksi tradisional
masyarakat Fakfak, Satu Tungku Tiga Batu
menggambarkan keseimbangan, ibarat
satu tungku yang ditopang oleh tiga
batu saat memasak makanan oleh orang-
orang di zaman dahulu. Tanpa tiga kaki
dari batu, tungku tersebut tidak akan
stabil dan mengakibatkan masakan akan
mudah tumpah. Tiga batu ini diibaratkan
sebagai tiga agama besar yang berada di
Fakfak yaitu agama Islam, Katolik dan
Protestan (Iribaram, 2011). D a l a m
pemikiran masyarakat adat Fakfak,
kalau tiga kaki dari batu itu stabil maka
semua persoalan dapat diatasi dengan
baik, sehingga implementasi dari filosofi
Satu Tungku Tiga Batu dimaknai bukan
saja dalam kehidupan beragama tetapi
menjangkau semua aspek kehidupan
dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar
dari Satu Tungku Tiga Batu sebagaimana
tertuang dalam bahasa Baham-lha adalah
tentang cinta kasih (idu-idu), perdamaian
(mani nina) dan kerukunan (yoyo).

Idu-idu adalah pandangan bahwa
semua orang Fakfak harus membangun

cinta kasih di antara mereka. Semua
masalah harus diselesaikan dengan
menanggalkan emosi dan menumbuhkan
semangat cinta kasih yang menjadi dasar
persaudaraan sejati. Sedangkan Mani
Nina adalah pandangan bahwa tujuan
hidup seseorang di dunia ini adalah untuk
menciptakan perdamaian. Sehingga bagi
masyarakat Fakfak, hanya orang-orang
yang bisa menjaga perdamaian di dunia
ini yang bisa memperoleh kedamaian di
alam sesudah mati (akhirat). Adapun Yoyo
adalah pandangan tentang kerukunan
yang menjadi tanggung jawab semua
orang Fakfak (Wawancara dengan Jubair
Hubrow, 6 November 2013).

Beberapa praktik sosial yang
melambangkan toleransi dan kerukunan
antar umat beragama dapat dilihat pada
seremoni penyambutan Salib Tuhan Yesus
yang melibatkan semua kelompok agama
di Fakfak. Setiap hari besar agama seperti
Lebaran dan Natal dirayakan dengan
penuh kegembiraan, saling mengunjungi
dan mengirim makanan dan hadiah.
Demikian pula pembangunan rumah-
rumah ibadah yang dilakukan secara
bersama-sama dengan tradisi bakubantu/
masohi atau gotong royong di antara umat
Islam dan Kristen. Tidak jarang seorang
Kristen menjadi ketua pembangunan
masjid, dan juga sebaliknya. Mereka
menganggap agama yang mereka anut
bukanlah alasan untuk memisahkan
ikatan kekeluargaan dan persaudaran di
antara mereka. Maka dengan mudah kita
dapat menemukan sebuah keluarga yang
terdiri dari tiga agama; Islam, Kristen
dan Katolik sebagaimana dituturkan oleh
Bapak Simon Hindom sebagai berikut:

“Di  keluarga saya, delapan
bersaudara, ada yang menjadi Kristen,
ada yang Islam, dan Katolik. Ada saudara
saya haji, keponakan saya bahkan ada
yangjadipastor. Dalam tradisi kamidisini,
sudah terbiasa berbagi agama, asalkan
ikhlas dan taat. Jadi, misalnya karena
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pernikahan seorang perempuan terpaksa
menjadi mualaf. Maka, nanti salah satu
anaknya disarankan ikut agama Kristen

Gambar.1

Kerukunan Umat Beragama di Fakfak

Ket. Gambar.

atau Katolik. Ini demi kebersamaan”.
(wawancara dengan Simon Hindom, 28
Oktober 2013)

1. Keterlibatan Umat Islam pada Penjemputan Salib

2. Arsitektur Masjid Tua Pattimburk yang menyerupai Gereja
3. Arsitektur Gereja Tua Danaweria yang menyerupai Masjid
4. Gambar di Mimbar Masjid yang menyerupai Salib

Satu Tungku Tiga Batu merupakan
hasil akulturasi antara adat dan agama
dalammasyarakatFakfakyangmelahirkan
nilai-nilai toleransi, kerukunan dan
kesediaan untuk menerima perbedaan.
Melalui tradisi ini semua sengketa dan
pertentangan dalam masyarakat Fakfak
selalu diselesaikan dengan cara-cara
dialogis yang dikenal dengan istilah dudu
tikar. Dalam tradisi dudu tikar, semua
masalah harus diselesaikan secara damai
dan keluargaan, karena berakar dari
filosofi; Idu-idu, Mani Nina dan Yoyo yang
telah disebutkan di atas. Tradisi dudu
tikar adalah upaya untuk menjaga nilai-
nilai tersebut, agar masyarakat Fakfak
bisa terus hidup penuh cinta, rukun dan
damai dengan sesama saudaranya.

Fenomena masyarakat Fakfak
memperlihatkan bahwa integrasi sosial
yang melintasi batas-batas agama dan
budaya dapat terjadi dengan baik karena
dibingkai dalam pemahaman kultural
dan relijiusitas masyarakat setempat.
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Nilai-nilai agama dan budaya menjadi
faktor dominan yang menopang harmoni
dan perdamaian masyarakat Fakfak.
Nilai-nilai tersebut menjadi fundamen
atau moral contract (Parekh, 2008), yang
mempengaruhi praktik sosial, sehingga
praktik sosial yang terjadi berada
dalam relasi yang harmonis dan tetap
menjaga keseimbangan agar tidak terjadi
konflik. Antropolog Amerika Melville ]J.
Herskovits dan Bronislaw Malinowski
(1953) menyebut kondisi yang demikian
itu sebagai Cultural-Determinism bagi
masyarakat setempat, yaitu ketika
dinamika sosial masyarakat ditentukan
oleh nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki
oleh masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya  hubungan  antara
agama dengan kebudayaan merupakan
sesuatu yang ambivalen. Agama dan
budaya  mempunyai independensi
masing-masing, tetapi keduanya
memiliki wilayah yang bisa saling
tumpang-tindih. Kenyataan tersebut
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tidak selalu menghalangi kemungkinan
manifestasi kehidupan beragama dalam
bentuk budaya atau sebaliknya. Sehingga
dalam masyarakat Fakfak, agama dan
budaya bisa menyatu dan menjadi dua
unsur penting yang berperan dalam
mempengaruhi  aktifitas masyarakat.
Seperti kajian Weber (1958) tentang etika
Protestan dan munculnya kapitalisme di
Eropa Barat, ataupun kasus agama Shinto
dan budaya disiplin pada masyarakat
Jepang. Ketika ajaran agama masuk dalam
sebuah komunitas yang berbudaya, akan
terjadi tarik menarik antara kepentingan
agama di satu sisi dengan kepentingan
budaya di sisi lain. Proses akulturasi
antara agama budaya lalu melahirkan
serangkaian norma sosial yang disebut
Piere Bourdieu (1983) sebagai habitus
yang melahirkan praktik-praktik sosial.
Habitus itulah yang menjadi struktur
mental atau kognitif yang dengannya
orang-orang di Fakfak berhubungan
dengan dunia sosial yang kompleks, dan
terkadang antagonistik.

Proses Pelembagaan Nilai dalam Integrasi
Sosial di Fakfak

Dalam kasus masyarakat Fakfak,
proses pelembagaan nilai dan norma
dapat ditemukan pada dua bentuk;
pertama, semangat agama keluarga yang
melahirkan Satu Tungku Tiga Batu yang
kemudian diadopsi sebagai spirit dalam
hampir semua aktifitas sosial, keagamaan,
politik bahkan ekonomi. Inilah yang
disebut norma sosial yang melembaga
(institutinalized). — Pemerintah  adalah
salah satu agen utama yang mengadopsi
filosofi Satu Tungku Tiga Batu sebagai asas
untuk membentuk kehidupan politik di
Fakfak yang seimbang dan harmonis.
Pemerintah memiliki kepentingan untuk
menjaga stabilitas keamanan sehingga
memandang perlu untuk melembagakan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan
politik. Dalam ranah politik lokal di
Fakfak, muncul konsensus politik

untuk membagi jabatan-jabatan politik
berdasarkan kekuatan-kekuatan lokal;
agama dan etnis. Apabila bupati adalah
seorang muslim, maka wakil bupati
harus berasal dari kalangan Kristen atau
Katolik. Demikian juga pada jabatan-
jabatan SKPD dan birokrasi daerah,
termasuk rekrutmen pegawai negeri
sipil (PNS) juga memberi tempat kepada
marga-marga asli orang Fakfak dan para
pendatang.

Model politik akomodasi seperti
ini memungkinkan kekuatan-kekuatan
politik di Fakfak tetap terakomodir
dan tidak ada yang merasa ditinggal,
sehingga meminimalisir potensi konflik.
Namun secara faktual politik bagi-bagi
jabatan berdasarkan agama ini rawan
disalahgunakan oleh para aktor politik
lokal dalam perebutan jabatan politik.
Kasus perselisihan personal antara Bupati
Uswanas dan Wakilnya Nimbitkendik
telah menarik agama ke dalam konflik
politik. Hal ini menunjukkan bahwa
bila tidak hati-hati politisasi agama
pada tingkat tertentu dapat berpotensi
membenturkan kekuatan-kekuatan
agama di Fakfak dalam konflik yang
tidak diinginkan.

Selain masalah politik, praktik
keseimbangan juga diterapkan dalam

masalah-masalah  ekonomi sehingga
tidak terlalu dikuasai oleh etnis
pendatang. Pembangunan ekonomi

di Fakfak didorong untuk membuka
kesempatan luas kepada masyarakat
asli Fakfak sehingga tidak terlalu
tertinggal dari etnis pendatang. Mereka
diberikan hak monopoli untuk memiliki
perkebunan-perkebunan pala di seluruh
Fakfak. Pala menjadi komoditi unggulan
yang dikuasai orang-orang Fakfak sejak
dahulu, karena di tanam di atas tanah-
tanah ulayat yang luas. Hak monopoli ini
memberi mereka kemandirian ekonomi
ketika berhadapan dengan masyarakat
pendatang asal Bugis-Makassar, Cina
dan Arab yang agresif dalam aktifitas
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perekonomian dan perdagangan. Namun
untuk memasarkan biji-biji pala tersebut
masyarakat Fakfak bergantung pada
pembeli lokal yang biasanya berasal dari
etnis pendatang. Selain membeli pala
dari masyarakat, para pedagang juga
mendatangkan berbagai jenis barang
dagangan; sandang, pangan dan papan
yang dibutuhkan oleh masyarakat Fakfak.
Relasi ekonomi yang demikian telah
membentuk suatu hubungan yang saling
membutuhkan  (symbiosis  mutualism),
yang pada akhirnya meminimalisir
proses permusuhan antara komunitas
lokal dengan pendatang.

Pemerintah Fakfak juga berperan
penting dalam memperkecil potensi
konflik dalam  hubungan-hubungan
ekonomi. Pemerintah mendorong
masyarakat asli Fakfak untuk terlibat
dalam aktifitas ekonomi di pasar. Untuk

kepentingan  tersebut, = pemerintah
menyediakan tempat khusus bagi
masyarakat lokal wuntuk berdagang

di pasar Tumburuni Fakfak. Mereka
menyediakan lapak-lapak untuk
berjualan berbagai produk pangan lokal
dan buah-buah musiman di lantai satu

ini dapat menghindari kecemburuan
sosial akibat praktik ekonomi yang
hanya dikuasai kelompok pendatang. Di
seluruh tempat di Papua, pasar bukan saja
menjadi tempat aktifitas ekonomi namun
juga telah menjadi arena kontestasi
identitas, lokal dan pendatang. Sehingga
sering terjadi konflik dan kekerasan
yang bermula dari pasar yang dianggap
sebagai simbol dominasi. Orang-orang
Papua yang hanya bisa membuka lapak
di pinggiran jalan sambil memandang
dengan cemburu orang Bugis, Makassar
dan Jawa yang menguasai pasar-pasar di
Papua. Maka penting untuk memastikan
bahwa masyarakat asli Papua agar
memiliki akses dan kekuasaan terhadap
pasar untuk menunjukkan bahwa
sebetulnya mereka adalah penguasa
di pasar dan bukan sekedar jongos dari
majikan yang entah datang darimana.
Pemerintah Fakfak menyadari situasi
tersebut dan membuat kebijakan untuk
memberi hak kepemilikan kepada
para pedagang lokal di Fakfak untuk
menempati tempat khusus dan strategis
di pasar Tumburuni Fakfak. Hal ini
mengurangi potensi konflik sosial karena
kecemburuan ekonomi antara masyarakat

pasar tersebut. Setidaknya kebijakan . 4., pendatang.
Gambar. 2.
Skema Pelembagaan Nilai dalam Masyarakat Fakfak
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Kedua, proses pelembagaan nilai
dalambentuk yang formal danterorganisir
dapat  ditemukan pada sejumlah
organisasi sosial yang menjalankan
fungsi pengendalian sosial. Lembaga
sosial yang demikian dapat ditemukan
pada sejumlah organisasi formal baik
yang telah hadir sejak dahulu, maupun
yang baru dibentuk untuk menjaga dan
mengawasi agar praktik-praktik sosial di
Fakfak tetap berada dalam kerangka nilai
dan norma lokal yang telah hidup dalam
masyarakat. Lembaga sosial dimaksud
adalah:

Tujuh lembaga adat Pertuanan
(kerajaan) yang telah eksis sejak
beberapa abad lampau, lembaga

kerajaan yang memiliki wilayah yang
luas dan masyarakat yang majemuk.
Raja menjadi penguasa kultural yang
berperan penting dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan yang berpotensi
menimbulkan konflik. Oleh sebab itu
dalam setiap kerajaan, memiliki lembaga
pengadilan adat yang mengadili perkara-
perkara adat antar warga masyarakat.

Dewan Adat Baham-Mata dan
Pengadilan Adat yang didirikan pada
tahun 2007 sebagai organisasi adat hasil
output dari implementasi UU No.21
tentang Otonomi Khusus Papua. Dewan
Adat berperan dalam mengendalikan
konflik sosial melalui jembatan aspirasi
antara kelompok-kelompok yang
menyuarakan kemerdekaan Papua dan
Pemerintah. Meskipun pada tingkat
tertentu kelompok ini sering dituduh
sebagai kekuatan separatis di Fakfak,
namun mereka telah menjadi katalisator
yang baik bagi kelompok-kelompok
lokal yang mengusung ide kemerdekaan
Papua. Sementara itu lewat Pengadilan
Adat, mereka juga berperan dalam
menyelesaikan sejumlah sengketa, konflik
dan pertentangan antar kelompok.

Lembaga-lembaga keagamaan,
MUI, GKI, GPI, Pastoral dan FKUB
yang menjadi kekuatan sosial yang terus

mengingatkan umat tentang pentingnya
menjaga toleransi, kerukunan dan
saling menghormati di antara umat
beragama. Kelompok ini secara spiritual
terus memperkuat filosofi Satu Tungku
Tiga Batu, bukan saja sebagai tanggung
jawab sosial tetapi juga tanggungjawab
keimanan.

Paguyuban Etnis Nusantara yang
terdiri dariberbagaietnis; Sulawesi, Buton,
Seram, Maluku, Jawa dan Sumatera yang
juga memiliki peran dalam membangun
saling pengertian antara masyarakat
pendatang dan masyarakat asli Fakfak.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan
tersebut memiliki misi yang sama yaitu
menjaga agar hubungan sosial antara
agama, etnis dan budaya di Fakfak tetap
berjalan harmonis dan damai. Mereka
berfungsi sebagai pengendali sosial dan
memastikan bahwa hubungan sosial
dalam masyarakat tidak menimbulkan
konflik. Bahkan lembaga adat seperti
pengadilan adat memegang kunci sebagai
resolusi konflik pada tahap yang paling
awal, melalui kewenangannya untuk
menangani sengketa-sengketa adat, hak
ulayat, pelanggaran susila, kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) hingga
penghinaan agama. Dalam beberapa
kasus seperti perkelahian antar kampung,
polisi langsung menyerahkan kepada
Pengadilan Adat untuk diselesaikan
secara adat. Proses penyelesaian konflik
secarakultural tersebutlebih diterima oleh
masyarakat adat karena dianggap lebih
memuaskan ketimbang penyelesaian
melalui mekanisme hukum negara.

Apa vyang terjadi di Fakfak
menunjukkan bahwa sistem nilai dalam
masyarakat dapat berjalan dan fungsional
apabila menjelma menjadi sistem sosial
yang kuat dan melembaga (Soekanto,
2000). Dalam perspektif reproduksi sosial,
seperti yang digambarkan Bourdieu
(Harker, 2009), sistem nilai (habitus) harus
dapat diterima, disepakati, difungsikan
dan secara formal dapat diterapkan
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untuk mempengaruhi interaksi sosial
dan memelihara keteraturan sosial.
Pemikiran semacam ini mengandaikan
bahwa arena sosial, ekonomi dan politik
dapat  dipengaruhi  (distrukturkan)
oleh nilai dan norma atau sebaliknya
arena tersebut yang mempengaruhi
(menstrukturkan) praktik-prakti sosial.
Tradisi membutuhkan aktifitas ritual
dan lembaga-lembaga adat untuk tetap
mempertahankan eksistensinya. Bahkan
lebih dari itu nilai-nilai budaya harus bisa
berebut pengaruh dalam ruang-ruang
politik dan ekonomi yang seringkali
berjalan dalam logika yang kontradiktif.

Masa Depan Integrasi Sosial di tengah
Perubahan Sosial di Papua.

Masyarakat Fakfak dan segenap
kebudayaannya adalah sesuatu yang
dinamis dan akan terus mengalami
perubahan sesuai konteks ruang dan
waktu. Setiap saat nilai-nilai budaya
akan menghadapi tantangan, benturan
bahkan kontestasi dengan nilai-nilai
yang lain yang datang dari luar. Ataupun
nilai-nilai baru yang muncul dari dalam
masyarakat sebagai konsekwensi dari
proses perubahan itu sendiri. Dalam hal
ini kita bisa mengidentifikasi beberapa
persoalan sebagai tantangan yang harus
dihadapi oleh masyarakat Fakfak.

Pertama, penyelesaian berbagai
masalah di Papua seperti masalah-
masalah politik, ekonomi, sosial budaya
dan hukum yang belum tuntas, diyakini
secara struktural maupun kultural
akan terus menekan masyarakat
Fakfak. Sebagai salah satu kabupaten di
Propinsi Papua Barat, masyarakat Fakfak
tidak bisa menghindar dari berbagai
problematika yang terjadi di kota-kota
besar seperti Jayapura dan Manokwari
dan berpengaruh ke banyak daerah di
wilayah Papua lainnya. Isu-isu politik
seperti separatisme dan otonomi khusus
turut membelah masyarakat dalam
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kelompok vyang saling bertentangan.
Kehadiran kelompok-kelompok yang
semakin militan dalam memperjuangkan
hak-hak politik Papua di Fakfak seperti
Komite Nasional Papua Barat (KNPB),
Komite Nasional Pemuda Papua Barat
(KNPPB) pimpinan Arnoldus Koncu, dan
kelompokyangberlawanansepertiBarisan
Merah Putih pimpinan Islamil Bauw, serta
milisi-milisi sipil yang disponsori aparat
keamanan dalam konfliknya dengan
kekuatan-kekuatan = pro-kemerdekaan
Papua merupakan tantangan yang tidak
mungkin bisa diabaikan. Sementara
pemberlakukan Otonomi Khusus dengan
segala implikasinya dan pembangunan
yang belum melahirkan kesejahteraan
masih menjadi pertanyaan tentang kapan
Papua bisa bangkit dari kemiskinan dan
keterbelakangan.

Kedua, Potensi konflik keagamaan
yang diintrodusir melalui isu Islamisasi
dan radikalisasi agama yang sedang
berlangsung di Papua juga menjadi
tantangan di  Fakfak. = Perubahan
demografis  dengan  meningkatnya
populasi umat Islam secara signifikan,
ternyata dirasakan sebagaiancamanserius
bagi sebagian besar masyarakat Kristen
Papua. Sebab bagi sebagian gerakan-
gerakan pro kemerdekaan, Islamisasi
secara tidak langsung dianggap sebagai
proses Indonesianisasi (Warta, 2011).

Orang-orang Islam Papua sendiri
menyadari konstruksi identitas Papua
yang Kristen. Saat ini mereka sedang
berupaya merekonstruksi kembali sejarah
agama di Papua, bahwa Islam pada
dasarnya bukan merupakan agama baru
di Papua tetapi justru merupakan agama
pertama yang dikenal masyarakat Papua.
Klaim ini berdasarkan fakta sejarah yang
terus dimunculkan bahwa Islam telah
lama hadir hampir dua abad sebelum
agama Kristen masuk ke Papua. Beberapa
publikasi yang terkenal misalnya tulisan
Toni Wanggai (2009) “Rekonstruksi
Sejarah Masuknya Islam di Papua”, dan
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tulisan Ali Atwa (2008) “Islam atau Kristen
Agama Orang Papua?’, merupakan
upaya intelektual muslim Papua untuk
memperkuat klaim sejarah Islam di
Papua. Bahkan pemerintah daerah
Kabupaten Fakfak pernah membuat
penelitian yang diseminarkan pada tahun
2006 tentang sejarah masuknya Islam di
Papua. Kesimpulan penting dari seminar
tersebut bahwa Islam adalah agama
pertama yang masuk ke Papua dan oleh
karenanya merupakan agama fuan tana
di Papua. Kesimpulan ini bukan sesuatu
yang baru, tetapi belum menjawab
pertanyaan tentang mengapa Islam tidak
bisa berkembang baik di Papua, seperti
yang disinyalir sejumlah penulis Kristen
bahwa hal tersebut terjadi karena Islam
kurang bisa diterima oleh masyarakat
Papua yang memiliki kebudayaan yang
khas (Onim, 2009).

Fakfak sendiri telah menjadi salah
satu mercusuar dakwah Islam di Papua,
sehingga banyak orang menyebut Fakfak
sebagai “Serambi Mekkah-nya” Papua.
Fakta ini tidak terbantahkan karena dari
71.069 jumlah penduduk Fakfak pada
tahun 2012, mayoritas beragama Islam
(53,80%), dan sebagian besar di antaranya
adalah muslim pribumi yang cukup taat
bahkan sebagian telah menjadi tokoh-
tokoh Islam yang populer di Papua. Di
sini berdiri salah satu gerakan Islam yang
paling agresif dalam dakwah Islam di
Papua, yaitu Al-Fatih Kaafah Nusantara
(AFKN), sebuah organisasi dakwah
yang didirikan oleh Ustadz Mohamed
Zaaf Fadzlan Garamatan, seorang warga
asli Fakfak. AFKN memiliki misi untuk
melanjutkan proses Islamisasi di Papua
yang sempat terhenti oleh misi zending
dan kolonialisme Belanda. Bagi beberapa
kelompok Kristen di Papua, keberadaan
ormas Islam dengan dakwahnya yang
semakin marak belakangan ini telah
menjadi ancaman bagi Kristen (ICG,
2008).

Kontestasi yang demikian
menjadikan hubungan antar agama
di hampir seluruh tempat di Papua,
termasuk  Fakfak menjadi tegang.
Padahal sebagaimana telah dibahas
dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa
Fakfak adalah daerah muslim terbesar
di Papua yang berhasil meletakkan
dasar-dasar toleransi yang kuat yang
berakar pada kultur dan adat-istiadat
masyarakat setempat. Pertanyaan yang
fundamental saat ini adalah bagaimana
mempertahankan norma dan kearifan
lokal di Fakfak agar tetap fungsional
di tengah berbagai tekanan dan proses
perubahan sosial yang seringkali tidak
bisa dicegah. Perubahan sosial terjadi
pada semua masyarakat dalam setiap
proses dan waktu dengan dampak yang
bisa positif ataupun negatif. = Dalam
beberapa kasus proses integrasi sosial
melemah justru sejalan dengan semakin
melemahnya nilai-nilai sosial yang
selama ini berfungsi sebagai crosscutting
affiliation dan crosscutting loyality dalam
sebuah masyarakat. Sebagaimana kasus
melemahnya tradisi pela dan gandong yang
tidak bisa mengendalikan konflik sosial
bernuansa agama di Ambon. Sebagian
sosiolog percaya bahwa modernisasi
yang melanda Indonesia (termasuk
komunikasi dan budaya) menjadi salah
satu penyebab bergesernya oriantasi
nilai budaya seperti pela dan gandong
yang bersifat kultural relijius, melemah
menjadi bersifat simbolik semata. Hal
ini terutama di kalangan anak-anak
muda yang tidak memiliki cultural sense
terhadap kebudayaannya sendiri.

Masyarakat Fakfak membutuhkan
strategi bertahan dari globalisasi dan
modernisasi yang membawa serta
pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi
kebudayaan. Maka masyarakat lokal
seperti di Fakfak tidak memiliki pilihan
lain selain melakukan penguatan nilai-
nilai budaya, juga perlu beradaptasi
secara keratif, sehingga bisa menerima
proses perubahan tanpa harus larut dalam
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perubahan itu sendiri. Masyarakat perlu
mengenali lingkungan strategisnya, dan
menyesuaikan diri dengan lingkungan
tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa
masyarakat Fakfak bisa mempertahankan
nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya
justru karena mereka membuka diri
terhadap kebudayaan lain sehingga
beragam kebudayaan, ideologi dan agama
yang masuk ke Fakfak saling berinteraksi
dan membentuk kebudayaan Fakfak
saat ini. Kehadiran berbagai kelompok
pendatang dari Maluku, Sulawesi,
Arab dan Cina sejak beberapa abad lalu
justeru telah memperkaya kebudayaan
Fakfak. Upaya lainnya adalah melakukan
transformasikulturalagarbudaya-budaya
lokal selalu sesuai dengan semangat
zaman. Itu artinya selain membuka
diri pada perubahan, masyarakat juga
dituntut untuk melakukan tafsir dan
kontekstualisasi terhadap tradisi, budaya,
dan adat istiadat yang mungkin dianggap
tidak sesuai lagi dengan kehidupan saat
ini.

Catatan Penutup.

Kajian ini menunjukkan bahwa
dinamika sosial di Papua bukan hanya
tentang konflik dan kekerasan, sebab
kita masih bisa menemukan harmoni dan
perdamaian di wilayah-wilayah tertentu
di Papua yang berkontribusi terhadap
penguatan integrasi sosial sebagaimana
terjadi di  Fakfak, Papua Barat.
Masyarakat Fakfak berhasil menjaga
wilayahnya untuk tidak jatuh dalam
konflik dan anarkisme sebagaimana

yang terjadi hampir di semua tempat di
Papua. Agama dan budaya telah menjadi
faktor determinan yang memperkuat
integrasi sosial dalam masyarakat Fakfak
yang majemuk. Integrasi sosial tersebut
dibentuk dari akulturasi antara nilai-
nilai agama dan budaya yang melahirkan
nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar
masyarakat yang berbeda agama, etnis
danbudaya. Nilai-nilai tersebut kemudian
dilembagakan dalam filosofi Satu Tungku
Tigan Batu yang menjadi norma dan
kearifan lokal yang mengikat masyarakat
Fakfak dalam satu satu keseimbangan.

Namun studi ini juga menemukan
bahwa harmoni dan perdamaian
pada masyarakat Fakfak memerlukan
penguatan terus-menerus karena rentan
dengan berbagai isu politik di Papua
yang pada tingkat tertentu memecah
masyarakat kedalam kelompok yang
saling mencancam, seperti  Pro-
Merdeka dan Pro-NKRI. Sementara itu,
munculnya isu Islamisasi yang didukung
oleh kehadiran kelompok-kelompok
keagamaan yang radikal dengan jaringan
yang semakin meluas dan tidak toleran
pada perbedaan agama, seperti HTI,
Laskar Jihad dan AFKN serta gereja-
gereja ekstrim dari kalangan Kharismatik
dan Pantekosta juga patut di perhatikan.
Oleh sebab itu, masyarakat Fakfak dan
institusi sosial di sana perlu diperkuat
untuk mempertahankan harmoni dan
keragaman di tengah berbagai tekanan
yang ada. Mungkin diperlukan kreatifitas
dalam beradaptasi dan kemampuan
melakukan transformasi agar nilai-nilai
lokal tetap aktual di tengah berbagai
perubahan.
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Abstract

This paper discusses part of the findings of
a larger study entitled “The Effectiveness of
Mosque Management in the Empowerment
of People.” It specifically looks at the case
of the Salman Mosque of ITB in Bandung.
This research finds that the Salman Mosque
is a place of knowledge empowerment in
the area of Islamic Science and Technology,
looking at science and technology from an
Islamic perspective. The teachings of its
mosque has led to changes in the mindsets,
perspectives, worldviews and paradigms of
the target audience, students. Ultimately,
this religious empowerment model has led
students—the countrys future scientists and
technocrats—to value nature. It has taught
them not to exploit nature, as practiced in
secular science and technology, but to be
khalifah fil-ardhi, protectors of nature.

Keywords: management, empowerment,
Islamization science, scientification

Pendahuluan

Masjid merupakan pilar penting

dalam sejarah perkembangan Islam.
Melalui media masjid pula Nabi
Muhammad merintis perjuangan

mewujudkan masyarakat yang beradab
ketika hijrah ke Yatsrib atau Madinah.
Setidaknya ada tiga hal penting yang
dilakukan Nabi Muhammad sebagai
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Abstrak

Tulisan ini merupakan bagian dari temuan
sebuah penelitian berjudul “Efektivitas
Manajemen Masjid dalam Pemberdayaan
Umat”yang salah satu sasarannya adalah
masjid Salman ITB di Bandung. Penelitian
ini  menemukan varian fungsi masjid
di masjid Salman, yaitu sebagai wadah

pemberdayaan keilmuan dengan cara
mendekatkan sains teknologi dengan
doktrin Islam, lebih fokus lagi pada

saintifikasi ajaran Islam dan Islamisasi sain
dan teknologi.

Standar efektivitas pemberdayaan umat
pada masjid Salman ukurannya adalah
pada perubahan mindset, cara pandang,
world view dan paradigma sasaran
penerima pemberdayaan, yaitu mahasiswa.
Pada akhirnya pemberdayaan model ini
akan menghasilkan ilmuan dan teknokrat
yang tidak mengekploitasi alam seperti
pada sains dan teknologi yang sekuler,
tetapi mereka akan menjadi teknokrat yang
mempertimbangkan fungsi khalifah fil-ardhi
sebagai pemelihara alam semesta.

Kata Kunci: Manajemen, Pemberdayaan,
Islamisasi sains, Saintifikasi

strategi untuk membangun kota Madinah
pasca hijrah, yaitu: pertama, membangun
masjid. Kedua, memperkuat persaudaraan,
khususnya antara kelompok Muhajirin
dan Anshor, dan ketiga, membuat kontrak
sosial atau ‘perjanjian’ antara kelompok-
kelompok yang ada di Madinah. (Ibnu
Qayyim, 2006; Nur Kholis Setiawan,
2012).
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Masjid Quba, sebagai masjid
pertama yang dibangun Nabi Muhammad
di Madinah menjadi tonggak bagi proses
pemberdayaan dan pengonsolidasian
mewujudkan masyarakat yang
berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada
masa tersebut, fungsi dan peran masjid
Quba melingkupi hampir semua aspek
kepentingan umat, baik kepentingan
ibadah (mahdhah), sosial, politik dan juga
ekonomi. Dengan banyak fungsi seperti
itu, masjid Quba menjelma menjadi pusat
aktifitas masyarakat. (Richard C Martin:
439).

Fungsi masjid mulai mengalami
perubahan dan perkembangan seiring
dengan semakin luasnya wilayah
kekuasaan dan bertambahnya jumlah
pemeluk Islam yang tersebar di berbagai
jazirah seperti Kuffah, Basrah, Damaskus,
dan Kairo. Di wilayah kekuasaan Islam
tersebut masjid difungsikan sebagai
pusat pemerintahan. Dengan demikian
masjid tidak hanya menjalankan fungsi
dan peran sebagai fasilitas untuk
menjalankan urusan yang sakral (ibadah)
tetapi sekaligus menjadi arena kegiatan
pemerintahan.

Secara sosiologis kepelbagaian
fungsi (mulfi fungsi) masjid dalam
konteks sejarah juga terkait dengan
realitas masyarakat waktu itu yang relatif
masih homogen, tidak terfragmentasi
dan tidak terspesialisasi dalam berbagai
kegiatan, kepentingan dan ruang aktifitas.
Bagaimanapun sebagai sebuah institusi
atau lembaga sosial, masjid sangat
terkait dengan karakteristik masyarakat
penggunanya. Oleh karena itu, fungsi
masjid akan banyak dipengaruhi oleh
proses perubahan dan evolusi sosiologis
masyarakat yang menggunakannya.

Persoalan berkurangnya fungsi
dan peran masjid juga dipengaruhi oleh
peranannya yang lebih dominan sebagai
institusi ibadah mahdhah (ritual) ketimbang
ibadah ghairu mahdhah (sosial). Masjid
lebih banyak dijadikan ajang pergumulan

retorika dakwah yang kadang tidak
membumi dan berjarak dari pesan-pesan
yang dapat memberdayakan kemampuan
umat.

Sebagai negera dengan penduduk
mayoritas muslim, Indonesia memiliki
banyak masjid. Menurut data Lembaga
Ta’mir Masjid Indonesia, saat ini terdapat
125 ribu masjid yang dikelola oleh
lembaga tersebut. Sedangkan jumlah
secara keseluruhan berdasarkan data
Departemen Agama tahun 2004, jumlah
masjid di Indonesia sebanyak 643.834
buah. Jumlah tersebut meningkat dari
data tahun 1977 sebanyak 392.044
buah. Diperkirakan, jumlah masjid dan
mushala di Indonesia saat ini antara 600-
800 ribu buah. (www. wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses
tanggal 3 April 2013). Namun jumlah
masjid yang potensial tersebut belum
dapat dikembangkan secara maksimal
oleh umat Islam.

Kelemahan umat dalam
memakmurkan masjid adalah suatu
kenyataan yang harus disikapi secara
positif agar dapat memperbaiki kondisi
yang ada. Langkah-langkah perbaikan
tersebut haruslah bersifat strategis
dan menyeluruh. Artinya solusi yang
diberikan dapat menjadi jembatan bagi
umat untuk bangkit memberdayakan
dirinya sendiri dan berlangsung di setiap
Masjid. Solusi tersebut juga diharapkan
mampu membawa pengaruh besar dalam
upaya memakmurkan masjid, yang pada
gilirannya mampu memunculkan sebuah
gerakan bersama yang bisa memberi
dukungan berarti bagi perbaikan umat
Islam.

Dalam konteks tersebut, masjid
harus difungsikan bukan hanya sebatas
pusat kegiatan ibadah bagi para
jamaahnya, tetapi diharapkan dapat
menjadi pusat aktiftas sosial dan ekonomi
dan keilmuan bagi para jamaahnya. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian
mengenai “Efektivitas Manajemen Masjid
dalam Pemberdayaan Umat”.
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Penelitian dilakukan di wilayah
Bandung dengan mengambil dua lokasi.
Lokasi pertama, Masjid Mujahidin yang
terletak di Jalan Sancang Bandung. Masjid
ini dipilih sebagai model masjid yang
menerapkan manajemen modern dalam
rangka pemberdayaan ekonomi umat.
Salah satu program unggulan dari masjid
ini adalah pemberdayaan ekonomi umat
berupa pemberian modal usaha kepada
beberapa fakir miskin.

Kedua, Masjid Salman Kampus ITB
Bandung. Masjid ini dipilih sebagai model
masjid yang menerapkan manajemen
modern dalam upaya memberdayakan
umat pada bidang keilmuan, yakni
dengan menjadikan Masjid Salman
sebagai pusat kegiatan belajar mengajar
dan program keilmuwan baik ilmu
agama maupun ilmu umum. Program ini
dapat menjangkau hampir semua jenjang
pendidikan masyarakat.

Tulisan ini memaparkan temuan
penelitian yang diperoleh di Masjid
Salman ITB Bandung.

Metodologi Penelitian

Penelitian dimulai dengan tahapan
identifikasi dan konfirmasi dengan
pengelola objek penelitian. Dari proses
identifikasi  selanjutnya  ditentukan
pilihan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:

Pertama, indepth interview. Teknik
ini dilakukan dengan mewawancarai
pihak-pihak atau stake holder di kedua
masjid yang menjadi objek penelitian.
Di antara stakeholder adalah pengurus
DKM atau BTM.

Kedua, kajian pustaka. Proses ini
dilakukan dengan menganalisis literatur
terkait dengan manajemen masjid dan
pemberdayaan, hasil penelitian tentang
kedua masjid yang menjadi objek
penelitian, serta dokumen lain yang
terkait.
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Ketiga, teknik observasi dilakukan
untuk melihat secara dekat implementasi
manajemen masjid dalam berbagai
kegiatan di kedua masjid tersebut.

Kerangka Konsep

Dalam tulisan ini digunakan
beberapa konsep utama.
1. Pemberdayaan

Konsep  pemberdayaan  yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Empowerment is a process of
helping  disadvantaged  groups
and individual to compete more
effectively with other interests, by
helping them to learn and use in
lobbying, using the media, engaging
in political action, understanding
how to “‘work the system,” and so on
(J.W, Ife, 1995).

Definisi  tersebut mengartikan
konsep pemberdayaan (empowerment)
sebagai upaya memberikan otonomi,
wewenang, dan kepercayaan kepada
setiap individu dalam suatu organisasi,
serta mendorong mereka untuk kreatif
agar dapat menyelesaikan tugasnya
sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987)
dalam Prijono dan Pranarka (1996)
mengatakan  bahwa  pemberdayaan
berarti pembagian kekuasaan yang adil
sehingga meningkatkan kesadaran politis
dan kekuasaan pada kelompok yang
lemah serta memperbesar pengaruh
mereka terhadap ”“proses dan hasil-hasil
pembangunan.”

Pendekatan utama dalam konsep
pemberdayaan adalah bahwa masyarakat
tidak dijadikan objek dari berbagai
proyek pembangunan, tetapi merupakan
subjek dari upaya pembangunan.
Berdasarkan konsep demikian, maka
pemberdayaan masyarakat harus
mengikuti pendekatan sebagai berikut
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(Sumodiningrat, Gunawan, 2002):
Pertama, upaya itu harus terarah. Hal
ini yang populer disebut pemihakan.
Upaya  pemihakan ini  ditujukan
langsung kepada yang memerlukan,
dengan program yang dirancang untuk
mengatasi masalahnya yang sesuai
dengan kebutuhannya. Kedua, program
ini harus langsung mengikutsertakan
atau  bahkan  dilaksanakan  oleh
masyarakat yang menjadi sasaran.
Mengikutsertakan masyarakat yang akan
dibantu mempunyai beberapa tujuan,
yakni agar bantuan tersebut efektif
karena sesuai dengan kehendak dan
mengenali kemampuan serta kebutuhan
mereka. Selain itu, untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam
merancang, melaksanakan, mengelola,
dan mempertanggungjawabkan upaya
peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga,
menggunakan pendekatan kelompok,
mengingat jika dilakukan secara sendiri-
sendiri masyarakat miskin kesulitan
dalam memecahkan masalah masalah
yang dihadapinya. Selain itu, lingkup
bantuan menjadi terlalu luas apabila
penanganannya dilakukan secara
individual. Pendekatan kelompok ini
paling efektif dan dilihat dari penggunaan
sumber daya juga lebih efisien.

Aspek  penting dalam suatu
program  pemberdayaan masyarakat
adalah program yang disusun sendiri oleh
masyarakat, menjawab kebutuhan dasar
masyarakat, mendukung keterlibatan
kaum miskin, perempuan, buta huruf dan
kelompok terabaikan lainnya. Di samping
itu, program pemberdayaan harus
dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif
terhadap nilai-nilai budaya setempat,
memerhatikan dampak lingkungan, tidak
menciptakan ketergantungan, berbagai
pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

2. Manajemen Masjid

Secara bahasa, istilah manajemen
masjid berasal dari kata manajemen dan

masjid. Kata masjid berasal dari kosa kata
bahasa Arab sajada yang bermakna tempat
sujud. Sementara kata manajemen, berasal
dari kata to manage yang berarti mengurus,
membimbing, mengawasi, mengelola
atau mengatur. Dalam pengertian umum,
manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian,  pengarahan, dan
pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi dan penggunaan sumber daya-
sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Apabila dua kata tersebut
dipadukan, maka dapat disimpulkan
bahwa manajemen masjid merupakan
proses/usaha mencapai kemakmuran
masjid yang ideal yang dilakukan oleh
pemimpin/pengurus masjid bersama staf
dan jamaahnya melalui berbagai aktifitas
yang positif.

Manajemen masjid juga merupakan
upaya memanfaatkan  faktor-faktor
manajemen dalam menciptakan kegiatan
masjid yang lebih terarah dan diperlukan
pendekatan sistem manajemen, yaitu
planning,  organizing,  actuating, dan
controlling.

3. Islamisasi Sains

Kerangka revolusi sains (ilmu
pengetahuan) menurut Thomas Kuhn
merupakan perkembangan sains dimulai
dari krisis paradigma ilmu normal,
diikuti oleh pengajuan paradigma baru
dan periode pengembangan sains normal
berbasis paradigma baru, kemudian
diikuti oleh krisis lagi dan seterusnya.
(Thomas S Khun, 1970). Kerangka krisis
paradigma sebagai perangkat revolusi
atau pembaruan ilmu ini juga harus
diberlakukan atas ilmu-ilmu agama yang
diklaim telah diturunkan dari Quran
dan Hadits. Upaya-upaya membangun
kembali sains telah dicoba dimulai
melalui upaya-upaya “islamisasi sains”
oleh Sir Naquib Alatas pada awal 1970-an,
dan diwujudkan dalam sebuah institusi
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pendidikan, yaitu Universitas Islam
Internasional di Kuala Lumpur pada
awal tahun 1980-an yang disponsori oleh
Organisasi Konferensi Islam. Kelahiran
beberapa UIN dari eks IAIN di Indonesia
sedikit banyak mencerminkan upaya
Islamisasi sains.

Islamisasi sains tidak hanya berarti
menyisipkan ayat-ayat suci Al Quran
yang sesuai dengan konsep tertentu
dalam sains. Tetapi terfokus kepada
bagaimana Islam sebagai fundamen
nilai yang mengikat sains (value bound)
atau bagaimana pemahaman sains dapat
meningkatkan kadar iman dan takwa
terhadap Allah. Jadi penulis membuat
istilah Islamisasi Sains ke dalam dua
katagori: (1) Islam to Sains; (2) Sains to
Islam

Dasar pemikiran tersebut berangkat
dari lima ayat dalam Surat Al-Alaq:
“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang
menciptakan manusia dari segumpal
darah. Bacalah! Dan Tuhanmu Yang
Maha Pemurah yang mengajarkan
dengan pena. Mengajar manusia hal-
hal yang belum diketahuinya (Q.S. Al-
Alaq:1-5). Lima ayat ini bukan sekadar
perintah untuk membaca ayat Quraniyah.
Terkandung di dalamnya dorongan
untuk membaca ayat-ayat Kauniyah
di alam. Manusia pun dianugerahi
kemampuan analisis untuk mengurai
rahasia di balik semua fenomena alam.
Kompilasi pengetahuan itu kemudian
didokumentasi dan disebarkan melalui
tulisan yang disimbolkan dengan pena.
Pembacaan ayat-ayat Kauniyah ini
akhirnya melahirkan sains yang terdiri
dari astronomi, fisika, kimia, biologi,
geologi, dan sebagainya.

Al-Faruqi menetapkan lima sasaran
dari rencana kerja Islamisasi Sains atau
IImu, yaitu sebagai berikut:

1. Menguasai disiplin-disiplin modern

2. Menguasai khazanah Islam

HARMONI | Januari - April 2014

3. Menentukan relevansi Islam yang
spesifik pada setiap bidang ilmu
pengetahuan modern

4. Mencari cara-cara untuk melakukan
sintesa kreatif antara khazanah Islam
dengan khazanah ilmu pengetahuan
modern.

5. Mengarahkan pemikiran Islam ke
lintasan-lintasan yang mengarah
pada pemenuhan pola rancangan
Allah. (Achmad Sudrajat, 2009).

4.Saintifikasi Islam

Saintifikasi Islam adalah upaya
mencari dasar sains pada suatu
pernyataan yang dianggap benar dalam
Islam.  Pernyataan yang “taken for
granted” sebagai kebenaran dalam Islam
tentu saja adalah yang bersumber dari
Qur’an dan Hadist, baik mengenai suatu
hal yang harus dipercaya atau suatu amal
yang harus dilakukan.

Hal-hal yang harus dipercaya
masuk dalam kategori aqidah. Apabila
sumbernya adalah Quran atau Hadits
mutawatir, kemudian dalalahnya tidak
multi tafsir, maka ia masuk dalam dalil
Qath’i, yang wajib dibenarkan secara
pasti, misalnya adalah:  pernyataan
bahwa sebelum Nabi Muhammad, Allah
mengutusbanyaknabi diberbagai tempat,
masa, dan dengan berbagai mukjizatnya.
Misalnya Nabi Adam sebagai manusia
pertama, Nabi Nuh disuruh membuat
perahu, Nabi Musa pernah membelah
laut merah, Nabi Sulaiman pernah
berbicara dengan binatang, Nabi Isa
pernah menghidupkan orang mati, dsb.

Pernyataan di atas adalah hal-hal
yang ada di luar dunia empiris, sehingga
nilai kebenarannya sangat tergantung
pada sejauh mana penerimaan seseorang
pada dalil Qath’'i yang menjadi
sumbernya.
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Berdasarkan dalil Qath’i tersebut
maka dikembangkan penelitian yang
berbasis pada saintifikasi Islam, misalnya:
mencari bekas 12 mata air Nabi Musa,
mencari fosil hewan yang pernah
berbicara dengan Nabi Sulaiman, mencari
gua Ashabul Kahfi dan mempelajari efek
terowong waktu, mencari fosil mayat
yang konon pernah dihidupkan Nabi
Isa, mencari bekas bulan yang terbelah
di masa Nabi Muhammad, penelitian
manuskrip-manuskrip kuno yang diklaim
sebagai Kitab Nabi Musa, Daud, Isa, dan
sebagainya.

Hasil dan Pembahasan Penelitian
Gambaran umum Masjid Salman ITB

Masjid Salman ITB merupakan
pelopor konsep masjid dan dakwah
kampus di Indonesia. Berlokasi di salah
satu perguruan tinggi terbaik di negeri ini,
masjid Salman sudah banyak melahirkan
ilmuwan dan tokoh penting di tanah air.
Pendirian masjid Salman dirintis oleh
para mahasiswa pada sekitar tahun 1960
an. Proses pembangunannya dimulai
dengan terbentuknya kepanitian pada
19 April 1960. Setelah melalui berbagai

persiapan, para panitia menghadap
Presiden Soekarno. Dalam pertemuan
tersebut, Soekarno menandatangani

rancangan gambar masjid yang dibuat
oleh Ahmad Nu'man dan memberi nama
Salman.

Salah satu catatan sejarah yang
lahir di masjid ini adalah munculnya
model dakwah kampus yang kemudian
menginspirasi kegiatan dakwah di
berbagai kampus di Indonesia. Pada
tahun 1974, salah seorang perintis
aktifitas dakwah kampus, Bang Imad
menyelenggarakan arena Latihan
Mujahid Dakwah (LMD). Pada saat itu
sekitar 50 mahasiswa digembleng diruang
serba guna untuk menjadi kader dakwah
yang tangguh. LMD kemudian menjadi
api bangkitnya semangat keislaman di
kampus-kampus.

Sejak itu, Masjid Salman menjadi
sentrum pelatihan dakwah kampus di
mana para peserta dibekali pengetahuan
sains dan wawasan keislaman yang
kuat. Pada perkembangan berikutnya
para alumni LMD ini mulai meramaikan
kegiatan keislaman di kampus lain
yang ada di tanah air. Selanjutnya,
sebagai bagian dari strategi menjalankan
program dakwah Islam dan pelayanan
umat, maka dibentuk pula lembaga-
lembaga profesional beserta program-
program unggulannya berupa program
yang menyentuh langsung kegiatan
ibadah mahdhoh dan kegiatan sosial.
Di antaranya, Lembaga Pengembangan
Manajemen dan Ekonomi Syariah
(LPES) dengan pelatihan Ekonomi
Syariah, Lembaga Muslimah Salman
(LMS) dengan program Sekolah Pra
Nikah dan Parenting Class, dan Lembaga
Kaderisasi (LK) untuk membina kader
inti mahasiswa yang difasilitasi asrama
putra dan putri.

Program yang dijalankan Masjid
Salman tersebut mengacu pada visi-misi
Masjid Salman yaitu menjadi masjid
kampus yang mandiri sebagai wadah
pembinaan  insan,  pengembangan
masyarakat, dan pembangunan
peradaban yang Islami.

1. Fungsi Masjid Salman

Pada awal pendiriannya Masjid
Salman dibangun untuk mengakomodasi
kebutuhan mahasiswa dalam
melaksanakan shalat lima waktu terutama
pelaksanaan shalat jum’at dan kegiatan
keagamaan lainnya. Keinginan akan
adanya fasilitas masjid dilatarbelakangi
jarak antara kampus ITB dengan masjid
pada waktu itu terbilang jauh.

Fungsi dasar masjid sebagai tempat
ibadah ini yang juga dikembangkan
pertama kali di Masjid Salman. Namun
kemudian  fungsi Masjid  Salman
berkembang seiring dengan kreatifitas
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dan kebuthan dari jamaah yang
menggunakannya. Seiring bergulirnya
waktu, Salman ITB berkembang menjadi
organisasi dengan sistem manajemen
yang tertata. Bahkan, bisa dibilang,
hadirnya Salman ITB ini menjadi contoh
dari perwujudan salah satu darma
dalam Tridarma Perguruan Tinggi,
yakni pengabdian masyarakat. Melalui
medium dakwah, para aktifis Salman ITB
telah memainkan peran penting dalam
mengabdi kepada masyarakat.

Sebagai masjid kampus, Masjid
Salman memiliki karakter kuat dalam
pemberdayaan wawasan pengetahuan
(keilmuan) bagi jamaahnya yang sebagian
besar ~ mahasiswa. Pengembangan
keilmuawan ini menjadi ciri khas
yang membedakan fungsi masjid yang
dijalankan serta model pemberdayaan
yang dikembangkan oleh pengelola
Masjid Salman.

Secara garis besar fungsi-fungsi
yang ada di Masjid Salman dibagi
pada lima divisi program meliputi:
Bidang Kemahasiswaan dan Kaderisasi,
Bidang Dakwah, Bidang Pelayanan dan
Pemberdayaan, Bidang Pengkajian dan
Penerbitan, serta Lembaga Pengembangan
Pendidikan.

1.1. Fungsi Ibadah

Selain fungsi utama sebagai tempat
sholat, Masjid Salman juga menjalankan
beberapa program keagamaan
dan dakwah sebagai implementasi
fungsi ibadah dari masjid itu sendiri.
Diantaranya;

Pertama, program dakwah yang
dikelola oleh Lembaga Pengembangan
Dakwah (LPD) Salman ITB. Lembaga ini
merupakan pusat pengembangan dakwah
yang bertanggung jawab memikirkan,
merancang, menyusun strategi, metode
dan sistem dakwah, serta melaksanakan
kegiatan dakwah menurut kaidah yang
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dicontohkan Rasulullah Muhammad
SAW, para sahabatnya dan tabiin.

Lembaga ini memiliki beberapa
program unggulan seperti Bidang Tamir
Masjid Salman dan Jaringan Dakwah
Kampus. Acaranya dibentuk seperti
Salman  Spiritual Weekend setiap hari
Sabtu. Acara ini rata-rata diikuti 200-
300 orang tiap pertemuan. Selain itu,
lembaga ini juga memberikan konsultasi
keagamaan setiap hari kerja dari Senin-
Jumat, termasuk pembinaan mualaf
secara gratis.

Kedua, Program Rumah Quran.
Program ini terbuka untuk umum,
namun segmentasi utama bagi kampus
dan dosen. Tahsin (perbaikan bacaan
Al-quran), baik yang reguler (setiap
hari) maupun pelatihan secara umum
dilaksanakan sepanjang semester
pertama 2009 dengan peserta berjumlah
149 orang. Tahfizh (menghafal Al-
quran) dilaksanakan sepanjang semester
pertama 2009 dengan peserta berjumlah
88 orang dan telah hafal 2 Juz dengan
fokus Juz 29-30. Kemudian ada program
Daurah Al-Quran yang telah berlangsung
sejak tahun 2007 dan pada 2009 akan
berlangsung di bulan Ramadhan.

Ketiga, Pengajian Wanita Salman
(PWS) merupakan salah satu unit yang
terdapat di Masjid Salman ITB. Lembaga
ini diharapkan dapat menjadi tempat
menimba ilmu dalam menciptakan
keluarga yang sakinah, penuh kasih
sayang dan rahmat Allah SWT. PWS
memiliki beberapa kegiatan seperti
pengajian ibu-ibu, ceramah umum,
silaturahmi aktifis, Kursus Kesejahteraan
Rohani (KKR), Kursus Kesejahteraan
Rohani Keluarga (KKRK), Kursus
Keluarga Sakinah (KKS), dan lain-lain.

Masjid Salman juga
menyelenggrakanpengajianmodelMajelis
Ta’lim. Majelis Ta’lim (Mata”) Salman
ITB adalah sebuah unit mahasiswa yang
berada di lingkungan Masjid Salman ITB.
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Mata’ didirikan pada tahun 19 November
1994. Mata’ bergerak dalam segmen
dakwah yang bertujuan sebagaimana
terlihat pada visi keorganisasian Mata’
yaitu “Terbentuknya pemahaman keislaman
yang shahih berlandaskan nilai-nilai  al-
Quran untuk mahasiswa khususnya dan umat
Islam umumnya. Sedangkan misi Mata’,
yaitu: (1) Meningkatkan kualitas program
kema’hadan dan kajian tsaqofah islamiyyah,
(2) Mengoptimalkan pembinaan anggota
sebagai bagian dari fungsi kaderisasi, dan (3)
Meningkatkan pelayanan terhadap jamaah.

Penyebaran fikroh Islam yang
dilakukan oleh Mata” bukan hanya
menyampaikan Islam saja, melainkan
berusaha menekankan pada pembinaan
dan nashrul fikrah dengan orientasi
pemahaman  dasar Islam  dalam
melaksanakan kegiatan dakwahnya.

Keempat, Kajian Tafsir Ilmiah.
Program ini pada awalnya dimulai
dengan membahas tafsir ilmiah dari surat-
surat yang ada dalam Juz Amma (Juz 30),
terutama ayat-ayat yang terkait dengan
fenomena alam. Pembahasan tentang
tafsir ini berlangsung dari awal Oktober
2010 dan selesai pada Desember 2011.
Setelah itu, Kajian Tafsir IImiah Salman
berlanjut dengan pembahasan tafsir yang
bersifat tematik, yang disesuaikan dengan
kesepakatan tema yang ingin diangkat
dalam setiap kajian yang akan diadakan.
Hingga Desember 2012, pembahasan
tafsir yang diangkat adalah penafsiran
hari kiamat dari berbagai perspektif.

Tujuan akhir dilakukannya
Kajian Tafsir Ilmiah Salman adalah
mempublikasikan kajian mereka kepada
khayalak umum agar mereka dapat
membaca dan mengetahui bagaimana
penafsiran tentang ayat-ayat keilmuan
menurut persfektif Masjid Salman ITB.
Produk yang dikeluarkan oleh kajian
ini ada yang berupa buletin Misykat
yang terbit setiap Jumat dan juga buku
yang rencananya akan terbit setelah
pembahasan tentang kumpulan suatu

tema selesai. Untuk saat ini, pengerjaan
buku kumpulan tafsir ilmiah juz 30
sedang dalam tahap pengerjaan.

Kontributor pada Kajian Tafsir
IImiah ini sendiri merupakan orang-orang
yang dapat mengaitkan ayat al-Quran
dengan sudut pandang disiplin ilmu
yang dimilikinya. Beberapa kontributor
yang pernah diundang di antaranya:
dosen-dosen ITB dari berbagai jurusan;
dosen-dosen universitas lainnya dan para
praktisi seperti dokter.

Kajian Tafsir [Imiah Salman bersifat
terbuka untuk umum dan berlangsung
setiap Senin pukul 09.30 di Front Office
Rumah Alumni Salman. Untuk tahun
2013, kajian perdana dimulai pada
tanggal 28 Januari 2013. Progam kajian
tersebut berawal dari keprihatinan
para aktifis Masjid Salman terhadap
adanya dikotomi antara agama dan sains
(ilmu pengetahuan) sebagaimana yang
berkembang di masyarakat Barat serta
fenomena di masyarakat yang hanya
menghubungkan Islam dengan masalah
ritual ibadah saja. Akibatnya persoalan
yang bersifat keilmuan dinomor-duakan,
bahkan ditiadakan. Konsekuensinya,
keduanya semakin terpisah menjadi
sekularisme, agama ya agama, sains ya
sains, sendiri-sendiri. Kekecewaan inilah
yang akhirnya membuat munculnya
kajian-kajian keilmuan tentang Islam
yang mengaitkan al-Quran dengan sains,
tidak terkecuali Kajian Tafsir Ilmiah di
Masjid Salman ITB.

Kajian Tafsir Ilmiah bermula dari
ketidakpuasan jamaah Masjid Salman
ITB, baik para dosen pengurus, pembina,
dan orang-orang terdekat lainnya,
terhadap tafsir yang beredar di khayalak
umum sekarang. Tafsir-tafsir dahulu,
menurut mereka, belumlah cukup untuk
menjelaskan  ilmu-ilmu  pengetahuan
yang semakin berkembang pada zaman
sekarang.
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Paradigma keilmuan seperti itulah
yang ingin diperdalam di Kajian Tafsir
IImiah Salman sebagai upaya meyakinkan
umat melalui fenomena-fenomena yang
telah dituliskan di al-Quran dengan
bahasan keilmuan.

1.2. Fungsi Sosial

Fungsi Sosial yang dilaksanakan
Masjid Salman didesain dalam format
pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Ada beberapa divisi yang secara khusus
menjalankan  fungsi  pemberdayaan
pendidikan atau keilmuan dan juga
pemberdayaan ekonomi.

Bidang = Kemahasiswaan  dan
Kaderisasi merupakan lembaga yang
berfungsi untuk  menyelenggarakan
proses kaderisasi terpusat di lingkungan
Masjid Salman ITB dalam upaya mencapai
tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun
waktu tertentu, serta menjamin perbaikan
secara berkelanjutan pelaksanaan dan
capaian program dan Kkegiatan yang
dilaksanakan guna mencapai visi dan
misi Masjid Salman.

Bidang Pengkajian dan Penerbitan
(BPP) YPM Salman ITB merupakan
peleburan dari 3 lembaga, yaitu Lembaga
Pengkajian  Islam  (LPI), Lembaga
Pengembangan Ekonomi Syariah (LPES),
dan Lembaga Penerbitan Salman (LPS).
Didirikan pada 2010 silam, bidang ini
mengkhususkan diri melakukan kajian
Islam kontemporer yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat saat ini. Beberapa
di antaranya adalah melakukan kajian
tafsir al-Quran, literasi, dan budaya.

BPP Salman ITB juga membawahi
Salman Media. Sub divisi ini bertanggung
jawab terhadap pengembangan berbagai
media di Salman ITB. Dua di antaranya
yang telah konsisten berjalan adalah
SalmanlTB.com, buletin Misykat, dan
buletin Salman News.
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Selain lembaga-lembaga di atas,
terdapat Karisma Learning Center atau
biasa disingkat KLC merupakan pusat
bimbingan belajar siswa SMP dan SMA
di Masjid Salman ITB dan berada di
bawah naungan Karisma ITB. Kisah awal
terbentuknya adalah pada tahun 2007-
2008. Karisma ITB sempat dibekukan,
sekretariat ~ Karisma  tidak  boleh
digunakan oleh para pembinanya dan
sekretariat pun pindah ke lapang rumput
menggunakan tenda dome sebagai atap.
Salah satu syarat agar Karisma kembali
memiliki sekretariat adalah dengan
merancang suatu produk yang sekiranya
dapat menambah jumlah adik yang
beraktifitas di Salman ITB. Ketika itu ada
beberapa produk yang ditawarkan dan
salah satunya adalah KLC.

Pertama kali dibuka, adik yang
mendaftar berjumlah sekitar 75 orang.
Semester berikutnya bertambah menjadi
150 orang. Pengajarnya pun pada saat itu
berasal dari mahasiswa ITB yang hanya
dibayar dengan makan siang di kantin
Salman ITB. Sejak awal terbentuknya,
KLC memiliki visi besar, yaitu agar adik
SMP dan SMA bersemangat melakukan
aktifitas di Salman. Selain visi besar, KLC
juga memiliki visi mulia yaitu agar siswa
dhuafa mendapat bimbingan belajar yang
layak dengan pengajar yang layak dan
non-biaya.

Sekarang, KLC memiliki anak didik
binaan berjumlah 200 orang yang terdiri
dari pelajar SMP dan SMA dari berbagai
sekolah di Bandung. Kegiatan belajar
diselenggarakan pukul 16.00-18.00 sejak
hari senin-kamis. Pengajarnya tidak
hanya berasal dari ITB saja, tetapi dari
universitas lain seperti UPI dan Unpad.
Pengajar yang sekarang mendapat honor
yang tidak hanya berupa makan siang di
kantin Salman ITB.

Program KLC terbagi menjadi dua.
Pertama, program adik yang terdiri dari
Bimbel Reguler dan Bimbel Privat. Kedua,
program pembina meliputi Pelatihan
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Tahsin, Pelatihan Tajwid, Setoran Hafalan,
dan Rapat rutin menggunakan Bahasa
Inggris. Selain program Bimbel, adik juga
diajak refreshing dalam acara Joka-Joka.
Joka-Joka ini dimaksukan agar adik tidak
jenuh belajar dan agar silaturahmi antar
adik-pembina-pengajar semakin erat.

Pemberdayaan Masyarakat

Masjid Salman ITB melaksanakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang secara khusus lama dikenal sebagai
sebuahmasjid yang “ramah”, yang dengan
senang hati ingin berdaya bagi siapa
pun. Kita mengenal program-program
seperti Kampoeng Bangkit, Gerakan Ayo
Sehat, dan masih banyak lagi. Dalam
program-program  tersebut terbersit
sebuah harapan bahwa Masjid Salman
dapat maju bersama-sama masyarakat.
Maka wajar jika warga yang tinggal atau
beraktifitas di sekitar seharusnya juga
“ikut terciprat” semangat ini.

Ganesha  Madani  merupakan
sebuah program di bawah divisi
Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat (BP2M) Salman ITB. Visi
dan misi program ini bisa dibilang
mirip dengan program Kampoeng
Bangkit, yang berada dalam divisi yang
sama. Kampoeng Bangkit bertujuan
untuk “membangkitkan” masyarakat
perkampungan, dengan sasaran utama
segi ekonomi, sedangkan Ganesha
Madani bertujuan untuk memandirikan
masyarakat di sekitar Salman ITB.

Ada 4 pilar utama yang menjadi
perhatian pokok yaitu Pilar Kesehatan,
Pilar Pendidikan, Pilar Lingkungan, dan
terakhir Pilar Ekonomi. Program dari
Pilar Kesehatan diberi nama Ganesha
Sehat. Dalam program ini ada Pelayanan

Kesehatan, Pendidikan Kesehatan,
Parenting Class, dan Pendampingan
Kebersihan PKL.

Menariknya, selain membangun
kesadaran  masyarakat dalam hal
memerhatikan kesehatan diri, keluarga
dan lingkungan, lewat Ganesha Sehat
masyarakat juga dapat mengetahui proses
pembuatan Kompos Organik. Kegiatan
ini dibungkus dalam bentuk penyuluhan
di Program Pendampingan Kebersihan
PKL. Secara garis besar peserta diajarkan
bagaimana memisahkan sampah organik
dan anorganik. Sampah anorganik
ini nantinya didaur ulang, sedangkan
sampah organik yang terkumpul diolah
kembali menjadi Kompos Organik.
Harapannya, kegiatan ini bisa bernilai
ekonomi bagi masyarakat.

Pada Pilar Pendidikan, ada program
Ganesha Mengkaji. Program ini bertujuan
untuk memberi bantuan tenaga pengajar
ke DKM-DKM di Lingkungan Ganesha,
baik tenaga pendidik agama maupun
umum. Ke depannya, tim Ganesha
mengkaji bercita-cita ingin mendirikan
perpustakaan kecil di masjid-masjid di 4
RW sekitar Ganesha.

Pada Bidang Lingkungan, Ganesha
Madani mempersembahkan program
Salman Hejo. Di dalamnya ada Program
Teknologi Lingkungan Tepat Guna.
Dalam program ini tim bersama-sama
masyarakat menjalankan kegiatan Riset
Persampahan Salman, Riset Ekonomis
Produk Pengelolaan Sampah, Instalasi
Daur Ulang Air Wudhu, Cikapundung
Bersih, dan Salman Goes to Green (Rumah
Kompos dan Rumah Hijau). Selain
itu, mereka juga aktif dalam Program
Kampanye Lingkungan.

Adapun Pilar Ekonomi
dinamai  Ganesha  Berkah
menggodok  perencanaan  Program
Pemodalan Bergilir PKL. Sehingga,
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu PKL selain
mendapat pengetahuan soal pengolahan
sampah organik menjadi kompos, juga
akan diberi modal secara bergilir pada
waktu-waktu yang ditentukan.

yang
sedang
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Selain program-program di atas,
Masjid ~ Salman memiliki Program
Pembinaan Anak-Anak Salman
(PAS) ITB. PAS dalah organisasi yang
mengkhususkan diri dibidang pembinaan
anak-anak. Perkembangan PAS dimulai
sejak masih berupa pengajian anak-anak
rutin di bulan Ramadhan sejak tahun
1982. Kemudian mulai diorganisasikan
secara teratur sebagai pengajian anak-
anak rutin mingguan pada tahun 1984
dengan nama Program Pembinaan Anak-
Anak Salman (P2A2S), dan berganti nama
menjadi Pembinaan Anak-anak Salman
(PAS) ITB pada tahun berikutnya.

Apabila  pada masa  awal
terbentuknya P2A2S jumlah adik binaan
sekitar 400 orang terdiri dari anak-
anak lingkungan Salman, pada masa
berikutnya, adik binaan PAS berkembang
hingga mencapai 800 orang pada tahun
1990-1991. Sejak awal terbentuknya,
PAS memiliki suatu ciri khas yang
tidak dijumpai pada model-model
pengajian anak-anak yang lain, yaitu pola
pembinaan dan kegiatannya.

Tujuan PAS adalah “Terbentuknya
generasi muslim yang diridloi Allah,
mempunyai keseimbangan dalam iman,
akal, dan rasa serta menjadi rahmat bagi
alam sekitarnya”.

Saat ini, PAS memiliki pembina
aktif sekitar 150 orang yang berasal dari
berbagai perguruan tinggi di Bandung
seperti ITB, Unpad, Unisba, IKIP, STBA,
IAIN dan sebagainya dengan adik binaan
sekitar 400 orang, mulai dari TK sampai
kelas 6 SD. Didasari oleh anggapan bahwa
pembina PAS memegang peranan sebagai
pembina adik, pengelola organisasi,
sekaligus pula intelektual muda muslim,
seluruh kegiatan pembina PAS selalu
diarahkan pada pengembangan sumber
daya manusia sejalan dengan kebutuhan
PAS dan para pembina itu sendiri.

Selain Program Pembinaan Anak-
Anak Salman (PAS) ITB, terdapat
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Program Forum Orang Tua Anggota
(FOTA) dengan jumlah orang tua sekitar
800 orang yang berasal dari 400 adik.
PAS memiliki potensi strategis dalam
membantu pengembangan masyarakat.
Saat ini bersama FOTA, PAS mengadakan
pertemuan rutin ahad pagi untuk para
orang tua yang mengantarkan putra-
putrinya. Pertemuan ini diisi dengan
kegiatan diskusi yang berisikan materi-
materi agama, kesehatan, psikologi
dan lain-lain. FOTA sebagai mitra kerja
PAS senantiasa memberikan masukan
bagi perbaikan pola pembinaan yang
dilakukan, sekaligus mendukung
penyediaan fasilitas.

2. Model Pemberdayaan Keilmuan
Masjid Salman: Analisis terhadap
Islamisasi Sains dan Saintifikasi
Doktrin Keagamaan

Model pemberdayaan dalam suatu
masjid berkaitan erat dengan lingkungan
di sekitar masjid. Masjid Salman sebagai
masjid kampus mengembangkan
berbagai bentuk program kegiatan untuk

memfungsikan dan  memakmurkan
masjid.  Dari  berbagai = program
sebagaimana diuraikan di atas, model
pemberdayaan yang dikembangkan

Masjid Salman memiliki ciri khas pada
penguatan keilmuan. Hal inii dikarenakan
sasaran dan pelaku pemberdayaan adalah
civitas akademika, insan kampus serta
masyarakat umum.

Dalam konteks pemberdayaan
di Masjid Salman bermuara pada dua
pilar utama, yaitu kampus ITB dan
Masjid Salman. Kampus ITB merupakan
representasi dari sains dan teknlogi.
Sementara pada sisi lain, Masjid
Salman menjadi manifestasi dari agama
Islam. Gabungan antara kedua pilar
pemberdayaan  tadi = memunculkan
sebuah model pemberdayaan gabungan
antara sains dan doktrin Islam. Cita-cita
ini juga yang menjadi latar belakang
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munculnya berbagai program yang
didesain oleh penglola masjid Salman.
Misalnya program Kajian Tafsir Ilmiah
yang berupaya memahami teks-teks ayat
al-Quran dalam perpektif sains ilmiah dan
teknologi, sebagimana telah diuraikan di
atas.

Upaya menyelaraskan dan
mempertemukan antara sains dan
doktrin Islam adalah sebuah bentuk
pemberdayaan bagi umat Islam. Upaya
ini dengan cara mengubah cara berpikir,
paradigm dan mindset masyarakat
yang sejauh ini banyak dipengaruhi
oleh gagasan sekularisme Barat berupa
pemisahan antara agama dan sains.

Gerakan  pemberdayaan  ilmu
dan teknologi dengan semangat agama
berada dalam gagasan besar Islamisasi
sains yang dilakukan di banyak negara
Islam di dunia. Masyarakat muslim,
terlebih di dunia ketiga, umumnya
tertinggal dalam penguasaan sains dan
teknologi. Ketertinggalan tersebut oleh
para pemikir muslim dianggap sebagai
penyebab ketertindasan dan keterjajahan
masyarakatnya. Oleh karena itu, pada
awalnya para pemikir muslim berkutat
dalam usaha mendorong penguasaan
sains dan teknologi oleh umat Islam.
Usahainiditempuh dengan menyodorkan
argumen-argumen keselarasan antara
sains dan teknologi dengan ajaran Islam.
Misalnya apa yang dilakukan oleh Ismail
Raji Al-Faruqi, Sayyed Hosein Nasr,
Naquib Al-Attas, dan Ziauddin Sardar.
Konsep mereka berbeda-beda, tetapi
pada intinya ingin memberikan gagasan
bahwa sains tidak bertolak belakang
dengan Islam.

Salah satu upaya Islamisasi sains
adalah melalui proses integrasi dengan
mengintegrasikan sains Barat dengan
ilmu-ilmu Islam sebagaimana yang
dikemukakan Ismail Al-Faruqi. (Ismail
Raji Al Faruqi, 1984).

Menurutnya, akar dari kemunduran
umat Islam di berbagai dimensi karena
dualisme sistem pendidikan. Di satu
sisi, sistem pendidikan Islam mengalami
penyempitan makna dalam berbagai
dimensi, sedangkandisisilain, pendidikan
sekular sangat mewarnai pemikiran kaum
muslimin. Mengatasi dualisme sistem
pendidikan ini merupakan tugas terbesar
kaum muslimin pada abad ke-15 H.

Al-Farugi menyimpulkan solusi
dualisme dalam pendidikan dengan
jalan Islamisasi ilmu sains. Sistem

pendidikan harus dibenahi dan dualisme
sistem pendidikan harus dihapuskan
dan disatukan dengan jiwa Islam yang
berfungsi sebagai bagian integral dari
paradigmanya. Al-Farugi menjelaskan
pengertian Islamisasi sains sebagai upaya
memberikan definisi baru, mengatur
data-data, memikirkan lagi jalan
pemikiran dan menghubungkan data-
data, mengevaluasi kembali kesimpulan-
kesimpulan, memproyeksikan kembali
tujuan-tujuan dan melakukan semua itu
sehinggadisiplin-disiplinitumemperkaya
wawasan Islam dan bermanfaat bagi cita-
cita Islam.

Pemikir muslim lain seperti Syed
Muhammad Naquib al-Attas menegaskan
bahwa konsep Islamisasi sains yang
paling mendasar dan menyentuh akar
permasalahan sains adalah Islamisasi
yang berlandaskan paradigma Islam.
Dalam pandangannya, tantangan terbesar
yang dihadapi kaum muslim adalah ilmu
pengetahuan modern yang tidak netral
telah merasuk ke dalam praduga-praduga
agama, budaya dan filosofis yang berasal
dari refleksi kesadaran dan pengalaman
manusia Barat. Oleh karena itu Islamisasi
sains dimulai dengan membongkar
sumber kerusakan ilmu dan ilmu-ilmu
modern harus diperiksa ulang dengan
teliti.

Dengan demikian Al-Attas
mengartikan Islamisasi sebagai,
”Pembebasan manusia dari tradisi magis,

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 | No. 1



48 | ANIK FARIDA

mitologis, animistis, kultur-nasional
(yang bertentangan dengan Islam) dan
dari belenggu faham sekuler terhadap
pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan
dari kontrol dorongan fisiknya yang
cenderung sekuler dan tidak adil
terhadap hakikat diri atau jiwanya.
Islamisasi adalah suatu proses menuju
bentuk asalnya.” (Islam dan Sekularisme,
2010).

Oleh karena dalam hal ini ada
dua cara metode Islamisasi yang saling
berhubungan dan sesuai urutan. Pertama
ialah melakukan proses pemisahan
elemen-elemen dan  konsep-konsep
kunci yang membentuk kebudayaan dan
peradaban Barat. Kedua, memasukkan
elemen-elemen Islam dan konsep-
konsep kunci ke dalam setiap cabang
ilmu pengetahuan masa kini yang
relevan. Dengan demikian, Islamisasi
sains akan membuat umat Islam
terbebaskan dari belenggu hal-hal yang
bertentangan dengan Islam. Tujuannya
adalah wujudnya keharmonisan dan
kedamaian dalam dirinya (fitrah).
Islamisasi melindungi umat Islam dari
sains yang menimbulkan kekeliruan dan
mengembangkan kepribadian muslim
yang sebenarnya.

Pemberdayaan keilmuan Masjid
Salman ITB merupakan sebuah upaya
melakukan advokasi pemikiran pada
masyarakat muslim dengan upaya
memahami pesan-pesan agama dengan
cara pandang ilmiah. Demikian juga
berbagai program di ITB dapat difahami
sebagai memberikan cara beragama yang
lebih ilmiah dan bukan hanya sekedar
ritual belaka. Dengan demikian cara
beragama umat menjadi lebih cerdas,
logis dan tidak hanya sekedar taklid
belaka.

Pola seperti ini dapat dilihat pada
adanya lembaga fatwa yang dimiliki
Masjid Salman. Hadirnya lembaga ini
adalah untuk memberikan alternatif
dalam menemukan argumentasi (dalil)
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dalam  memutuskan  hukum-hukum
agama. Misalnya dalam penentuan hisab
dan rukyah untuk menentukan awal
Ramadhan para ilmuwan astronomi ITB
memberikan penjelasan dalam perspektif
astronomi bukan hanya pendekatan
figh saja. Demikian pula pada kasus
penggunaan vaksin bagi jamaah haji
Indonesia, lembaga fatwa Masjid Salman
memiliki cara pandang dan pespektif
yang berbasis pada sains dan figh.

Oleh karena itu, wacana sains
Islam adalah wacana yang sangat
filosofis yang berakar dari pemikiran
mengenai hakikat ilmu di dalam Islam.
Maka ketika berbicara ilmu sains, maka
terkait dengan apa makna ilmu, tujuan
mencari ilmu, penggolongan ilmu,
makna kebenaran, tingkatan wujud
(realitas), saluran-saluran ilmu, makna
alam (yang satu akar kata dengan ilmu),

metodologi  penarikan  kesimpulan,
adab-adab menuntut ilmu, dan lain
sebagainya. Maka proses Islamisasi

ilmu alam (sains) tidak lain adalah
mengislamkan persoalan-persoalan di
atas dengan cara meletakkannya dalam
kerangka pandangan hidup Islam (Islamic
worldview).  Upaya-upaya mengarah
pada proses tersebut telah dan selalu
akan dilakukan oleh Masjid Salman
ITB. Karena, di dalam paradigma sains
modern, alam merupakan benda semata,
tidak punya makna ruhani, sehingga
nilainya sangat rendah. Alam baru
mempunyai nilai ketika ia bisa dikuasai
dan dimanfaatkan. Maka kata Bacon,
ilmu adalah kuasa (knowledge is power),
yaitu kuasa untuk menaklukkan dan
mengendalikan alam.

Sebaliknya, alam di dalam Islam
dikenal sebagai ayat Allah, suatu sebutan
yang juga disematkan kepada kalimat-
kalimat yang ada di dalam al-Quran.
Ayat tidak lain merupakan sebutan untuk
tanda dan istilah tanda adalah refleksi
dari keberadaan sesuatu yang lain.
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Cara pandang di atas memberi
konsekuensi lanjutan. Tidak seperti
yang terjadi di Barat, sains cenderung
mendorong orang untuk menjadi
agnostik, sekuler, dan atheis. Namun,
sains dalam Islam justru mendorong
manusia menjadi semakin relijius. Sebab
prinsip pertama dalam sains Islam
adalah pengakuan akan wujud Tuhan
lebih dahulu daripada wujud alam
dan manusia, beserta sifat-sifat yang
menyertai-Nya seperti Maha Esa, Maha
Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengatur,
Maha Mengetahui, Maha Pengasih,
Maha Mulia, dan sebagainya. Masjid
Salman senantiasa berupaya melahirkan
teknokrat yang tidak agnostik, sekuler
dan atheis, melainkan relijius.

3. Dampak Pemberdayaan Keilmuan
Umat

Peran Masjid Salman dalam
membina wawasan jamaahnya telah
melahirkan generasi aktifisme relijius.
(Nashir Budiman dan Ziauddin Sardar,
2013). Istilah ini menunjuk pada sosok
civitas akademika baik mahasiswa
maupun ilmuwan yang mengaplikasikan
disiplin ilmunya dengan landasan dan
semangat Islam. Dengan pendekatan
agama rekayasa sains tidak menjadi
teknologi yang eksploitatif dan merusak
alam.

Pada tataran yang lebih
fundamental, beberapa senior di Masjid
Salman dengan dimotori Prof.Drs.A
Sadali (Bapak Seni Rupa Islam modern),
Prof.Dr. Jusuf A Feisal (Guru Besar IKIP
Bandung, mantan Wakil Ketua MPR-
RI), Prof. Dr. AM Saefuddin (IPB), Prof.
Dr.Mochtar Na'im (Universitas Andalas),
dan lain-lain menggagas konsep Islam
dalam Disiplin IImu (IDI). Gagasan
dasarnya adalah menjelaskan kesesuaian
antara kebenaran ajaran Islam dengan
kebenaran yang ditemukan secara empiris
pada sains dan teknologi. Hasil kerja

kelompok ini telah didokumentasikan
ke dalam banyak buku. Penerbit Pustaka
yang merupakan afiliasi Salman juga
dikenal sebagai penerbit buku agama
Islam yang disegani.

Pendekatan sains dan agama
Islam yang dilakukan Masjid Salman
menjadi benang merah peran dan fungsi
masjid dalam pemberdayaan ilmu dan
teknologi bagi umat. Salman, sebagai
yang selama ini diimplementasikan pada
berbagai program masjidnya merupakan
pelopor interaksi pemikiran Islam
dengan teknologi. Dari rahim masjid
ini telah lahir sejumlah tokoh, ilmuan,
birokrat dan masyarakat umum yang
tidak hanya piawai dalam teknologi
tetapi juga memegang teguh nilai-nilai
Islam sebagai bagian integral dalam
pemanfaatannya. Cara pandang ini
tentu sangat berorientasi masa depan,
di mana perkembangan dunia ke depan
sepenuhnya akan diarahkan teknologi.

Pada posisi ini dapat dirumuskan
peran Salman, yakni mengembangkan
sains-teknologi-seni yang berwawasan
Islam yang merupakan pengejawantahan
pelaksanaan fungsi sebagai khalifah
Allah di bumi. Untuk itu mungkin perlu
dikembangkan  seperangkat metode
seperti figh peradaban dan sub-topik
figh teknologi. Secara universal pun
peran ini bukanlah paradoks, karena
sejak awal teknologi dikembangkan
untuk memelihara alam semesta dan
meningkatkan  kualitas ~ kehidupan
manusia serta kemanusiaan bukan pula
untuk merusak alam semesta.

Penutup

Penelitian ini menemukan varian
fungsi masjid yang ada di Masjid Salman,
yakni sebagai wadah pemberdayaan
keilmuan dengan cara mendekatkan
sains teknologi dengan doktrin Islam,
lebih fokus lagi pada saintifikasi ajaran
Islam dan Islamisasi sains dan teknologi.
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Hal ini dimungkinkan karena lingkungan
jamaah dan pengelolanya adalah civitas
akademika yang ada di ITB.

Setiap masjid memiliki

standar untuk mengukur efektivitas
pemberdayaan yang dikembangkannya.

pandang, worldview dan paradigma
sasaran penerima pemberdayaan. Pada
akhirnya pemberdayaan model ini akan
menghasilkan ilmuan dan teknokrat yang
tidak mengekploitasi alam seperti pada
sains dan teknologi yang sekuler, tetapi

mereka akan menjadi teknokrat yang
mempertimbangkan fungsi khalifah fil-
ardhi sebagai pemelihara alam semesta.

Pada Masjid Salman  ukurannya
adalah pada perubahan mindset, cara
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Abstract

The Al-Munawar Mosque Sarulla, established
in 1941, was in many ways no longer viable
as a district mosque. In 1998,the mosque
was ordered to be moved, a move that would
happen in 2010 to a waqf land on Lintas
Sumatra street in Nahornop Marsada village,
located in Pahae Jae district, North Tapanuli
regency in the province of North Sumatra.
While construction of the mosque’s foundation
began on 1 February 2013, the project was
soon stalled—challenged by the area’s Christian
majority through the Community Alliance for
Peace in Nahornop Marsada (AMNPK). Why
was the mosque rejected? How was the conflict
consequently resolved?

This study reveals that the Al-Muawar Mosque
Sarulla was moved due to legitimate needs, yet
was still rejected by the AMNPK. The excuse
given were technical, with the organization
questioning its appropriateness and feasibility.
However, the root of the problem was the
inability of the Christian community to co-
exist with a growing Muslim population. Efforts
to resolve the conflict was made by involved
parties, the population, and the regency and
national governments. The head of the North
Tapanuli Regency supported the construction
of the mosque, after the Easter and Christmas
celebrations in 2012. This support was given
after the Muspida and Muspika coordination
meeting. Nevertheless, the local government has
continued to be unable to resolve the conflict.
This article recommends that the resolution of
this problem requires that the Chief of Police
implement the regent’s orders immediately and
that the Office of Religious Affairs and the Local
Government should help get the permit for the
building of the mosque issued.

Keyword: Conflict, Communication, Regulation
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Abstrak

Masjid Al-Munawar Sarulla didirikan tahun
1941 sehingga dalam banyak hal tidak layak
lagi sebagai masjid kecamatan. Tahun 1998
digagas untuk dipindahkan, pada tahun 2010
direncanakan, dan mendapat tanah wakaf di
Jalan Lintas Sumatera Desa Nahornop Marsada,
Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli
Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan
fondasi masjid dimulai tanggal 1 Februari 2013.
Namun terhenti karena penolakan warga (umat
Kristen) melalui Aliansi Masyarakat Nahornop
Marsada Peduli Kedamaian (AMNPK). Mengapa
ditolak? Bagaimana komunikasi, dan mengatasi
konflik tersebut?

Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan
Masjid ~ Sarulla  dipindahkan  merupakan
kebutuhan nyata, tetapi mendapat penolakan
oleh  AMNPK. Alasan dapat dipenuhi, dan
sebagian sudah pada tataran teknis. Namun
ditolak dengan alasan lain “tidak patut atau
tidak layak”. Akar permasalahannya adalah
ketidaksiapan  hidup  berdampingan atas
perkembangan Islam dan kaum Muslimin secara
alami. Upaya penanganan telah dilakukan
oleh para pihak yang berkonflik, masyarakat,
pemerintah dan pemerintah Tapanuli Utara.
Bupati telah memberikan dukungan persetujuan
pembangunan masjid pasca paskah/natal tahun
2012 atas hasil rapat koordinasi Muspida dan
Muspika, tetapi jajaran Pemda belum mampu
menyelesaikannya  hampir empat tahun.
Mengatasi jalan buntu hingga saat ini, Kapolres
segera merealisasikan komitmennya, Kantor
Kementerian Agama dan Pemda memfasilitasi
terbitnya IMB  masjid, dan/atau Panitia
Pembangunan mengamankan kebijakan Bupati
dengan bantuan pengamanan aparat keamanan.

Kata Kunci: Konflik, Komunikasi, Regulasi
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Pendahuluan

Tapanuli Utara dikenal sebagai
daerah harmonis. Relasi antarumat
beragama rukun. Sistem kekerabatan dan
adat “dalihan natolu” sebagai kearifan
lokal menjadi perekat kebersamaan etnis
Batak (Wawancara dengan Burhanuddin
Panggabean, 09 Maret 2013, dan lihat
“Falsafah Orang Batak Toba dalam
Dalihan Natolu” ) sebagai perekat
kebersamaan etnis Batak. Sekalipun
pemeluk agama begitu majemuk di Pahae
Jae dengan komunitas Kristen yang besar,
serta daerah Tapanuli Utara menjadi
domisili Pimpinan Pusat Huria Kristen
Batak Protestan (HKBP) dunia, selama
ini suasana hidup cukup rukun dan
kondusif. (Wawancara dengan Ahmad
Sihombing, 08 Maret 2013).

Namun awal tahun 2013 tiba-
tiba muncul berita kasus penolakan
pemindahan lokasi Masjid Al Munawar
dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop
Marsada, Kecamatan Pahae Jae. Sejumlah
warga (Kristen) di bawah koordinasi
Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada
Peduli Kedamaian (AMNPK) tidak setuju
pendirian masjid tersebut. Beritanya
dimuat di koran nasional Republika, 5
Maret 2013, dan koran lokal Sumatera
Utara Sinar Baru Indonesia, 6 Maret 2013.
(Muhammad Hafil, dalam Republika,
05 Maret 2013: hal 12, dan wawancara
dengan Abdurrahman Munir, 07 Maret
2013). Silang pendapat dan perbedaan
sikap tersebut berpotensi, bahkan terjadi
konflik antarumat beragama - Kristen
dan Islam — Sebuah konflik berkelanjutan
yang menurut banyak  kalangan
merupakan kasus yang belum pernah
terjadi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut
menarik diungkapkan tentang
penanganan kasus pendirian dan
penolakan Masjid Al Munwar melalui
penelitian yang bersifat fact fanding
dengan dua pertanyaan utama, yaitu:
(1) Apa faktor pendirian dan penolakan

Masjid Al Munawar oleh masyarakat? (2)
Bagaimana penanganan kasus tersebut
oleh masyarakat dan pemerintah daerah?

Data dan informasi dihimpun
melalui studi kepustakaan, wawancara
dengan Nadzir masijid, piminan Aliansi
Masyarakat Nahornop Marsada Peduli
Kedamaian, Camat dan sekretaris
Kecamatan Pahae Jae, Kepala dan
Sekretaris Desa Nahornop Marsada, Natu-
tua, FKUB, Kepala Kantor Kemenag dan
jajarannya, Badan Kerjasama Antargererja
(BKAG), Pengurus Pusat HKBP, Natua-
tua, Wakif tanah masjid dan masyarakat
serta melakukan pengamatan (observasi)
lapangan.

Analisis data menggunakan tiga
alur kegiatan yang dilakukan secara
bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian
data dan verifikasi/penarikan kesimpulan
(Matthew B. Miles dan A. Michael
Huberman, 1992: 15-20). Selanjutnya
dirumuskan rekomendasi.

Kondisi Umum Lokasi

Nahornop Marsada merupakan
salah satu dari 12 desa/satu kelurahan
di Kecamatan Pahae Jae. Kecamatan ini
satu dari 15 kecamatan di Kabupaten
Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera
Utara. Desa ini berbatasan dengan Desa
Sarulla, ibukota Kecamatan Pahae Jae.
Jarak Nahornop dari Tarutung ibukota
Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 42 km,
dari Kota Medan 281 km, dan dari Kota
Medan ke Sarulla Pahae Jae lebih-kurang
323 km. Waktu tempuh dari Medan ke
lokasi dengan taksi sekitar 9 jam atau
dengan bus penumpang umum sekitar 11
jam. Dari Tarutung ke Pahae Jae jika naik
kendaraan pribadi sekitar 45 menit.

Penduduk Pahae Jae tahun 2012
berjumlah 10.552 jiwa. Semua etnis Batak
dan hanya satu-dua etnis Minang dan
Jawa. Sistem kekerabatan terlihat masih
kuat, kearifan lokal “dalihun natolu” masih
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hidup di masyarakat, dan peran natua-
tua/tokoh adat dan pemuka agama relatif
juga masih kuat. Faktor tersebut berperan
penting dalam harmonisasi kehidupan
sosial keagamaan, dan kerukunan dalam
relasi antarumat beragama. (Wawancara
dengan Pendeta Siahaan, 10 Maret 2013).
Pemeluk agama cukup majemuk terdiri
dari: Kristen 8.102 jiwa (76,78%), Islam
2.372 jiwa (22,47%), dan Katolik 78 jiwa
(0,78%). Tersedia42 rumahibadat, yaitu:35
gereja Kristen (83,33%), 6 masjid (14,28%),
dan sebuah gereja Katolik (2,38%). (Data
Seksi Urais dan Penyelenggaraan Haji
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tapanuli Utara, 10 Februari 2012).

Di lingkungan dan di tengah
masyarakat Desa Nahormnop telah
berdiri Masjid Al-Munawar di Desa
Sarulla sebelum Indonesia Merdeka,
tepatnya tahun 1941 yang kini berusia
72 tahun. Bangunan fisik masjid semi
permanen, luas bangunan 10 X10 m=
100 m di atas lahan 13x13 m = 169 m,
mampu menampung sekitar 150 jamaah.
Kondisi bangunan terbilang bangunan
tua, terletak di belakang Pasar Sarulla.
Sedangkan jalan menuju masjid berupa
gang yang lebarnya berukuran 1,5 s/d
2 m dan panjang kurang lebih 25 m s/d
30 m dari jalan lintas Sumatera. Kondisi
lingkungan masjid agak kumuh, karena
posisi dasar lantai di bawah permukaan
jalan dan selokan. (Kronologi Rencana
Pemindahan Masjid Al Munawar Sarulla
ke Desa Nahornop Marsada Kecamatan
Pahae jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
oleh BKM Al Munawar, 8 Maret 1013: 1).

Pendirian Masjid Al Munawar

Gagasan rehabilitasi Masjid Al
Munawar yang didirikan tahun 1941

muncul pada tahun 1998 dengan
penggagas antara lain H. Mawardi
Panggabean, Mandong (almarhum),

Maruli Gultom, Jaiman Harianja dan
Syarif Sianturi (almarhum). (Wawancara
dengan Pariang Harianja, 08 Maret 2013).
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Sebagaimana diketahui pada tahun
1998 krisis ekonomi melanda dunia
yang berdampak ke Indonesia. Hal ini
berdampak pada penundaan pemindahan
Masjid Al-Munawar hingga kondisi
perekonomian Indonesia kembali stabil.
Selama masa penundaan sekitar 12 tahun
pengurus Badan Kenadziran Masjid
(BKM) Al Munawar mengupayakan:

a. Lokasi calon lahan masjid tingkat
kecamatan yang dapat menampung
jamaah dari lima dusun sekitarnya.

b. Penyediaan kotak amal di rumah-
rumah warga Muslim untuk dana
pembangunan masjid.

c. Pada tahun 2010 mulai direncanakan
pemindahan Masjid Al Munawar
dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop
Marsada. Jarak lokasi dari masjid
asal sekitar 500 m, di desa lain.
Sedangkan lokasi masjid yang ada
akan difungsikan sebagai Taman
Pendidikan Al-Qur’an (TPA).
(Wawancara dengan Abdurrahman
Munir, Loc. Cit). Dengan demikian
kegiatan ini bukan merupakan
penambahan jumlah masjid baru
melainkan hanya pemindahan lokasi
Masjid Al-Munawar di Desa Sarulla
ke Desa Nahornop Marsada, dengan
pertimbangan:

(1) Keterbatasan
masjid.

daya tampung

(2) Konstruksi bangunan masjid
sudah tidak layak.

(3) Lingkungan tidak

kondusif.

masjid

(4) Besarnya dukungan pemindahan
lokasimasjid, terutama dukungan
dari Bupati Tapanuli Utara.

Keterbatasan daya tampung
Masjid Al-Munawar sangat dirasakan
terutama saat shalat idul fitri dan idul
adha, shalat tarawih bulan Ramadhan
dan kegiatan peringatan hari-hari besar
Islam lainnya. Diantaranya terpaksa
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mengurungkan niat shalat shalat idul fitri
dan idul adha, dan/atau tidak mengikuti
perayaan keagamaan di masjid. Hal ini
seiring pertumbuhan jumlah umat Islam
yang berlangsung secara alami.

Konstruksi bangunan Masjid Al-
Munawar yang didirikan tahun 1941
tergolong tua dan sudah berusia 72
tahun. Kondisinya tidak layak dan sangat
dikhawatirkan rubuh apalagi daerah
ini termasuk daerah rawan gempa. Di
samping itu jalan menuju masjid berupa
gang kecil yang tidak dapat dimasuki
kendaraan roda empat, sedangkan masjid
tersebut termasuk ke dalam kategori
masjid kecamatan.

Kondisi lingkungan masjid agak
kumuh, dengan posisi lantai di bawah
jalan dan selokan. Sebelah selatan
berbatasan dengan deretan ruko dan
Pasar Sarulla, sebelah utara merupakan
rumah dan kandang ternak bebek milik
J. Pasaribu (Kristen), sebelah timur
merupakan jalan gang buntu. Sedangkan
sebelah barat masjid terdapat sungai,
rumah dan kandang ternak babi milik
Elko Nainggolan (Kristen). Sewaktu-
waktu aroma dari kedua kandang
tersebut terbawa angin, dan tercium
hingga ke masjid. Atas dasar itu umat
Islam berupaya memindahkan lokasi
masjid ke tempat yang lebih layak, dan
terjangkau oleh umat Islam dari lima
dusun sekitarnya.

Selanjutnya pada bulan September
tahun 2010, Hajjah Berlian Siregar
melaksanakan niat suaminya, Tumpal
Harianja (almarhum) yang ingin kembali
dari Jakarta ke kampung halaman di
Pahae Jae untuk menjalani masa tua,
kemudian mendirikan masjid. Ibarat
“gayung bersambut”, beliau mewakafkan
tanah miliknya seluas 804 m ( 24 x 35 m)
untuk dijadikan lokasi pendirian Masjid
Al-Munawar yang terletak di pinggir
Jalan Raya Lintas Sumatera.

Lokasi bakal masjid ini cukup jauh
dari rumah tinggal masyarakat. Namun

di area bagian belakang yang berjarak
30 m berdiri dua gereja, yaitu Gereja
Huria Batak Kristen Protestan (HKBP)
dan Gereja Masih Advent Hari Ke Tujuh
(GMAHK).

Pada hari Rabu 24 Nopember
2010, dilaksanakan rencana serah terima
tanah wakaf, dan sekaligus peletakan
batu pertama pendirian Masjid Al
Munawar. Namun tiba-tiba terjadi
penolakan oleh kelompok masyarakat
yang mengatasnamakan warga Dusun
Aek Bulu dan Dusun Siria-ria. (Surata
atas nama masyarakat Dusun Aek Bulu
dan Dusun Siria-ria yang ditujukan
kepada Bupati Tapanuli Utara, Tanggal
22 Nopember 2010).

Dengan memperhatikan kondisi
tersebut, BKM Al-Munawar mengambil
kebijakan, yaitu tetap melangsungkan
acaraserah terimatanah wakaf, sedangkan
acara peletakan batu pertama dibatalkan
atau ditunda. Mereka yang tidak setuju
bersama Ottonier Simanjuntak, seorang
anggota DPR-D Tapanuli Utara dari PDIP.
(Ibid) mendatangi dan menyerahkan
surat penolakan ke Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka pemindahan lokasi
masjid, selanjutnya memohon pandangan
para natua-tua adat lalu atas sarannya
dipindahkan ke lokasi baru di sebelah
barat lokasi pertama dengan jarak dari
gereja sekitar 150 hingga 200 m, dan
berada di area persawahan. Lokasi kedua
seluas 2.480 M2 juga wakaf Hj. Berlian
Siregar, isteri almarhum Tumpal Harianja.
Tanah ini merupakan tukar guling dari
lokasi pertama yang luasnya 804 m.

Pada tanggal 14 Desember 2012,
BKM Al Munawar akan melaksanakan
pembersihan lokasi masjid yang kedua,
tatapi ditunda atas imbauan Ketua
DPRD (Fernando Simanjuntak) melalui
handphone kepada Romwlt Gultom.
Pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan
pertemuan unsur Muspida dan Muspika
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
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Atas himbauannya, rencana kegiatan
gotong royong pembersihan lokasi juga
ditunda ketiga kalinya. Akhirnya, BKM/
Jamaah Masjid se Pahae Jae dengan
memohon bantuan pengamanan gotong
royong massal melakukan perataan tanah
lokasi pertapakan Masjid Al-Munawar
Sarulla di Desa Nahornop Marsada pada
hari Jum’at 25 Januari 2013. Kegiatan ini
diikuti 166 orang, dan berlangsung lancar
serta aman.

Pada tanggal 30 Januari 2013
ditindaklanjuti permohonan bantuan
pengamanan gotong royong lanjutan
yang dilaksanakan tanggal 25 Januari
2013 untuk perataan tanah pertapakan
Masjid Raya Al-Munawar, dengan
menggunakan alat berat (excavator)
tetapi pelaksanaannya pada hari Jumat,
1 Februari 2013. Pengerukan tanah dan
pemasangan tiang besi cakar ayam
dilakukan hingga tanggal 6 Maret 2013.
Penentuan arah kiblat yang dilakukan
pada hari Jumat, 8 Februari 2013
serta dihadiri oleh perwakilan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli
Utara tersebut berlangsung lancar dan
aman.

Namun sejak hari Rabu tanggal
6 Maret 2013 pembangunan masjid
dihentikan sementara oleh BKM Masjid
Al-Munawar atas saran tim peninjau atas
nama pemerintah Kabupaten Tapanuli
Utara yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Rudi Sitorus berasama
Kepala Kantor Kesbang dan Linmas,
Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat
Pahae Jae. Selain itu juga karena akan
dilangsungkan pemilihan kepala daerah
(Gubernur/Wakil Gubernur) Sumatera
Utara hari Kamis 7 Maret 2013.

Pada  saat  kunjungan  tim
tersebut Kepala Satpol PP, Rudi Sitorus
menyatakan bahwa pemerintah akan
mencari solusi atas ketidaksetujuan
sementara masyarakat (umat Kristen)
secepatnya, 1 Minggu, 2 Minggu, dan
tidak lewat dari bulan Maret 2013 ini.
Atas janji tersebut, BKM dan panitia
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pembangunan masjid serta umat Islam
sepakat untuk melakukan penghentian
sementara pembangunan masjid hingga
akhir bulan Maret 2013.

Kemudian, pada tanggal 08 Maret
2013, BKM Al-Munawar mengirim
surat kepada Bupati, Kepala Kantor
Kementerian Agama dan Ketua FKUB
yang berisi antara lain:

(1) Memberikan penghargaan kepada
Bupati atas dukungan dimulainya
pembangunan Masjid Al Munawar.

(2) Memenuhi imbauan lisan Kepala
Satpol PP Dbersama tim untuk
melakukan penghentian sementara
pembangunan masjid.

(3) Memohon
pernyataan.

penyelesaian  sesuai

(4) Mengharap imbauan lisan tersebut
agar dibuat tersurat.

(5) Memohon kepada Bupati untuk
berkenan menerbitkan Izin
Mendirikan Bangunan Masjid Al-
Munawar.

(6) Pemberitahuan bahwa pembangunan
masjid segera dimulai pada awal
April 2013, untuk menghindari
kerugian akibat kontrak kerja/upah
tukang, dan kemungkinan kerusakan
bahan material lainnya.

Untuk menyukseskan pem-
bangunan Masjid, BKM Al Munawar
membentuk sebuah kepanitiaan melalui
surat tertanggal 16 Februari 2013,
berjumlah 61 orang, dengan pengurus
inti: Pariang Harianja (Ketua), Muara
Roy Siregar (Ketua I), Rahmatullah
Simanjuntak (Ketua 1II), Mahdonel
Simanungkalit (Sekretaris Umum), Kamat
Sitompul (Sekertaris I), Hanafi Sihotang
(Sekretris II), Riskon Sianturi (Bendahara
umum), Jaiman Sitompul, S.Pd (Bendara
I), dan Basaruddin Nainggolan (Bedahara
II). Panitia inti dibantu oleh Seksi
(Peralatan, Humas, dan Dana), serta 16
koordinator daerah.
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Dengan  alasan  tidak  ada
perkembangan  penyelesaian  kasus
masjid, dan dana sumbangan masyarakat
tidak digunakan sesuai amanah yang
dapat berakibat dosa dan material
yang tersedia menjadi rusak, maka
setelah terhenti sejak akhir Maret 2013
dilanjutkan pemasangan tiang pancang
dan fondasi masjid. Namun pada tanggal
27 Juni 2013, masyarakat membuat surat
somasi kepada Bupati yang meminta agar
kegiatan pembangunan majid dihentikan
dengan batas waktu 7 x 24 jam. Jika tidak,
maka masyarakat akan turun tangan.

Karena tidak ada respon dari
Bupati, masyarakat sekitar 100 orang
melakukan demo penolakan di lokasi
masjid. Namun setelah diadakan
pertemuan yang dipimpin oleh Kapolres
(Ferdi Kalele, SH, S.IP, MH), pihak yang
menolak melalui juru bicaranya Daulat
Sianturi menyatakan tetap tidak setuju
pendirian masjid dengan alasan “tidak
layak dan tidak patut”. Pertemuan pun
ditutup oleh Camat. Dengan catatan
Kapolres akan membentuk tim. Sejak
tanggal 5 Juli 2013, pembangunan masjid
ditunda kesekian kalinya dan hingga saat
ini masih menunggu penanganan oleh
tim yang akan dibentuk tersebut.

Berdasarkan informasi mutakhir
dari Manager Nasution (Ketua Komisi
Kerukunan Antar Agama Majelis Ulama
Indonesia  kebetulan juga anggota
Komnas HAM memantau kasus tersebut
ke lapangan. Hasil koordinasi dengan
para pihak di Kabupaten Tapanuli Utara
diperoleh kesepakatan akan segera
diproses penyelesaian kasus tersebut
pasca natal tahun 2013. (Wawancara
dengan Manager Nasution di Hotel
Akmani Jakarta, 28 Desember 2013).

Penolakan  Pendirian  Masjid Al
Munawar
Setelah terbetiknya rencana

pemindahan dan pendirian Masjid Al

Munawar dari Desa Sarulla ke Desa
Nahondop Marsada, muncul penolakan
dari warga yang beragama Kristen
melalui surat kepada Bupati yang ditanda
tangani oleh 117 warga tertanggal 22
Nopember 2010. Meraka adalah warga
Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria
yang menyatakan keluh kesah/rasa tidak
setuju dengan rencana pembangunan
Masjid di wilayahnya, di persimpangan
Jalan Huta Gultom (selanjutnya disebut
lokasi ke-1) dengan alasan:

(1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria
Desa Nahornop Marsada terdiri dari
86 KK yang beragama Kristen, dan 6
KK yang beragama Islam.

(2) Dekat lokasi tanah masjid terdapat
2 unit Gereja,yaitu Gereja HKBP
Nahornop Marsada dan Gereja
Advent (GMAHK) dengan jarak
lebih kurang 50 m.

Selanjutnya  masyarakat  Desa
Nahornop Marsada melalui koordinasi
Aliansi  Masyarakat Nahornop Marsada
Peduli Kedamaian pada tanggal 4 Maret
2013 berunjuk rasa ke Kantor Bupati
Tapanuli Utara menyampaikan tuntutan
melalui lisan dan tulisan, antara lain:

(I) Masyarakat (baca: umat Kristen)
Desa Nahornop Marsada tidak setuju
terhadap pembangunan masjid Al-
Munawar),

(2) Keputusan rapat unsur pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara dan
Kecamatan Pahae Jae, tanggal 18
Desember 2012, yang menyatakan

bahwa masyarakat dan tokoh
masyarakat menyetujui pendirian
pendirian  Masjid  Al-Munawar
tersebut dinyatakan kebohongan.

Alasannya, kelompok yang menolak
pembangunan masjid tidak hadir
pada rapat tersebut dikarenakan hari
pekan, dan undangan baru diterima
pada tanggal 17 Desember 2012,
pukul 22.00.
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(3) “Apabila tuntutan kami ini tidak
dilaksanakan dalam tempo 7 x 24 jam
kami berjanji akan datang dengan
massa yang lebih banyak lagi”. (Surat
Ramdju Gultom, Penanggungjawab
Aliansi ~ Masyarakat ~ Nahornop
Marsada Peduli Kedamaian, tanggal
04 Maret 2013, Point 8).

Dalam surat pernyataan aliansi
tertanggal 5 Februari 2013, tidak memuat
alasan penolakan pendirian masjid.
Melalui wawancara dengan Ramdju
Goltum selaku penanggung jawab dan
juga beberapa aktivis aliansi diperoleh
keterangan mengenai alasan penolakan
pendirian masjid yang mengedepankan
“masalah kelayakan atau kepatutan”.
Alasan tidak patut atau tidak layak
pembangunan masjid di lingkungan
sawah orang Kristen, dikhawatirkan
suatu saat jika berjualan daging babi di
sekitar masjid akan menyulitkan, dan
berarti mematikan usaha ekonomi orang
Kristen. (Wawancara dengan Hasmar
Sianturi, tanggal 08 dan 10 Maret 2013).

Upaya Penanganan
Penanganan oleh Masyarakat

Dasar penolakan pembangunan
Masjid Al-Munawar oleh sejumlah warga
didasari oleh empat alasan yaitu: (1) dekat
gereja, (2) mayoritas pemeluk Kristen, (3)
tidak menghormati tokoh masyarakat
dan adat, dan (4) secara lisan satu alasan
karena “tidak layak atau tidak patut”.
Alasan 1,2 dan 3 tersurat (dalam surat),
sedangkan alasan ke-4 dikemukakan
secara lisan pada saat wawancara.

Pertama, lokasi masjid dekat
dengan gereja, dari batas tanah lokasi
sekitar 50 m. Lokasi ini di sisi jalan
menuju Dusun Aek Bulu yang mayoritas
pemeluk Kristen. Apabila ke gereja
harus melalui jalan samping calon lokasi
masjid. Untuk tuntutan tersebut BKM
beredia memindahkannya, dan telah
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mengupayakan gantinya dengan lokasi
lain yangjaraknya sekitar 200 m dari lokasi
pertama. Para natua adat menyetujui
sehingga mendukung pendirian Masjid
Al-Munawar seperti ST Saur Harianja.

Kedua,  mayoritas  penduduk
Dusun Aek Bulu dan Dusus Siri-ria
pemeluk Kristen. Untuk ini pihak BKM
mengakuinya, tetapi bagaimana dengan
umat Kristen yang mendirikan gereja
di 20 dari 26 kabupaten/kota mayoritas
Muslim di Sumatera Utara. Umat Islam
yang menjadi jamaah masjid tersebut
berasal dari lima dusun sekitarnya.
Satu-satunya rumah yang menuju
gereja adalah rumah keluarga Muslim
(Harianja Sihombing). Pengguna Masjid
Al-Munawar yang telah memberikan
tandatangannya mencapai 117 orang di
Desa Nahornop Marsada. (Wawancara
dengan =~ Muhammad  Panggabean,
Sekretaris Badan Kenadziran Masjid Al
Munawar, Sarulla, 08 Maret 2013).

Ketiga, panitia pembangunan Masjid
Al-Munawar tidak menghargai Natua-
tua desa. Dalam hal ini ada benarnya
karena Natua-tua yang beragama Islam
tidak ada, dan dalam banyak soal sosial
kemasyarakatan, umat Islam mengacu
pada ajaran Islam. (Wawancara dengan
Ahmad Muhammad Sihombing, Loc.Cit).
Dalam hal adat tersebut, kalangan muslim
memakluminya, dan menugaskan 4 orang
untuk menyatakan permintaan maaf dan
melakukan pendekatan budaya/adat
kepada Natua-tua dan tokoh masyarakat
(Kristen). Mereka adalah Hasanuddin
Batubara (Kepala KUA), Hatorangan, Jhon
Fikjer dan Hanafi Sitohang, S.Ag. (Ibid.,
dan wawancara dengan Hasanuddin
Batubara, Kepala Kantor Uruan Agama
Kecamatan Pahae Jae, Sarulla, 08 Maret
2013).

Hasilnya Natua-tua, ST Saur
Harianja menerimanya, dan untuk
acara adat disepakati dengan para

tokoh lainnya, yaitu kalangan Islam
akan menyelenggarakan pesta acara
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adat dengan menyiapkan 1 atau 2 ekor
kerbau disembelih untuk acara tersebut.
Namun saat membicarakan teknis
pelaksanaannya tiba-tiba dihentikan oleh
pihak Kristiani, karena tetap tidak setuju
dengan pembangunan masjid.

Keempat, faktor “kepatutan atau
kelayakan”. Dalam hal ini yang ingin
dinyatakan bahwa pembangunan Masjid
Al-Munawar tidak patut dibangun di
lokasi lingkungan sawah orang Kristen
karena mematikan usaha ekonomi orang
Kristen, seperti tidak bisa beternak dan
menjual daging babi di sekitar masjid.
Untuk hal tersebut, kalangan muslim
menyatakan bahwa apabila itu pantas
dilakukan bisa saja asalkan jangan di
areal masjid, seperti halnya Masjid Al-
Munawar saat ini-pun sebelah utara
berbatasan dengan kandang bebek dan di
bagian barat (kiblat) terdapat ternak babi
milik pemeluk Kristen. Namun sejauh
ini umat Islam tidak melakukan protes
apa-pun. Apalagi lokasi masjid ini daerah
persawahan, hanya sebuah rumah di
sebelah barat lokasi masjid milik warga
yang beragama Kristen. (Wawancara
dengan Hj. Barlian Siregar, pewakaf
tahan untuk lokasi Masjid Al-Munawar,
isteri Tumpal Harianja, Sarlulla, 08 dan
11 Maret 2013).

Dengan perubahan lokasi calon
masjid  tersebut, Natua-tua  Desa
Nahornop Marsada (ST Saur Harianja,
agama Kristen, mantan kepala desa dua
periode, dan Maslan Gultom, agama
Kristen yang juga mantan kepala desa)
akhirnya setuju pembangunan masjid.
Untuk lebih menguatkan perlu diketahui
oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara. Karena itu Rumwelt
Gultom mengajak ST Saur Harianja
menemui Sekretaris Daerah di Tarutung,
dan di depan Sekda (M.P. Marpaung) ST
Saur Harianja menuliskan tanda tangan
persetujuannya. (Wawancara dengan
Ahmad M. Sihombing, Ketua Badan
Kenadziran Masjid Al-Munawar, dan
tokoh Muslim Sarulla, 08 Maret 2013).

Setelah setahun BKM Al-Munawar
menunggu jawaban dari Saur Harianja
tentang rencana pembangunan masjid,
maka pada bulan Juni 2012 atas saran
sementara warga masyarakat, ia bersama
Jaini Harianja menemui Saulus alias
Sampuraga Gultom di Kabanjahe yang
berasal Desa Nahornop Masarda. Saulus
menyatakan sangat setuju pembangunan
masjid, bahkan menyatakan akan ikut
gotong royong jika dipindahkan dari
lokasi pertama ke yang kedua. Saur
Harianja menyampaikan ke natua-tua
Maslan Gulom dan Maslan menyatakan
kesetujuannya. Keluarga Muslim di Desa
Nahornop Marsada mencapai 40 KK.

Akhirnya Saur Harianja
menghubungi Pengurus BKM Al-
Munawar, dan diadakan pertemuan

dengan pewakaf tanah (ST Saur Harianja
dan Junus Harianja (agama Kristen) adik
Tumpal Harianja (yang mewakafkan
tanah). Hasil pertemuan menyatakan
setuju pindah lokasi masjid, penurunan
plang yang bertuliskan tanah wakaf,
dan akan segera dilaksanakan peletakan
batu pertama sebagai tanda peresmian
dimulainya  pembangunan  masjid,
disertai acara adat seperti “ulos”
dan “ingot”, makan bersama dengan
menyembelih  kerbau, mengundang
pemerintah kabupaten, kecamatan dan
desa, serta tokoh adat, rohaniawan dari 4
(empat) kecamatan (Luat Pahae).

Bahkan Saur Harinaja bersedia
mencari dukungan masyarakat (Kristen)
untuk dukungan pendirian masjid
tersebut, dan telah ~mendapatkan
tandatangan persetujuan warga 10 orang.
(Wawancara dengan ST Saur Harianja, Loc
Cit). Sedangkan Natu-tua Maslan Gultom
berbalik menolak pembangunan masjid.

Pengurus BKM  Al-Munawar
kemudian menemui dan melakukan
pendekatan dengan natua-tua adat.
Natua-tua ST Saur Harianja (beragama
Kristen) menemui pewakaf tanah dan
pengurus masjid. Apabila dipindahkan ke
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arah selatan dari lokasi pertama seluruh
natua-tua akan menyetujui pendirian
masjid. Selain itu sepakat melaksanakan
upara adat untuk peletakkan batu
pertama. Namun tiba-tiba sekelompok
warga tidak setuju dengan melancarkan
provokasi, antara lain:

1. ST Saur Harianja menerima uang
sogok dari pengurus masjid.

2. Diancam rumahnya akan dibakar.

3. Dikucilkan dari pergaulan
masyarakat

4. Dikeluarkan dari kumunitas
masyarakat adat.
Semula Natua tua ST Saur

Harianja tidak setuju karena lokasinya
berdekatan dengan gereja, kemudian
setelah direncanakan pemindahannya
menyatakan setuju. Bahkan Natua tua
Maslan Gultom (juga beragama Kristen)
menyatakan  persetujuannya, tetapi
belakangan menyatakan kembali tidak
setuju.

Penanganan oleh Pemda

Sekretaris Daerah (Drs. H. P.
Marpaung) atas nama Bupati Tapanuli
Utara melalui surat tanggal 22 Nopember
2010 mengimbau penundaan acara
Serah Terima Wakaf dan Peletakan
Batu Pertama Pembangunan Masjid
Raya Sarulla sebelum ada kesepakatan
dengan masyarakat yang berkeberatan.
Akhirnya peresmian peletakan batu
pertama ditunda (penundaan ke satu),
sedangkan serah terima tanah wakaf tetap
dilangsungkan. Acara berlangsung aman
dan lancar.

Camat Pahae Jae (Elyanto Sitompul,
ST) mengundang rapat kepada pihak
yang berkeberatan dan pengurus BKM
Al-Munawar untuk mencari solusinya,
masing-masing 10 orang. Rapat tertanggal
14 Maret 2011 ini “tidak memperoleh
kesepakatan”.
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Kepala Desa (Ramona Siburian)
melalui surat No. 001/Pemdes/2008/
VII/2012 tanggal 24 Agustus 2012
meminta untuk dipertimbangkan atau-
pun menunda acara peletakan batu
pertama yang diinformasikan oleh Jasa
Sitompul (anggota DPRD Tapanuli Utara)
yang akan dilaksanakan pada hari Senin
27 Agustus 2012 . Akhirnya rencana
peresmian peletakan batu pertama
kembeali ditunda (penundaan kedua).

Pengurus FKUB (Pdt. S. Manogari
Silitonga, M. Th selaku ketua dan Pdt.
Macikal Manalu, S.PAK selaku sekretaris )
melaluisurat No.28/FKUB/X/2012 tanggal
08 Oktober 2012 menerangkan, “pada
dasarnya tidak berkeberatan berdirinya
Masjid Raya Al-Munawar di Dusun Aek
Bulu Desa Nahornop Marsada dengan
ketentuan telah mendapat pesetujuan
resmi tertulis dari masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli
Utara (Fernando Simanjuntak) melalui
handphone dengan Romwelt Gultom
tanggal 13 Desember 2012 minta ditunda
gotong royong massal pengurus dan
jamaah Masjid se-Pahae Jae. Gotong
royong yang seharusnya dilaksanakan
pada hari Jum’at 14 Desember 2012
ditunda, dan menunggu Tim khusus
Pemda yang akan berkunjung ke lapangan
(penundaan ketiga).

Pada tanggal 18 Desember 2012
diselenggarakan pertemuan Muspida dan
Muspika di Nahornop Marsada, tetapi
tidak dihadiri para pihak yang menolak
pendirian masjid dengan alasan hari
pekan dan undangan baru diterima pukul
17 Desember 2012 sekitar pukul 17.00
wib. Muspida ditambah dengan unsur
Pemda, DPRD, Kementerian Agama,
FKUB, BKAG, MUI hingga Muspika,
aparat desa dan masyarakat di Desa
Nahornop Masarda) pada rapat tanggal
18 Desember 2012 telah memutuskan
persetujuan pendirian Masjid Raya Al-
Munawar Sarulla yang akan dimulai
dimulai awal awal Januari Tahun 2013,
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dengan pertimbangan antara lain untuk
kenyamanan pelaksanaan paskah dan
natal 2012.

Bupati Tapanuli Utara (Torang
Lumbantobing) melalui Surat No:
451.2/0201/Kesra/2013, Tanggal 14 Januari
2013, perihal “Dukungan Pendirian
Masjid Raya Al-Munawar Sarulla”
menjawab surat BKM Masjid Raya Al
Munawar surat No: 018/BKM-ALM-P/
XII/2012, Tanggal 1 Desember 2012
menyatakan bahwa pada prinsipnya
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
mendukung  pelaksanaan  pendirian
Masjid Raya Al-Munawar Sarulla yang
dilaksanakan pada awal Januari 2013
dengan ketentuan mengurus Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), dan tetap
memperhatikan asas-asas kerukunan
umat beragama. Selain itu, apabila pada
saat pembangunan ditemui kendala/
masalah panitia pembangunan mencari
solusi dengan tetap berpedoman atas
saling menghormati/menghargai sesama
warga masyarakat.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja/Satpol PP (Rudi Sitorus)
bersama Kepala Kantor Kesbang dan
Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan
dan Camat pada tanggal 6 Maret 2013
atas nama pemerintah Kabupaten
Tapanuli Utara mengimbau secara lisan
penghentian sementara pembangunan
Masjid Al Munawar, disertai pernyataan
1 Minggu, 2 Minggu tidak lewat bulan
Maret ini tim akan turun ke lapangan
untuk  mencari  solusi  secepatnya
(penundaan keempat).

Atas imbauan tersebut BKM
Al Munawar/Panitia  menghentikan
sementera kegiatan pembangunan mulai
Rabu 6 Maret 2013, sekaligus dalam
rangka  pemilihan  Gubernur/Wakil
Gubernur yang akan dilaksanakan pada
hari Kamis 7 Maret 2013. Bahkan hasil
rapat BKM, Panitia Pembangunan dan
masyarakat Islam hari Jumat 8 Maret
2013, sepakat penghentian sementara

pembangunan Masjid hingga akhir bulan
Maret. (Wawancara dengan Ahmad M.
Sihombing, Ketua Badan Kenadziran
Masjid Al-Munawar, Sarulla, 08 Maret
2013).

Pada pertemuan unsur pemerintah
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan
Pahae Jae, FKUB, Badan Kerjasama
Antargereja (BKAG), perwakilan dari
Aliansi dan BKM/panitia Pembangungan
Masjid Al-Munawar tanggal 4 Juli
2013 di Pahae Jae, melalui juru bicara
pihak yang tidak setuju, menyatakan
bahwa masyarakat tetap tidak setuju
pembangunan masjid dengan alasan yang
sama dengan sebelumnya, yaitu “tidak
layak dan tidak patut”. Kapolres (Perdi
Kalele, SH, S.IP, MH) meminta waktu
penyelesaiaan kasus tersebut dengan
segera membentuk tim. Penundaan ini
berlangsung hingga saat ini (28 Desember
2013). (Wawancara dengan Abdurrahman
Munir, Kepala Sub bagian Tata Usaha
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tapanuli Utara, 28 Desember 2013).

Pada saat kunjungan pemantauan
ke lokasi, Maneger Nasution (Ketua
Komisi Kerukunan Antar Agama MUI
Pusat, diperoleh kesepakatan dari instansi
terkait, bahwa kasus ini akan diselesaikan
pasca paskah dan natalan 2013, dengan
urusan IMB ditangani oleh Pemerintah
Daerah. (Wawancara denga Manager
Nasution, Ketua Komisi Kerukunan
Antar Agama Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Pusat, di Jakarta, 28 Desember
2013).

Analisis

Dari temuan di lapangan 4 (empat)
alasan penolakan pemindahan/pendirian
masjid Al-Munawar terdapat tiga di
antaranya yang dapat dipenuhi dan
akan dipenuhi oleh Pengurus/Panitia
Pembangunan Masjid  Al-Munawar.
Ketiga hal tersebut vyaitu, pertama,
pemindahan lokasi dari lokasi pertama
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ke lokasi kedua dengan jarak sekitar
200 m dari gereja. Dengan demikian
pendirian masjid mendapat dukungan
dari para natua-tua adat yang semula
menolak. Daftar calon pengguna telah
membubuhkan tanda tangannya labih
dari yang disyaratkan dalam PBM Tahun
2006 sebanyak 90 orang karena mencapai
117 orang.

Hanya saja pada saat
mengumpulkan dukungan persetujuan
warga sebanyak 60 orang yang ditentukan
dalam PBM tahun 2006, Tetua adat (ST
Saur Harianja) yang beragama Kristen,
mantan kepala Desa Nahornop, yang
awalnya menolak kemudian setuju
pendirian masjid, bahkan beliau sendiri
yang akan mengupayakan tanda tangan
dukungan warga non-Muslim, ketika
baru memperoleh dukungan sebanyak
10 orang tiba-tiba muncul isu pengucilan
dari masyarakat adat disertai brosur
bernada ancaman pengucilan bagi warga
yang mendukung pendirian masjid.

Perlakuan tersebut diakui oleh
ST Saur Harianja telah menimpa diri
dan keluarganya, seperti disisihkan
dalam pergaulan sehari-hari, bahkan
tidak kondusif lagi di gereja. Kondisi ini
beliau selesaikan dengan menghentikan
upaya mengumpulkan dukungan, dan
terpaksa pindah gereja HKBP Desa
Nahornop Marsada ke Gereja HKBP
Sarulla. Perpindahan gereja disertai izin
dan tersurat disampaikan pada pagi hari
kepada Gereja HKBP Sarulla. Namun,
pada malam harinya seorang pendeta
bersama pengurus gereja mengembalikan
dan menolak surat permohonannya.
(Wawancara dengan ST Saur Harianja,
Loc.Cit).

Terhadap alasan ketiga di lapangan,
peneliti mengonfirmasi kesediaan umat
Islam untuk acara adat, dan dinyatakan
untuk kebaikan semua, umat Islam akan
menyiapkannya dan melaksakannya.
(Ibid., 10 Maret 2013). Namun dari
kalangan Aliansi Masyarakat Desa

HARMONI

Januari - April 2014

Nahornop Masrsada Peduli Kedamaian
(Kristen) tetap tidak setuju pendirian
masjid. (Wawancara dengan Ramdju
Gultom, Penanggungjawab  Alianasi
Masyarakat Nahornop Marsada
disaksikan oleh aktivis lainnya, Sarulla,
08 dan 10 Maret 2013).

Penyelesian pendekatan secara
adat juga telah dilakukan oleh tim yang
ditunjuk secara khusus. Kesepakatan
dicapai, tetapi acara seremonial adat
dengan penyembelihan 2 (dua) ekor
kerbau yang telah disepakati kedua belah
pihak dalam teknisnya ternyata pihak
yang menolak pendirian masjid secara
sepihak mengambil sikap diam.

Hanya satu syarat yang tidak
dipenuhi oleh BKM/Panita Pembangunan
Masjid, yaitu” kepatutan dan kelayakan”,
karena konsep ini selain tidak jelas
(abstrak) juga terkesan mengada-ada.
Dengan demikian nampaknya pengalihan
dari masalah komunikasi pada ketidak
sediaan pendirian masjid, dan sangat
dimungkinkan karena Kkhawatir atas
perkembangan umat Islam secara alami
dan di daerah kelahiran sendiri.

Penutup
Kesimpulan

Masjid Al-Munawar Sarulla yang
didirikan tahun 1941 secara umum
kondisinya tidak layak dikembangkan,
dan merupakan kebutuhan nyata untuk
dipindahkan lokasinya. Pemindahan
tersebut kemudian digagas tahun 1998,
direncanakan tahun 2010, dan mulai
dibangun pada tanggal 1 Februari 2013.
Dengan kata lain, bukan menambah
masjid baru, melainkan memindahkan
lokasi masjid dangan nama yang sama.

Alasan pemindahan tersebut yaitu
sebagai berikut: (1) daya tampung tidak
lagi memadai, (2) konstruksi bangunan
tahun 1941 tidak layak lagi untuk di
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daerah rawan gempa bumi, (3) kondisi
lingkungan kumuh dan terbatas, serta (4)
dukungan Bupati Tapanuli Utara yang
didasarkan pada aspirasi unsur Muspida,
Muspika, FKUB dan Natua-tua adat,
sekalipun ada yang mendukung dengan
syarat tertentu.

Alasan dominan ketidaksetujuan
warga masyarakat (komunitas Kristen)
terhadap pendirian Al-Munawar, yaitu: (1)
Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa
Nahornop Marsada mayoritas beragama
Kristen, (2) Telah terlebih dahulu berdiri
gereja (Gereja HKBP dan Gereja Advent
/GMAHK) dengan jarak sekitar 50 M,
(3) BKM/panitia Pembangunan Masjid
Al-Anwar dinilai kurang menghormati
tokoh masyarakat dan adat, Terakhir
muncul alasan (4) “ketidakpatutan atau
ketidaklayakan” masjid didirikan di
lingkungan komunitas Kristen.

Kempat alasan penolakan telah
dapatdipenuhioleh PanitiaPembangunan
Masjid Al-Munawar terkecuali
alasan yang muncul terakhir yaitu
“ketidakpatutan atau ketidaklayakan”
karena konsepnya abstrak dan bernuansa
mengandai-andai dan mengindikasikan
ketidaksukaan komunitas Kristen dengan
adanya pemindahan/pendirian masjid
serta perkembangan umat Islam yang
berlangsung secara alami.

Upaya penanganan kasus tersebut
telah dilakukan berbagai aktor, baik oleh
para pihak yang berkonflik, tokoh adat/
masyarakat, pemuka agama maupun
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Telah
terjadi empat kali penundaan peletakan
batu pembangunan masjid yang berakhir
dengan penundaan hingga penghentian
pembangunan masjid berkali-kali.

Upaya pemerintah Tapanuli Utara
melalui Bupati dan jajarannya untuk
melakukan penyelesaian kasus tersebut
belum terwujud hingga saat ini dan sudah
berjalan hampir empat tahun lamanya.

Namun demikian, sesungguhnya
Bupati telah memberikan dukungan
persetujuan pendirian/pembangunan
masjid ~Al-Munawar yang sempat
tertunda empat kali. Namun terdapat
titik peluang, Pemerintah Daerah segera
menyelesaikannya pasca Paskah/ Natalan

2013.

Rekomendasi

Berdasarkan  pembahasan dan
kesimpulan di atas, direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah (Bupati) bersama
Kantor Kementerian Agama dan
Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Tapanuli Utara
kiranya membentuk Tim Investigasi
yang independen pencari data atau
faktalapangan.Selanjutnyadilakukan
mediasi untuk mencari solusi dan
titik temu antara pihak BKM/Panitia
Pembangunan Masjid Al-Munawar
dan pihak yang tidak setuju/Aliansi
Masyarakat Desa Nahornop Marsada
Peduli Kedamaian.

2. Untuk mengamankan kebijakan
dukungan Bupati atas pendirian
Masjid ~Al-Munawar, hendaknya

seluruh sektor terkait bersikap tegas
dalam  mengimplementasikannya,
terutama oleh camat dan kepala
desa dengan pengawasan aparat
keamanan.

3. Dalam mengantisipasi munculnya
kasus seputar pendirian rumah
ibadat sejenis di masa mendatang,
hendaknya Kementerian Agama dan
jajarannya di daerah, Kementerian
Dalam Negeri, dan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara, pemerintah
kabupaten/kota serta FKUB
meninngkatkan  sosialisasi PBM
tahun 2006 sebagai instrumen hukum
yang berlaku dengan menambah
frekuensi dan intensitasnya melalui
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skala prioritas pada masyarakat di
Desa Nahornop Marsada, dan daerah
lain yang rawan potensi konflik
antarumat beragama.

Kantor Wilayah Kementerian
Provinsi Sumatera Utara hendaknya
memotivasi Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Tapanuli Utara
dan lainnya untuk mengkondisikan
pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) rumah ibadat
dengan bimbingan dan fasilitasi

sesuai PBM Tahun 2006, termasuk
IMB Masjid Al-Munawar.

Sesuai aturan PBM Tahun 2006,
maka sudah waktunya pemerintah
daerah mengambil sikap tegas dalam
mengamankan Keputusan Bupati
sendiri, dan/atau  memfasilitasi
terlaksananya pemindahan Masjid
Al-Munawar tersebut dalam
rangka mengamankan tanah wakaf
dan memelihara kerukunan alam
masyarakat.
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Abstract

Religious harmony is present in Ambarawa,
Semarang because it is supported by
traditional laws and societal culture.
Religious harmony is also supported by a
sense of togetherness, mutual respect and
high levels of tolerance. As a result, this
area has never experienced vandalism or
bloodshed due to religious disharmony.
These values can be seen in the celebration
of Eid (lebaran), the culture of sonjo, and
the ceremonies of Cheng Beng. Eid is
celebrated not only by Muslims but also
by Christians and Catholics as well. The
culture of Sonjo, a traditional prayer given
for the passing of Muslims, is also practiced
by Christians, Catholics, and Confucianists.
Similarly the Cheng Beng tradition of
Confucianism has become a culture of the
Chinese community as a whole, not just for
the Chinese who practice Confucianism.

Keyword : Religious harmony - lebaran -
sonjo - cheng beng

Pendahuluan

Pembangunan di bidang agama
pada hakikatnya bertujuan untuk
memajukan kualitas masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta

Abstrak

Kerukunan beragama di  Ambarawa,
Semarang dapat berjalan dengan baik,
karena didukung oleh adat dan budaya
masyarakat. Selain itu, hal ini didukung
oleh rasa guyub, rasa saling menghormati
dan toleransi yang tinggi, sehingga mampu
menciptakan kebersamaan yang harmonis.
Oleh karena itu, di daerah ini belum pernah
terjadi disharmoni antar umat beragama
yang menyebabkan  kerusakan  dan
pertumpahan darah. Nilai-nilai harmoni
yang terlihat dalam tradisi lebaran, budaya
sonjo, dan upacara Cheng Beng. Idul Fitri
sudah menjadi budaya yang dirayakan
tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh
Kristen / Katolik. Budaya Sonjo tidak hanya
ditemukan sebagai doa tradisional atas
kematian Muslim, tetapi juga ditemukan
bagi orang Kristen, Katolik, dan Konghucu.
Upacara Cheng Beng telah menjadi budaya
masyarakat Tionghoa, seperti tradisi
nyadran bagi orang Jawa. Oleh karena itu,
tradisi ini tidak hanya diikuti oleh Cina
Konghucu, tapi melibatkan masyarakat
Cina lainnya yaitu Kristen/Katolik, Buddha
dan Muslim.

Kata kunci : Kerukunan beragama —-
lebaran — sonjo — cheng beng

mampu  menciptakan  keselasaran,
keserasian dan keseimbangan, baik hidup
manusia sebagai pribadi maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat dan
alam lingkungan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, salah satu bentuk pembangunan
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agama adalah terciptanya kerukunan
hidup umat beragama yang lebih mantap
dan dinamis. Dengan semakin mantapnya
kerukunan dan  keserasian intern
umat beragama, antar umat beragama
dan antara umat beragama dengan
pemerintah, maka akan memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa serta
stabilitas nasional.

Kerukunan  merupakan  nilai
universal yang dapat ditemukan dalam
setiap ajaran agama maupun dalam
aktifitas sosialnya. Setiap agama pada
hakikatnya mengajarkan kepada
umatnya untuk saling mengasihi
sesamanya sehingga tercipta kerukunan
hidup umat beragama. Namun demikian,
agama seringkali difahami secara sempit
dan eksklusif sehingga mengakibatkan
terjadinya berbagai macam konflik
di masyarakat. Di samping itu, sikap
fanatisme yang berlebihan di kalangan
penganut agama yang masih sangat
dominan dapat mengakibatkan
disharmonisasi yang merugikan semua
pihak, termasuk  kelompok  umat
beragama (Tanja, M.Th., 1998: xx).

Berbagai kasus yang terjadi
akhir-akhir ~ini hampir semuanya
dilatarbelakangi oleh sentimen agama,
seperti: =~ menghina ajaran agama,
pembakaran dan atau perusakan rumah
ibadah, dan sebagainya. Berbagai upaya
telah dilakukan oleh pemerintah untuk
tetap terjalin hubungan yang harmonis
antar umat beragama. Hal ini terlihat
pada kegiatan pemerintah, antara lain:
musyawarah antar umat beragama,
musyawarah intern umat beragama, doa
bersama, dialog antar umat beragama,
dan terbitnya sejumlah peraturan yang
menyangkut aktifitas penyiaran agama,
seperti pendirian tempat ibadah, dan
pembentukan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) di berbagai daerah.
Dengan dilakukan berbagai kegiatan
ini, ketenteraman dan kedamaian dapat
dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
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Di Ambarawa, suasana
ketenteraman dan kedamaian terlihat
dalam bentuk hubungan kerjasama
antar umat beragama, baik dalam
kegiatan keagamaan maupun kegiatan
sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat
pada saat peringatan hari-hari besar
keagamaan, mereka saling mengundang
dan saling membantu; dalam kegiatan
pembangunan tempat ibadah, mereka
saling mengerahkan tenaga kerja, seperti
kerja bakti dalam pembangunan masjid;
ketika terjadi musibah kematian, maka
mereka saling membantu dan berdoa
bersama. Bahkan, banyak ditemukan
somah-somah yang penghuninya lebih dari
satu macam agama (multi agama).

Sehubungan dengan hal tersebut,
perlu dilakukan penelitian mengenai

nilai-nilai adat-istiadat dan budaya
masyarakat yang mendorong terjadinya
penguatan  kerukunan antar umat

beragama. Karena itu, fokus penelitian
ini adalah nilai-nilai kerukunan yang
terkandung dalam tradisi-tradisi yang
berkembang di masyarakat dan nilai-nilai
tersebut terefleksikan dalam berbagai
proses sosial di masyarakat Ambarawa,
Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa
Tengah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode
yang dipergunakan adalah metode
kualitatif, yakni metode penelitian untuk
menghasilkan data berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang yang
diamati (Moleong, J.,2000:4). Penelitian ini
menghasilkan data deskriptif, gambaran
sistematis, faktual dan akurat mengenai
fenomena yang diamati. Adapun sasaran
penelitian ini adalah kerukunan antar
umat beragama di Ambarawa, Kabupaten
Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Sedangkan teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan tiga
jenis, yakni: wawancara (interview), telaah
dokumen, dan pengamatan (observasi).
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Wawancara dipergunakan untuk
menggali data yang berkenaan dengan
kegiatan-kegiatan keagamaan, bentuk-
bentuk hubungan kerjasama, dan faktor-
faktor yang menimbulkan kerukunan
antar umat beragama. Wawancara
dilakukan dengan menggunakan interview
guide terhadap informan yang dipilih,
seperti: tokoh agama, tokoh masyarakat,
dan pejabat KUA dan FKUB. Pemilihan
terhadap informan tersebut dilakukan
secara secara purposif berdasarkan kriteria
tertentu yang diharapkan memiliki
informasi yang akurat (Endraswara, S.,
2006: 115).

Telaah dokumen dipergunakan
untuk mengetahui dan memahami
bahan-bahan atau dokumen-dokumen
yang dipakai sebagai pedoman/rujukan.
Telaah dokumen juga dilakukan untuk
memperoleh data tentang catatan-catatan
dan dokumentasi dari berbagai kegiatan
kerukunan antar umat beragama di
wilayah tersebut serta digunakan untuk
menelusuri data tertulis yang berkaitan
dengan profil daerah dan umat beragama
yang dikaji, serta aktifitas umat beragama
dalammenciptakankerukunanantarumat
beragama. Observasi dilakukan dengan
cara pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap fenomena-fenomena
yang diteliti untuk mendapatkan data
yang bisa diamati secara langsung.

Data-data yang telah
terkumpul, kemudian dianalisis
dengan menggunakan teori “agama”
dan “kerukunan umat beragama”,
sebagaimana dijelaskan dalam kerangka
teori. Hasil pengumpulan data tersebut
kemudian dipaparkan dengan teknik
deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu
alur kegiatan yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Reduksi data merupakan  proses
pemilihan, pemusatan perhatian, dan
pengabstraksian data awal dari lapangan.
Penyajian data merupakan kumpulan
informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan untuk menarik kesimpulan
dan mengambil tindakan kemudian
melakukan kesimpulan yang telah
diverifikasi selama kegiatan berlangsung
(Miles, Mattew, B., & Huberman M, 1990:
15).

Kerangka Teori

Agama, sebagaimana yang difahami
oleh para antropolog atau sosiolog,
didefinisikan sebagai sistem keyakinan
yang dianut dan tindakan-tindakan yang
diwujudkan oleh suatu kelompok atau
masyarakat dalam  menginterpretasi
dan memberi respon terhadap apa
yang dirasakan dan diyakini sebagai
yang gaib dan suci (Suparlan, 1988).
Hendropuspito (1984: 12), memberikan
definisi agama sebagai suatu jenis sistem
sosial yang dibuat oleh para penganutnya
yang berporos pada kekuatan-kekutan
non-empiris yang dipercayainya dapat
didayagunakan untuk mencapai
keselamatan bagi diri mereka dan
masyarakat luas pada umumnya.

Berdasarkan definisi ini, maka
agama memiliki peran yang fungsional
dalam kehidupan masyarakat, yakni
terbentuknya komunitas kognitif yang
diikat oleh keyakinan akan kebenaran
hakiki yang sama (Arifin, 2009: 43). Karena
itu, terbentuklah kelompok-kelompok
keagamaan atau komunitas-komunitas
agama yang berbeda-beda, sesuai
dengan landasan keyakinannya, seperti:
komunitas Islam, komunitas Kristen,
komunitas Katolik, komunitas Hinduy,
komunitas Buddha, dan komunitas
Khonghucu. Masing-masing kelompok
keagamaan ini mempunyai kegiatan yang
tidak hanya dalam aspek peribadatan
saja, melainkan juga dalam aspek sosial,
budaya, pendidikan, ekonomi dan politik.

Kelompok-kelompok keagamaan
ini saling berhubungan atau berinteraksi
antara yang satu dengan yang lain.
Hubungan interaksi yang dimaksud

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 | No. 1



68 SULAIMAN

adalah tindakan-tindakan timbak balik
yang dilakukan oleh dua pihak atau
lebih dan para pelaku menggunakan dan
mengaktifkan simbol-simbol yang dapat
memahami dan dipahami sesuai dengan
konteks hubungan yang berlangsung.
Walaupun seseorang memiliki identitas
yang banyak, dalam interaksi tidak semua
identitas itu dapat diaktifkan secara
bersama-sama.

Dalam hal ini, identitas yang
dimaksud adalah suatu ciri yang
menyeluruh dan menonjol yang muncul
dari seseorang ketika berinteraksi dan
digunakan agar berperan dalam interaksi
tersebut. Identitas pada umumnya
ditandai dan diperhatikan oleh orang
atau kelompok lain, sehingga orang
yang memiliki identitas akan membatasi
diri agar tidak berperilaku menyimpang
yang dapat merusak citra identitasnya.
Karena itu, Frederic Bath (1988: 19)
mengatakan bahwa apabila orang-orang
dengan budaya (agama) berinteraksi,
diharapkan perbedaan-perbedaan akan
berkurang, sebab interaksi memerlukan
dan membentuk kesatuan tanda dan nilai.

Hubungan semacam ini
merupakan suatu proses sosial yang di
dalamnya terdapat proses hubungan
antara individu dengan individuy,
antara individu dengan kelompok, dan
antara kelompok dengan kelompok
untuk mencapai tujuan tertentu. Proses
sosial ini merupakan aspek dinamis
dari kehidupan masyarakat yang dapat
terjadi dalam berbagai bentuk, antara
lain: kerjasama, persaingan, pertentangan
atau pertikaian dan akomodasi (Kimbal
Young, 1964: 190).

Dengan melihat agama sebagai satu
lembaga yang selalu fungsional dalam
kehidupan manusia, maka idealnya umat
beragama selalu hidup berdampingan,
rukun, dan damai, baik antara sesama
pemeluk agama maupun antar pemeluk
agama yang berbeda (Syahid, 2001: 88-89).
Kerukunan merupakan nilai universal

HARMONI | Januari - April 2014

yang dapat ditemukan dalam setiap
agama maupun dalam aktifitas sosialnya.
Setiap ajaran agama pada hakikatnya
mengajarkan umatnya untuk mawas
diri, mengenal dirinya terlebih dahulu,
dan mengenal musuh-musuh yang ada
dalam dirinya. Dengan senantiasa mawas
diri, umat beragama akan tetap menjaga
saling pengertian dengan umat lain,
dan menyadari diri sebagai bagian dari
bangsa Indonesia yang besar.

Dalam hal ini, konsep kerukunan
tidak mencakup keseluruhan dimensi-
dimensinya, melainkan hanya dimensi
kerjasama  saja.  Dalam  konteks
masyarakat beragama, integrasi sosial
dengan demikian mencakup segala
proses penyatuan kelompok beragama
dalam kapasitas sosialnya, (bukan
keyakinannya, atau madzhab sekalipun)
ke dalam kesatuan sosial lebih dari sikap
mengedepankan simbol atau identitas
golongan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana tersebut di atas, fokus
kajian dalam penelitian ini adalah nilai-
nilai adat istiadat dan budaya masyarakat
yang mendorong kerukunan antar umat
beragama. Secara umum, kerukunan
antar umat beragama di Ambarawa
tergolong baik, karena selama ini tidak
pernah terjadi konflik antar umat
beragama, khususnya antara umat Islam,
umat Kristen Protestan, umat Kristen
Katolik, dan umat Khonghucu.

1. Lebaran Bersama

Setiap tahun umat Islam senantiasa
merayakan hari raya Idul Fitri, yang di
daerah ini dikenal dengan “hari lebaran”.
Dalam perayaan hari lebaran ini, mereka
saling mengunjungi terhadap sesamanya
dengan tanpa membedakan jenis agama
apapun. Dalam kesempatan ini, mereka
saling memaafkan kesalahan antara satu
dengan yang lain. Bagi umat kristiani,
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mereka juga mengunjungi keluarga
muslim, terutama sanak kerabat, handai
tolan, dan para tetangga yang berdekatan,
karena terikat oleh adat istiadat yang
sudah berjalan secara turun temurun.

Jika terjadi perayaan hari lebaran,
maka umat Islam seringkali menerima
kunjungan dari umat kristiani. Demikian
juga sebaliknya, umat kristiani seringkali
menerima kunjungan dari umat Islam,
sehingga banyak umat kristiani (terutama
tokoh-tokohnya dan atau sesepuhnya)
yang menyediakan  hidangan  di
rumahnya. Lebih dari itu, umat Islam
seringkali  memberikan  “punjungan”
kepada para tetangga dan sanak
kerabatnya, meskipun mereka beragama
non-muslim. Hal ini sebagaimana dialami
oleh Yuli, sebagai berikut:

“Dia adalah seorang pedagang
serabi di Ngampin. Dia adalah
seorang muslim yang mempunyai
dua orang saudara yang beragama
Kristen =~ Protestan. = Meskipun
demikian, setiap lebaran dia
memberikan  makanan berupa
kupat dan lepet serta telur atau
opor kepada mereka” (Wawancara,

2012).
Perayaan lebaran semacam ini
nampaknya sudah menjadi budaya

masyarakat sebagai arena silaturahmi
untuk saling memaafkan atau ber halal
bi halal. Ajang silaturrahmi ini tidak
hanya dilakukan oleh masyarakat awam,
melainkan juga tokoh-tokoh agama,
seperti : Pdt. Natan Neil dari Gereja
Kristen Jawa dan Romo Ponco Santoso
dari Gereja Santo Yusuf. Keduanya
sangat aktif mengunjungi tokoh-tokoh
muslim, manakala terjadi perayaan
Idul Fitri. Karena itu, perayaan lebaran
Idul Fitri sudah menjadi adat budaya
masyarakat yang harus dipertahankan
demi terciptanya kerukunan antar
umat beragama. Adat budaya yang
dimaksudkan adalah sebagai perwujudan
budaya lokal yang memiliki makna luas

dan penafsiran yang berlainan, sehingga
ekspresi adat tidak sama dan bervariasi
di setiap komunitas kedaerahan di
Indonesia. Keanekaragaman adat ini
sebagai simbol perbedaan-perbedaan
kultural yang seringkali memberikan
pembenaran pada adat sebagai sumber
identitas khas mereka (Erni Budiwanti
(2000: 47).

Budaya lebaran ini tidak hanya
terlembagakan dalam kehidupan
individual, melainkan dalam kehidupan
sosial. Hal ini terlihat ketika terjadi
perayaan Idul Fitri, maka kegiatan halal
bi  halal senantiasa diselenggarakan
di berbagai tempat, baik di tingkat
RT maupun RW. Bahkan, sebagian
masyarakat menyelenggarakan budaya
lebaran ini secara langsung setelah sholat
Idul Fitri di beberapa masjid dan atau
madrasah, yang dikenal dengan selamatan
“riyaya”. Perlu diketahui bahwa riyaya
merupakan satu-satunya hari raya yang
sangat penting artinya bagi semua orang
Jawa, sehingga menjadi simbol utama
bagi budaya Jawa (Roberson, 1988: 240).
Karena itu, dalam selamatan ini, peserta
tidak hanya melibatkan umat Islam, akan
tetapi melibatkan seluruh umat lain,
seperti Kristen dan Katolik.

Selametan riyaya semacam ini dalam
masyarakat Jawa dapat dikatakan sebagai
simbol kebersamaan dan integrasi sosial.
Hal ini dapat dimengerti bahwa ketika
sholat dan khutbah Idul Fitri selesai,
masyarakat berkumpul di halaman
masjid, termasuk warga non-muslim
denganpenuhkesadarantanpaundangan.
Hal ini dimaksudkan untuk halal bi halal
bersama dan saling maaf memaafkan.
Ide semacam ini dimusyawarahkan
terlebih dahulu dalam forum rapat, baik
di tingkat RT ataupun di tingkat RW,
lalu dibuat program kerukunan umat
beragama. Kegiatan selamatan semacam
ini dalam pandangan Geertz merupakan
semacam wadah bersama masyarakat,
yang mempertemukan berbagai aspek
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kehidupan sosial dan pengalaman
perorangan, dengan suatu cara yang
memperkecil ketidakpastian, ketegangan,
dan konflik (Geertz, 1983: 13).

2. Budaya “Sonjo”.

Sesuatu hal yang dipandang
penting oleh masyarakat dalam merajut
kerukunan umat beragama, yakni adanya
saling pengertian atau toleransi yang
tinggi bagi sesama umat beragama. Hal
ini sebagaimana terlihat dalam budaya
“sonjo”, yakni budaya masyarakat untuk
silaturahmi ke tempat-tempat saudara-
saudaranya atau tetangga-tetangganya,
terutama yang sedang terkena musibah
kematian. Istilah ini sebenarnya tidak
ditemui dalam kamus Jawa, akan tetapi
banyak dikenal oleh masyarakat Jawa,
khususnya masyarakat Ambarawa. Istilah
ini sebagian masyarakat mengartikan
sebagai silaturrahmi atau anjangsana ke
tempat tetangga atau sanak saudaranya,
baik untuk kepentingan hajat keluarga
atau  kepentingan lain.  Sebagian
masyarakat mengartikan sebagai [lek-
lekan (berbicara santai dengan tidak tidur
hingga malam hari) di tempat tetangga
atau  saudara-saudaranya.  Sebagian
lain mengartikannya sebagai jagong,
memberikan sumbangan hajat keluarga
atau tetangga serta sanak kerabatnya,
seperti: sunatan atau pernikahan.

Di Ambarawa, budaya “sonjo”
tidak hanya diartikan sebagai jagong atau
lek-lekan di tempat tetangga atau sanak
kerabatnya, melainkan diartikan sebagai
tradisi untuk memberi penghormatan
atau mendoakan kepada jenazah/mayat
salah satu anggota keluarga yang telah
meninggal dunia. Hal ini dimaksudkan
agar arwah almarhum/almarhumah
mendapatkan ampunan dan tempat
yang layak di sisi-Nya. Hal ini terlihat
bahwa ketika ada tetangga yang sedang
menghadapi musibah kematian, maka
malam harinya diadakan doa bersama,
tanpa membedakan agama apapun.
Jika terjadi kematian pada keluarga
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muslim, maka diadakan doa tahlil yang
dipimpin oleh kyai atau tokoh agama
Islam, sedangkan umat lain hanya datang
berkumpul bersama dan berdoa menurut
keyakinannya, meskipun mereka tidak
membaca apa-apa, dan hanya diam serta
berdoa di hatinya.

Sebaliknya, jika orang yang
meninggal beragama non-muslim, maka
diadakan bestonan atau sembahyang arwah.
Jika orang yang meninggal beragama
Kristen Protestan, maka diadakan
bestonan yang dipimpin oleh pendeta atau
tokoh agama Kristen, sedangkan umat
Islam dan atau lainnya hanya diam dan
berdoa menurut keyakinan di hatinya.
Jika orang orang meninggal beragama
Katolik, maka diadakan sembahyang
arwah yang dipimpin oleh “Romo” atau
tokoh agama Katolik. Sedangkan umat
lainnya hanya diam dan berdoa menurut
keyakinan di hatinya. Kemudian jika
orang yang meninggal beragama Khong-

hucu, maka diadakan sembahyangan
leluhur yang dipimpin oleh “Hangsu” atau
tokoh agama Khonghucu.

Kegiatan doa bersama tersebut
senantiasa didukung oleh semua umat
beragama, yang didasarkan atas saling
tolong menolong dan atau saling
membantu antar sesama umat beragama.
Hal ini berarti bahwa semangat gotong
royong di daerah ini sangat tinggi,
yang tidak hanya terlihat dalam bentuk
pengerahan tenaga kerja, melainkan juga
terlihat dalam bentuk aktifitas tolong
menolong. Dalam bentuk yang pertama,
semangat gotong-royong terlihat dalam
bentuk sistem pengerahan tenaga kerja
tambahan tanpa bayaran dalam suatu
proyek yang bermanfaat untuk umum,
seperti  kerja bakti (Koentjaraningrat,
1974: 63).

Di daerah ini, sistem pengerahan
tenaga seperti ini terlihat dalam kerja
bakti pembangunan Masjid al-Ikhlas di
Kupang Pete. Ketika terjadi pembangunan
masjid, umat Kristiani membantu kerja
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bakti untuk melangsir pasir dari jalan
raya ke area masjid tersebut. Demikian
juga ketika terjadi pembangunan masjid
“Baiturrahim” di Moro Seneng, umat
Kristen juga ikut membantu dengan cara
kerja bakti, bukan membantu material,
seperti uang dan bahan-bahan bangunan.
Kegiatan kerja bakti ini dilakukan
dengan penuh kesadaran dan tidak
terpaksa sama sekali. Hal ini berbeda
dengan pembangunan Masjid al-Amin
di Dukuh Sumber, Kelurahan Panjang.
Ketika terjadi pembangunan Masjid
“al Amin”, masyarakat melaksanakan
gotong royong dengan penuh semangat,
terutama warga kaum Katolik. Bahkan
ada seorang mantan Ketua RW (Katolik)
yang bersedia membantu “kusen-kusen”
masjid seluruhnya.

Semangat gotong-royong tersebut
juga terlihat dalam pemberian bantuan
dalam upacara keagamaan, yakni
pemberian Jaburan (Jaburan merupakan
pemberian makanan kecil untuk umat
Islam yang sedang melakukan ibadah
puasa) di bulan Ramadhan. Ketika
datang bulan Ramadhan, maka ada
beberapa masjid yang menyelenggarakan
Jaburan, yang diadakan setelah sholat
tarawih ataupun menjelang buka puasa.
Dalam hal ini, ada sebagian warga non-
muslim (umat Kristen dan umat Katolik)
yang memberikan Jaburan itu, akan
tetapi dengan kesadaran sendiri tanpa
diminta oleh panitia masjid. Bahkan,
dulu pelaksanaan Jaburan dalam Bulan
Ramadhan pernah dikenakan (giliran)
terhadap semua masyarakat, termasuk
orang-orang Katolik.

Selain itu, semangat gotong royong
bisa terwujud dalam bentuk tolong
menolong, yang oleh Koentjaraningrat
(1974: 61) dibedakan menjadi dua
macam, yakni tolong menolong antar
tetangga/kerabat  yang  berdekatan
untuk menyelenggarakan pesta sunat,
perkawinan, atau lainnya, dan tolong
menolong  secara spontan, tanpa

permintaan dan tanpa pamrih untuk
membantu seorang yang mengalami
kematian atau bencana. Hal ini
terlihat ketika anggota masyarakat
menyelenggarakan acara sunatan dan
mantenan, mereka saling membantu
atau “rewang”, terutama tenaga kerja,
seperti: memasang tenda, memasak,
menerima tamu, juru ladi atau pelayan,
dan sebagainya. Begitu juga ketika
terdapat anggota masyarakat sedang
mengalami musibah kematian, mereka
saling membantu secara spontan dan
tanpa pamrih.

Biasanya, orang-orang  Jawa
terkenal dengan beragam tradisi untuk
menghormati ruh leluhur, seperti slametan
yang berkaitan dengan meninggalnya
seseorang. Slametan ini meliputi upacara
selamatan kematian yang diadakan
pada hari ketiga (slametan nelung dina),
hari ketujuh (slametan mitung dina),
hari keempat puluh (slametan matang
puluh), hari keseratus (slametan nyatus),
peringatan setahun dan dua tahun (mendak
sepisan dan mendak pindo), peringatan
hari keseribu (slametan nyewu). Upacara
selamatan ini merupakan cara bagi orang
Jawa menghormati orang yang telah mati
dan memberikan doa bagi yang telah
wafat agar tetap selamat di akhirat sana
(Ismawati, 2000: 7).

3. Tradisi Cheng Beng

Istilah “Cheng Beng” dalam dialek
Hokkian dapat diterjemahkan dengan
“jelas terang”. Dalam kontek Indonesia,
Cheng Beng ini dimaksudkan sebagai
upacara filik kubur bagi penganut agama
Khonghucu, yang kemudian menjadi
tradisi/budaya masyarakat Tionghoa.
Dengan Cheng Beng ini, masyarakat
Tionghoa dapat memanjatkan doa
sebagai bakti kepada leluhur atau orang
tua yang telah mendahuluinya.

Di Ambarawa, upacara Cheng Beng
pada tahun ini dilaksanakan pada tanggal
4 April 2010 yang diselenggarakan di
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“Ngebong”, sebuah tempat pembakaran
mayat di Ambarawa. Dalam upacara
ini terdapat serangkaian kegiatan yang
diprakarsai dan difasilitasi oleh Yayasan
Sosial Gotong Ambarawa. Pada pagi
harinya, kegiatan dimulai dengan
membersihkan makam-makam, terutama
makam yang tidak terawat. Menurut
Azali (2007: 62), hal ini menandakan
bahwa kuburan ini memiliki keturunan
yang masih hidup serta memeliharanya,
mendoakan sanak famili yang sudah
mendahului pergi ke alam baka.

Setelah itu, dilakukan sembahyang
atau ritual pada siang harinya, yakni
sekitar pukul 11-12. Dalam sembahyang
ini harus tersedia beberapa sarana,
antara lain: pisang, yang melambangkan
permohonan; moho, yang melambangkan
agar pemberian orang tua Kkita
berkembang menjadi lebih baik; wajik,
seperti tumpeng mengerucut yang
melambangkan simbol persatuan; mihu
atau kuro, yang melambangkan panjang
usia dan sehat; dan buah-buah lainnya,
seperti jeruk dan apel. Kedua jenis buah-
buahan ini melambangkan negara damai
(apel) dan menerima berkah (jeruk). Semua
bahan buah-buahan tersebut disajikan
hanya sebagai lambang semata, bukan
untuk persembahan arwahnya.

Pelaksana ritual pada wupacara
tersebut adalah sekelompok umat
Khonghucu (sekitar 20-30 orang) yang
di pimpin oleh “Hangsu” dari Klenteng
Solo. Mereka berdoa bersama agar arwah
leluhurnya mendapat tempat yang layak
sesuai dengan amal baktinya. Upacara
ini dapat melibatkan berbagai umat
beragama, yakni Buddha, Hindu, Kristen,
Katolik, Islam, dan Khonghucu. Hal
ini disebabkan oleh kenyataan bahwa
keluarga masyarakat Tionghoa yang
dimakamkan di Ngebong ini bisa jadi
sudah berpindah berbagai macam agama.
Sebagai contoh, Purnomo (Tionghoa)
yang tinggal di Ambarawa, meskipun
dia beragama Katolik, tetapi saudaranya

HARMONI | Januari - April 2014

yang tinggal di Cibinong, Bogor beragama
Islam. Karena itu, ketika ada Cheng Beng
di Ambarawa, maka ia akan datang ke
tempat upacara tersebut dan bagi yang
beragama selain Khonghucu, mereka
hanya menghormati saja dengan berdoa
menurut agama atau keyakinannya
masing-masing.

Dengan demikian, wupacara ini
melibatkan banyak umat beragama yang
beranekaragam, tetapi tidak pernah
terjadi sesuatu yang merugikan orang
lain. Meskipun dalam upacaraini terdapat
perebutan makanan seusai doa bersama,
akan tetapi hal ini hanya sebagai simbol
keyakinannya. Maksudnya, bahwa semua
hadirin yang berada di tempat ngebong ini
harus dapat merebut sesuatu (makanan)
apapun, karena ada kepercayaan bahwa
jika tidak dapat merebutnya, maka
mereka kurang beruntung sepanjang
tahun itu. Menurut Azali (2007:48), tujuan
perebuatan ini adalah membubarkan
secara halus berakhirnya Yi Lan Sen Sui
agar roh-roh yang berkumpul seharian ini
dapat kembali ke tempat asalnya dengan
tenang dan damai.

4. Somah Multi Agama

Di Kecamatan Ambarawa seringkali
terjadi perkawinan beda agama, terutama
di daerah Kelurahan Ngampin (seperti
di Lonjong. Moro Seneng, dan Garung)
dan Kelurahan Panjang (seperti di
Sumber dan Kaliputih). Di daerah ini
banyak ditemukan somah-somah yang
beranggotakan lebih dari satu macam
agama (multi agama), seperti Islam,
Kristen, dan Katolik. Meskipun demikian,
mereka bisa hidup bersama dengan rukun
dan damai.

Ada beberapa pemeluk agama
Kristen di Ngampin yang melaksanakan
kawin dengan pemeluk agama Islam.
Begitupun sebaliknya, ada beberapa
orang Islam yang menikah dengan
pemeluk agama Kisten. Mengenai
perkawinan semacam ini, sebenarnya
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muncul respon dari sebagian masyarakat
muslim, terutama keluarga dekat yang
kuat agamanya, agar tidak terjadi lagi
perkawinan beda agama. Namun,
sebagian masyarakat nampaknya masa
bodoh dengan kenyataan ini karena
rendahnya kadar pemahaman keagamaan
(Islam) di masyarakat. Karena itu,
muncul stereotype di masyarakat bahwa
“agama apa saja dianggap baik”. Bahkan,
sebagian masyarakat berpandangan
bahwa “agama sebagai ageman” atau
pakaian yang semuanya baik, tergantung
kesenanganya.

Pemahaman semacam ini dialami
oleh keluarga Timan dan Sukadi, di
dukuh Sumber Ambarawa. Keduanya
termasuk keluarga Katholik yang taat,
akan tetapi anak-anaknya masuk agama
Islam. Keluarga Timan memiliki dua
orang anak laki-laki yang menikah
dengan perempuan Islam, lalu keduanya
masuk beragama Islam. Demikian juga
keluarga Sukadi yang termasuk taat
beragama Katholik, akan tetapi kedua
anaknya juga masuk beragama Islam.
Meskipun demikian, mereka bisa hidup
dalam satu rumah tangga bersama
kedua orang tuanya. Kuncinya adalah
mereka saling menghormati dan saling
pengertian terhadap hak dan kewajiban
masing-masing umat beragama.

Di samping model keluarga multi
agama sebagaimana tersebut di atas,
juga terdapat model keluarga multi
agama yang terdiri atas suami isteri yang
berbeda agama. Model-model keluarga
multi agama seperti ini terlihat di daerah
Sumber dan Lonjong. Di daerah Lonjong,
sebagaimana yang dialami oleh keluarga
Endro dan Sukar. Endro beragama Islam,
namun isteri dan anak-anaknya beragama
Katolik. Sedangkan Sukar yang beragama
Islam, isteri dan semua anak-anaknya
beragama Katolik. Di daerah Sumber,
model seperti ini dialami pula oleh Hadi
yang isterinya beragama Katolik dan
isteri Wahyono beragama Islam. Kedua

pasangan suami isteri ini menikah di
KUA dengan cara Islam, akan tetapi
dalam perjalanannya kembali ke agama
asalnya, yakni Kristen.

Meski demikian, kedua pasangan
tersebut tidak mempermasalahkan agama
mereka. Bahkan masyarakat umum juga
tidak memperdulikan agamanya. Mereka
saling memahami ajaran agamanya
dan saling menghormati keyakinan
mereka, serta mengingatkan kewajiban
mereka. Sebagai contoh, jika waktu
sudah menunjukkan waktu sholat Jumat,
maka keluarga yang beragama Katolik
seringkali mengingatkannya; sebaliknya,
jika sudah waktunya kebaktian bagi
umat Kristen, maka keluarga yang lain
juga mengingatkannya. Bahkan jika ada
kegiatan di rumah pun mereka juga
saling membantu, seperti halnyajika ada
yasinan, keluarga Katolik membantunya.
Sebaliknya, jika ada kebaktian ataupun
sembahyangan di rumahnya, maka
keluarga muslim juga membantunya.
Hal ini dilakukan untuk menjaga
keharmonisan ~umat beragama di
lingkungan keluarga masing-masing,
terutama dalam menciptakan kerukunan
dan kedamaian dalam keluarga.

Masyarakat, nampaknya tidak
mempermasalahkan adanya multi agama
dalam satu keluarga. Bagi masyarakat,
masalah penting adalah mereka sudah
resmi menikah baik secara agama
maupun pemerintah. Hal ini berbeda
denga kawin sirri yang dianggap tidak
resmi dari pemerintah. Karena itu, ketika
ada seorang warga yang menikahkan
anaknya dengan “nikah sirri”, maka
masyarakat ~ meninggalkan  tempat
undangan yang dihadirinya, karena
hal itu dipandang sebagai nikah yang
tidak resmi. Oleh karena itu, jika ada
salah seorang warga masyarakat yang
melakukan nikah sirri, maka masyarakat
merasa keberatan dan lebih baik nikah
tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaan
nikah semacam ini sampai sekarang
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masih diyakini dan atau dipandang oleh
masyarakat sebagai “kumpul kebo” .

Berdasarkan uraian di atas, kawin
beda agama tidak menjadi persoalan
penting bagi masyarakat karena agama
difahami sebagai suatu ageman atau
pakaian sehingga semua agama dianggap
baik, tergantung apa kemantapannya.
Selain itu, agama difahami sebagai
suatu yang bersifat pribadi sehingga
orang lain tidak bisa mencampurinya.
Melihat kenyataan semacam ini, orang
tua pada prinsipnya tidak memaksakan
kehendaknya dan memberi kebebasan
beragama bagi anak-anaknya karena
mereka sudah dewasa. Pemberian
kebebasan beragama seperti ini memang
sesuai dengan ketentuan yuridis formal
tentang kebebasan beragama, akan
tetapi perlu diketahui bahwa nikah beda
agama merupakan persoalan krusial
yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan di  Indonesia
(Arifin, Syamsul, 2009 : 260).

Jika terjadi perpindahan agama
dalam kehidupan masyarakat, maka hal
ini lebih disebabkan oleh adanya rasa
cinta antara kedua belah pihak dan atau
karena tekanan ekonomi bagi pelakunya,
bukan karena ajaran agamanya. Hal ini
sangat mungkin terjadi karena menurut
Thomas F. O’dea (1985: 116), konversi
(penerimaan agama baru) itu sendiri erat
hubungannya dengan kebutuhan dan
aspirasi yang sangat dipengaruhi oleh
keadaan sosial orang-orang yang terlibat
di dalamnya, walaupun kondisi sosial
bukan satu-satunya penyebab. Meski
demikian, di daerah ini terdapat salah
seorang beragama Kristen Katolik yang
masuk Islam dikarenakan benar-benar
tertarik dengan ajaran-ajarannya.

Namun, bagaimanapun orang
tua masih tetap menginginkan suatu
perkawinan yang se-iman atau se-agama,
karena yang demikian ini dipandang
sebagai sesuatu “yang lebih bagus,
sebagaimana pandangan Wibowo yang
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menyebutkan “banyak orang tua di daerah
ini yang melarang anak-anaknya (Islam)
menikah dengan seorang yang beragama non-
Islam, bahkan mereka menolak lamaran mereka
(yang beragama non-Islam)”. Pernyataan
semacam ini berbeda dengan pandangan
Yuni, seorang warga Katolik di Panjang
Lor yang menikahkan anaknya di KUA.
Dia memiliki anak perempuan (Katolik)
yang ingin masuk Islam, karena calon
isterinya beragama Islam. Ketika peneliti
menanyakan kasus ini kepadanya, Yuni
menjawab : “Ya ndak apa-apa, karena Tuhan
itu hanya satu, tetapi jalan/pintunya banyak,
lewat sana boleh, lewat sini boleh, yang
penting mantep”.

Jawaban seperti ini menunjukkan
bahwa pemahaman agama masyarakat
sangat longgar karena lebih bersifat
inklusif. Pemahaman agama seperti ini
menurut Rolan Cavanogli, sebagaimana
dikutip oleh  Syamsul (2009: 56),
mendefinisikan agama sebagai berbagai
macam ekspresi simbolik tentang segala
sesuatu di mana masyarakat dengan
sengaja menegaskannya sebagai nilai
yang tidak terbatas bagi mereka.

Penutup

Kerukunan antar umat beragama
di daerah ini dapat berjalan dengan
baik, karena didukung oleh adat istiadat
dan budaya masyarakat yang kuat.
Selain itu, kerukunan antara umat
beragama didukung oleh adanya rasa
guyub masyarakat dan disertai rasa
saling menghormati dan toleransi yang
sangat tinggi, sehingga tercipta suasana
kebersamaan yang harmonis. Karena
itu, di daerah ini tidak pernah terjadi
disharmoni sosial yang menyebabkan
berbagai macam konflik di masyarakat,
khususnya konflik antar umat beragama.

Pola-pola kerukunan antar umat
beragama terlihat dalam bentuk lebaran
bersama, budaya sonjo, tradisi Cheng
Beng, dan somah multi agama. Lebaran



NitA-NILAI KERUKUNAN DALAM TRADISI LOKAL (STUDI INTERAKSI KELOPOK UMAT BERAGAMA DI AMBARAWA, JAWA TENGAH) 75

Hari Raya Idul Fitri telah menjadi budaya
masyarakat sehingga seluruh umat
beragama ikut merayakannya, termasuk
umat  Kristen/Katholik. Selamatan
“riyaya” sebagai simbol kebersamaan dan
integrasi sosial, telah mempertemukan
berbagai aspek kehidupan sosial, dan
memperkecil ketegangan dan konflik
sosial. Selanjutnya, budaya “sonjo” bukan
hanya ditemukan sebagai tradisi doa
kematian bagi umat Islam, melainkan
bagi umat lain, seperti: Kristen, Katolik,
dan Khonghucu. Dalam budaya “sonjo”
ini, mereka saling menghadiri dan atau
mendoakan seseorang yang meninggal
dunia tanpa membedakan agama apapun.

Tradisi Cheng Beng telah menjadi
budaya masyarakat Tionghoa,

sebagaimana tradisi nyadran yang telah
menjadi tradisi orang Jawa. Karena
itu, tradisi ini tidak hanya diikuti oleh
masyarakat Tionghoa yang beragama
Khonghucu, akan tetapi melibatkan
masyarakat Tionghoa lainnya, baik yang
beragama Khonghucu, Kristen/Katolik,
Buddha, dan Islam. Persoalan kawin beda
agama menjadi masalah yang krusial di
masyarakat, karena hal ini menimbulkan
somah-somah baru yang dihuni oleh umat
yang berbeda agama. Mengenai realitas
semacam ini, masyarakat cenderung
tidak mempermasalahkan adanya multi
agama, karena bagi mereka agama
difahami sebagai “ageman” atau pakaian,
bahkan sebagai suatu yang bersifat
pribadi sehingga orang lain tidak bisa
mencampurinya.
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Abstract

As a school of theology under the auspices
of the East Java Christian Church (GKJW),
the Theological Education Institute (IPTh.)
of Balewiyata, Malang has developed a
substantive understanding of Christian
missionizing. This understanding froms
the basis of the moderate theology held by
GKJW and the Christian community of East
Java. This concept of moderate missionizing
sees missions as a proclamation and a
testimony for the truth of Christ’s teaching.
It is a practice of theological tenets in the
shape of religious tolerance and the caring
of humanity. Interestingly, the moderate
mission has facilitated the indigenization
of Christianity in Java, leading to the
formation of a unique “Javanese Christian”
culture.

Key words: Mission, Plurality, Religious
Indigenization

Pendahuluan

Sebagaimana di kalangan Islam,
di lingkungan kekristenan juga terdapat
benturan pemikiran, antara pandangan
moderat dan ekstrim. Benturan ini
berangkat dari pemahaman atas misi
(dakwah) yang berbeda-beda. Benturan
ini tentu memiliki dampak, baik bagi
kemajemukan masyarakat Indonesia
secara umum, maupun di kalangan gereja
sendiri dalam rangka Oikumene.

Abstrak

Sebagai lembaga pendidikan teologi
di bawah naungan Gereja Kristen Jawi
Wetan  (GKJW), Institut  Pendidikan

Theologia (IPTh.) Balewiyata, Malang, telah
mengembangkan pemahaman tentang misi
Kristen yang substantif. Dengan demikian,
ia menyumbangkan dasar pemikiran
teologis yang moderat bagi GKJW dan
umat Kristen di Jawa Timur. Konsep misi
yang moderat ini merujuk pada misi
sebagai pewartaan atas kesaksian yakni
kesaksian spiritual atas kebenaran ajaran
Kristus, yang diimani secara teologis dan
dipraktikkan secara manusiawi. Inilah
yang melahirkan praktik misi yang ramah
dengan kemajemukan agama dan peduli
terhadap nasib kemanusiaan. Menariknya,
misi moderat ini diamalkan dalam kerangka
pribumisasi Kristen ke dalam budaya Jawa
sehingga membentuk kultur “Kristen Jawa”
yang unik.

Kata  kunci: Kemajemukan,

Pribumisasi Agama

Misi,

Bagi kalangan moderat, misi adalah
upaya presentia: menghadirkan substansi
nilai-nilai Kristen di masyarakat demi
terwujudnya syalom, yakni kondisi
keselamatan dan kesejahteraan bagi
semua umat manusia. Di dalam Islam,
syalom ini diwakili oleh kata salam, yakni
keselamatan yang merujuk pada fungsi
Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin. Karena
tujuannya merujuk pada keselamatan
dan damai sejahtera bagi umat manusia,
maka nilai-nilai Kristen yang diambil
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bersifat substantif. Artinya, substansi
dari doktrin kekristenan secara langsung
tidak terkait dengan kepentingan Kristen
sebagai agama misionaris, dan gereja
sebagai pusat misi. Kepentingan dari misi
presentia ini adalah kesejahteraan umat
manusia itu sendiri, baik umat Kristen
maupun non-Kristen.

Sementara itu bagi pandangan
ekstrim, misi adalah upaya “penanaman
gereja”  (church  planting).  Artinya,

upaya untuk “menanamkan gereja”
demi bertambahnya jumlah pengikut
Kristiani. Pandangan ini berangkat dari
pemahaman doktrinal bahwa tidak ada
keselamatan di luar Kristen dan gereja.
Dengan demikian, setiap orang yang
ingin mengalami syalom, ia harus masuk
ke dalam agama Kristen. Pandangan ini
memiliki dampak jelas, yakni benturan
antar-agama dan kelompok, akibat
pendekatan yang ekslusif.

Dalam kaitan ini, Intitut Pendidikan
Theologia (IPTh.) Balewiyata, Malang,
Jawa-Timur, yang merupakan lembaga
pendidikan  teologi  milik  Gereja
Kristen Jawi Wetan (GKJW) telah
mengembangkan pandangan moderat
atas misi Kristen. Hal ini bisa terlihat dari
pola keberagamaan yang sangat kultural
dan pluralis. Kultural yang dimaksud
adalah kekristenan yang membumi
ke dalam budaya Jawa, sehingga bisa
dikatakan, bentuk dari kehidupan
keberagamaan di kalangan GKJW
merupakan “bentuk Jawa isi Kristen”.
Dengan demikian, IPTh. Balewiyata telah
mampu melakukan pribumisasi Kristen
ke dalam budaya Jawa Timuran, sehingga
menghasilkan kekristenan yang sangat
budayawi. Hal serupa dengan bentuk-
bentuk kegiatan dialog lintas-iman yang
menggambarkan pandangan keagamaan
yang pluralis.

Sejarah IPTh. Balewiyata

Sebagai pusat pendidikan teologi
di GKJW, IPTh. Balewiyata memiliki
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kesejarahan. Kesejarahan ini sekaligus
menjadi bagian dari kesejarahan Kristen
diJawa Timur. Pada titik ini, pembentukan
Balewiyata menjadi bagian integral dari
proses pribumisasi Kristen di Jawa.

Hal ini yang menarik, karena unsur
kejawaan dominan di dalam Kristen
Jawi Wetan. Hal ini juga terdapat dalam
kesejarahan Balewiyata. Pada masa
yang paling awal, yakni pra-embrio,
“pendidikan teologi” sudah ada dalam
bentuknya yang paling primordial.
Bentuk primordial ini terdapat di dalam
tradisi peguron (belajar kepada seorang
guru) untuk mendapatkan ngelmu (ilmu).
Ngelmu di sini tidak hanya dimaknai
sebagai pengetahuan empirik selayak
ilmu pengetahuan, melainkan dimaknai
sebagai ilmu batin yang terkait dengan
misteri kehidupan dan rahasia ketuhanan
dalam perspektif panteisme.

Di Jawi Wetan, tradisi peguron ini
ada di Desa Wiyung, di langgar peguruan
Ki Dasimah. Kelompok peguron ini
berangkat dari tradisi kejawen, tetapi telah
dipengaruhi oleh Islam. Karena tradisi
pembelajarannya lintas batas, kelompok
ini juga mempelajari selebaran Injil
Markus yang diwartakan oleh seorang
Zendeling, Johanes Emde. Johanes sendiri
tidak mengetahui apabila selebaran Injil
tersebut sampai ke tangan Ki Dasimah.
Bertahun-tahun mereka mengadakan
Pemahaman Alkitab (PA), dan pengajian
Ki Dasimah ini baru benar-benar
memahami kandungan nash Alkitab,
setelah bertemu dengan misionaris di
Ngoro, yakni Coenrad Laurens Coolen.
Maka terbentuklah “pendidikan teologia”
dalam arti paling primordial di dalam
pengajian Ki Dasimah tersebut. Kalangan
pendeta GKJW memaknai peristiwa ini
sebagai kuasa Roh Kudus.

Perjalanan  selanjutnya, adalah
fase embrio. Hal ini tidak lepas dari
peran Zendeling Nederlandse Zendeling
Genootschap (NZG), Jelle Eeltjes Jellesma
yang diterima di Jemaat Mojowarno.
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Menariknya, sejak awal Jellesma bersikap
empati terhadap tradisi Jawa, sehingga
ia berpandangan: Pekabaran Injil di Jawa
sebaiknya dilakukan oleh orang-orang
Jawa sendiri. Dalam rangka ini, Jellesma
kemudian mendidik orang-orang Kristen
Jawa dalam suatu “sekolah teologi”
tradisional yang bertempat di rumahnya
sendiri. Mereka yang dididik ini
kemudian ditugaskan untuk memelihara
persekutuan-persekutuan Kristen baru,
serta mengadakan kunjungan pastoral di
mana-mana.

Dari sini terlihat ~ bahwa
kekristenan di Jawi Wetan (Jawa Timur)
mengembangkan dua pendekatan yang
saling menyatu yakni pengembangan
gereja dan pendidikan teologi. Dua
kesatuan ini memiliki dua arah; (1)
pemeliharaan ke dalam gereja sendiri; (2)
pembekalan tugas ke luar atau kesaksian.
Prinsip ini yang hingga sekarang digarap
oleh Balewiyata dan GKJW secara umum.
Dalam kaitan ini, sikap empatik Jellesma
terhadap kultur lokal juga dipraktikkan di
dalam model pembinaannya yang tidak
ngquroni, melainkan kemitraan. Maka,
Jellesma membentuk kerjasama dengan
pimpinan Kristen di Mojowarno, seperti
dengan pendeta Paulus Tosari. Pada
saat bersamaan, Jellesma juga berperan
sebagai penengah atas perbedaan
pandangan antara kelompok Coolen
yang kejawen dengan kelompok Emde
yang kebarat-baratan.

Pendekatan yang adatif dengan
kultur lokal ini tidak berlangsung lama
karenapadatanggal 16 April 1858, Jellesma
wafat dan dimakamkan di Mojowarno.
Untuk sementara ia digantikan oleh
Ds. Harthoom selama setahun, yang
sayangnya memiliki pandangan
berbeda dengan pendahulunya tersebut.
Artinya, Harthoom melihat kekristenan
di Mojowarno masih diliputi oleh
kepercayaan lama (gugon tuhon, dsb). Hal
ini diperparah dengan surutnyakehadiran
orang di gereja, dan kecenderungan umat

kembali ke kepercayaan lama. Sampai
pada akhirnya, Harthoom menutup
“sekolah  teologia” yang dibentuk
Jallesma, karena ia menganggap tidak
membutuhkan tenaga pembantu
penginjilan yang terlalu banyak. Namun,
Harthoom hanya memimpin setahun
saja, dan ia digantikan oleh Hoezoo.
Di bawah pelayanan Hoezoo inilah,
pola pendekatan Jallesma dihidupkan
kembali, termasuk “sekolah teologia”. Ia
memandang bahwa kemerosotan Kristen
di masyarakat harus dilihat sebagai pra-
kondisi bagi tegarnya firman Tuhan.
Bukan penghalang yang harus dimusuhi.

Dalam era Hoezoo tersebut,
kemerosotan memang menghinggapi
masyarakat. Seperti dicatat Hoezoo,
keikutsertaan orang-orang Jawa ke dalam
Kristen masih dilatari oleh motif material,
seperti lahan (tanah), ngelmu kesaktian,
kedatangan Ratu Adil dan perkawinan.
Ketika masyarakat Jawa mengalami
penyusutan kepercayaan kepada Roh,
merekatetapberadadidalamkepercayaan
terhadap takhayul, disamping semakin
merebaknya pemakaian candu, pencurian
dan perzinahan. Hanya saja dengan bijak
Hoezoo melihatnya sebagai “persiapan
kekristenan untuk dibimbing kepada
iman dan pertobatan di bawah pengaruh
pemberitaan firman”.

Selanjutnya adalah kedatangan ]J.
Kruyt Sr. dan anaknya, A. Kruyt yang
membawa suasana baru di Mojowarno.
Sauna baru itu terkait dengan tingkat
hubungan antara jemaat-jemaat Jawa
yang telah tumbuh sebelum Zending
NHK dengan Zending NHK sendiri. Jika
Jellesma tidak menggunakan pendekatan
“ngguroni” melainkan mitra, maka Kruyt
menggunakan pendekatan sebaliknya. Ia
melakukan bimbingan dan pembinaan
intensif melalui pemeliharaan jemaat.

Berbagai kemajuan yang bersifat
organisatoris berhasil dicapai. Hanya
saja di dalam proses ini, terbentuk
hubungan piramidal antara orang-
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orang Jawa dengan misionaris Eropa.
Hal ini terlihat dalam beberapa hal; (1)
Zendeling adalah satu-satunya yang
dapat menyelenggarakan sakramen.
Dalam hal ini, ia tidak dipanggil jemaat,
tetapi diutus oleh NZG; (2) Zendeling
adalah “orang atas”, sedang orang Jawa
merupakan “orang bawah”; (3) Zendeling
adalah pendidik yang harus diikuti,
bukan hanya sekadar pengkhotbah
atau penggembala; (4) Pendeta adalah
orang Belanda yang memimpin semua
orang Jawa. la disapa dengan sebutan
“Ndoro Tuwan Pandita”. Dalam situasi
ini, warga Kristen Jawa mengalami
konflik psikis baik dengan para zending
Belanda, maupun di dalam diri mereka
sendiri. Konflik psikis ini terjadi di dalam
pergulatan antara zending, jemaat Kristen
Jawa dan kebangkitan nasional.

Bersama dengan angin
nasionalisme, zending  menyadari
perlunya perluasan misi, yang akhirnya
menempatkan Malang sebagai pusat
Zendeling di Jawa Timur. Sebelumnya,
telah dilakukan upaya untuk mendirikan
sekolah teologia, namun selalu gagal.
Upaya ini pernah dilakukan oleh Ds.
Crommelin di Mojowarno pada tahun
1905. Hal sama dilakukan oleh Ds. Baljon
yang dikirim tahun 1918. Kedua upaya
mereka gagal.

Pada tahun 1925, berhasil didirikan
pendidikan teologi, bukan di Mojowarno
melainkan di Kediri. Pendidikan ini
ditangani oleh Ds. C.W. Nortier dan
Ds. B.M. Schuurman. Nama lembaga
pendidikan ini bukan Balewiyata
melainkan Teologische Opleiding School
Voor Voorgangers. Yakni sekolah teologia
yang bertujuan mencetak pala pelayan
Firman (Voorganger). Sekolah inipun
sebenrnya merupakan kursus singkat
sekama satu setengah tahun. Kursus ini
diikuti oleh 18 orang siswa yang sudah
cukup umur dan memiliki pengalaman
di jemaat. Sekolah menamatkan 18 orang
tersebut, kursus ini ditutup sementara
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karena sttatusnya
eksperimental.

memang  bersifat

Dari eksperimen di Kediri ini,
Konferensi Zendeling Jawa Timur
kemudian menyampaikan usulan ke
Pusat Zendeling di Belanda untuk
memperluas misi ke Malang, selain di
Mojowarno. Malang dipilih karena ia
merupakan kota besar yang strategis bagi
modernisasi pekabaran Kristen di Jawa
Timur. Maka pada Januari 1927, Sekolah
Teologia Balewiyata didirikan di Malang,
dengan 20 siswa sebagai angkatan
pertama. Secara etimologis, Balewiyata
berarti: Bale (omah, pendopo) Wiyata
(piwulang). Sehingga Balewiyata adalah
panggonane nampa piwulang: tempat
menerima pengajaran. Nama Balewiyata
sengaja dipilih karena nama ini memiliki
“kandungan rasa Jawa”. Hal ini terkait
dengan pendekatan misi di Jawa Timur
yang memang membumi ke dalam kultur
dan kebajikan Jawa (van Kekem, 2002:30-
31).

Transformasi Misi

Sebagai bagian dari GKJW, IPTh.
Balewiyata memiliki pandangan tentang
misi yang selaras dengan pandangan serta
kinerja GKJW dalam misi kekristenan.
Pandangan ini bersifat substantif yang
menekankan pemaknaan esoteris atas
ajaran Kristus sehingga melahirkan misi
yang kontekstual dengan keadaan dan
kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan ini, terjadi perubahan
paradigma dari pemahaman misi sebagai
pekabaran Injil (PI), kepada misi sebagai
kesaksian. Misi sebagai PI merupakan
pemahaman GKJW sejak tahun 1931
hingga 1990-an. Dalam pemahaman ini,
PI dimaknai sebagai upaya mengabarkan
Injil, yakni kabar baik dari Tuhan. Hal
yang menarik, kabar baik dari Tuhan ini
tidak hanya tertuju pada umat Kristen
tetapi seluruh umat manusia. Hal ini
terjadi karena yang dimaksud sebagai
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kabar baik adalah “tidak adalagi tangisan,
ratapan dan duka”. Inilah yang disebut
sebagai kasih. Dalam kerangka ini, agen
PI masih bersifat formal yang dilakukan
oleh para pendeta, yang terkoordinasi di
dalam Badan Pekabaran Injil.

Pasca 1990-an, terjadi perubahan
paradigmamenujumisisebagaikesaksian.
Paradigma ini berangkat dari proses
keberimanan umat Kristen akan Yesus.
Keberimanan ini tidak hanya terhenti
pada keyakinan yang bersifat doktrinal,
melainkan sebuah proses “mengalami
iman”. Oleh karenanya, kata yang dipakai
adalah kesaksian yakni sejauh mana
orang Kristen berjumpa dengan Kristus
di dalam kehidupannya, sehingga ia bisa
bersaksi akan kebenaran dan kehadiran
Kristus di dalam kehidupan. Pada
titik ini, kesaksian merupakan proses
penghayatan iman yang berjumpa dengan
pengalaman kehidupan. Ia merupakan
proses internalisasi ajaran  Kristus
sehingga menjadi bagian dari kehidupan.
Dalam fase ini, seorang Kristen tidak
cukup hanya menghafalkan ayat suci,
tetapi sejauh mana ayat suci tersebut telah
menjadi bagian dari kesadaran hidup.

Dengan adanya perubahan
paradigma ini, maka struktur pembinaan
di GKJW berubah. Dari Dewan Pekabaran
Injil, menjadi Dewan Pembinaan
Kesaksian (DPK). Dewan ini berada pada
level sinode, yang mengkoordinasikan
Komisi Pembinaan Kesaksian (KPK)
di tingkat Majelis Daerah, sedang
KPK mengkoordinasikan KPK pada
level jemaat-jemaat. Dengan adanya
perubahan tersebut, agen misi tidak hanya
pendeta yang tergabung dalam Dewan
PI, melainkan semua orang Kristen.
Dalam kaitan ini, Dewan dan Komisi
Pembinaan Kesaksian hanya melakukan
pembinaan agar semua orang mengalami
kesaksian dan bisa menjadi saksi atas
kebenaran Kristus. Perubahan ini terjadi
karena kesaksian bukanlah tugas elitis,
melainkan populis. Artinya, semua

populasi umat Kristen wajib mengalami
dan mewartakan kesaksian.

Dari proses kesaksian ini, maka
misi kemudian menjadi upaya untuk
mewartakan kesaksian. Hanya saja
berbeda dengan metode Pekabaran Injil
yang cenderung formal-doktrinal, yang
dilakukan oleh pendeta di dalam gereja.
Pekabaran kesaksian dilakukan secara
informal dan tidak langsung. Tentu,
pekabaran dalam arti formal gerejawi dan
doktrinal tetap ada di lingkup internal
umat Kristen. Namun cakupan misi
dalam kerangka kesaksian, melampaui
keumatan Kristen. Hal ini bisa terjadi,
karena pewartaan kesaksian dilakukan
secara tidak langsung, sebagai dampak
dari kesaksian. Misalnya, moralitas
seorang Kristen yang bagus yang lahir
dari kesaksian akan moralitas Kristus,
akan membuat orang lain tertarik.
Ketertarikan ini tidak kemudian menjadi
jalan bagi peng-kristenan orang tersebut.
Sebab nilai-nilai yang diwartakan di
dalam kesaksian Dbersifat substantif,
seperti kejujuran, kedamaian, solidaritas,
dan ketuhanan itu sendiri. Pada titik
inilah, pewartaan misi akhirnya bisa
bertemu dengan agama-agama lain, serta
konteks masyarakat yang melingkungi
kekristenan tersebut (Suwignyo, 2013).

Implementasi Misi

Dalam kerangka misi sebagai
kesaksian dan teologi kontekstual ini,
warga Kristen Jawi Wetan baik yang
terepresentasi dalam IPTh. Balewiyata
maupun GKJW telah mengalami
pergulatan agama dan budaya. Hal
ini dilatarbelakangi oleh misi awal
kekristenan yang disebarkan oleh
kalangan pietisme, sebuah aliran teologi
yang menekankan kesalehan batin,
kelahiran baru, keselamatan jiwa dan
penginjilan. Dalam kerangka pietisme
inilah, misi dipahami sebagai pekabaran
Injil. Aliran pietisme ini memiliki

Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 13 | No. 1



82 SYAIFUL ARIF

pandangan negatif terhadap adat lokal
serta agama lain, sehingga melahirkan
pendekatan misi yang konfrontatif. Oleh
karena itu tidak mengherankan jika
kekristenan sering dipandang sebagai
anti-sosial, anti-budaya dan anti-agama-
agama lain.

Dari sini warga Kristen Jawi Wetan
mengalami keterbelahan kepribadian.
Di satu sisi mereka merupakan orang
Kristen yang memiliki dua “identitas
luar”: doktrin Kristen yang puritan dan
budaya Belanda yang modern. Dua
identitas yang datang dari luar Jawa ini
bertemu dengan identitas kejawaan yang
memiliki nilai, adat dan budaya sendiri.
Maka, Kristen Jawi Wetan akhirnya
berusaha menempatkan ajaran Kristen di
antara dua ekstrim. Di satu sisi menjaga
diri agar tidak terjebak dalam “akulturasi
total” dengan budaya Jawa, sehingga
menghilangkan  otentisitas  Kristen.
Namun di sisi lain juga tidak menjadi
kaum puritan dan Westernis yang anti
dengan budaya lokalnya sendiri. Hal
serupa terjadi pada hubungan antar-
agama. Di satu sisi, warga Kristen Jawi
Wetan menjaga diri dari pandangan
keagamaan yang ekslusif-trimpalistik
(tertutup dan  superiority  complex)
sehingga meniadakan agama lain. Di
sisi lain tidak meleburkan Kristen ke
dalam kemajemukan agama sehingga
menghilangkan orisinalitas Kristen. Titik
tengah antara kedua ekstrim di atas
terdapat dalam kontekstualisasi teologi,
di mana ajaran-ajaran Kristus yang
universal berusaha dibumikan ke dalam
konteks masyarakat, tanpa kehilangan
otentisitas dari ajaran tersebut.

Dalam kaitan ini, terdapat tiga
implementasi misi yang dilakukan warga
Kristen Jawi Wetan, baik yang dilakukan
di dalam IPTh. Balewiyata, GKJW,
maupun praktik misi para pendeta GKJW.
Ketiga implementasi tersebut meliputi;
(1) Kontekstualisasi ajaran Kristen ke
dalam budaya Jawa; (2) Perawatan atas
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kemajemukan agama; (3) Pelayanan
gereja untuk mengentaskan kemiskinan;
(4) Hubungan Oikumene di internal
gereja lain.

Pribumisasi Kristen

Kontekstualisasi ajaran Kristen
ke dalam budaya Jawa, merupakan
implementasi pertama dari misi Kristen
yang bersifat substantif. Ke-Jawaan warga
Kristen Jawi Wetan memang sangat
kental, terlihat dalam nama GKJW itu
sendiri. Dengan demikian, warga Kristen
ini memahami dirinya sebagai orang Jawa
yang beragama Kristen, bukan orang
Kristen yang kebetulan di Jawa.

Dari sini mereka melakukan
pribumisasi agama ke dalam budaya
Jawa. Dalam kaitan ini yang disebut
pribumisasi agama bukanlah Jawanisasi
atau sinkretisme. Jawanisasi merujuk
pada dominasi nilai dan budaya Jawa atas
Kristen. Sementara sinkretisme merujuk
pada pencampur-adukan teologi sehingga
masing teologi hilang otentisitasnya.
Pribumisasi agama kemudian menapaki
titik tengah di antara kedua ekstrim itu
melalui kontekstualisasi ajaran-ajaran
agama dengan mengambil bentuk
budaya lokal (Wahid, 2001:117). Artinya,
agama yang datang dari luar negeri dan
universal itu memanifestasikan dirinya
ke dalam bentuk budaya lokal, dalam
hal ini Jawa. Pada titik ini, yang diambil
dari Jawa dua hal. Pertama, nilai-nilai
etis yang sama dengan etika Kristen.
Sementara etika Jawa bersifat spiritual,
maka kesamaan etis antara Jawa dan
Kristen tentu bersifat spiritual. Kedua,
bentuk budaya Jawa yang netral dan bisa
disusupi oleh nilai-nilai Kristen. Dalam
pola ini, bentuk budaya Jawa dipinjam
dan dijaga, bukan dihilangkan demi
Kristen (Crysta Budi, 2013).

Pribumisasi Kristen ke dalam
budaya Jawa ini bisa terlihat di dalam
beberapa hal. Pertama, penggunaan
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bahasa Jawa Timuran sebagai bahasa
kekristenan di GKJW. Penggunaan ini
dilakukan baik dalam khotbah, proses
pendidikan di IPTh. Balewiyata maupun
di dalam situs resmi GKJW: www.gkjw.
web.id. Kedua, penggunaan wayang
sebagai media dakwah. Sama dengan
Islam, khususnya para Walisongo yang
menggunakan wayang sebagai media
dakwah. Para pendeta GKJW juga
menggunakan wayang sebagai media
misi. Proses penggunaan wayang ini
berangkat dari paradigm pribumisasi
agama, yakni internalisasi nilai-nilai
Kristen ke dalam cerita wayang tanpa
menggubah originalitas wayang itu
sendiri. Artinya, epos yang ditayangkan
tetap epos Mahabarata dan Ramayana.
Internalisasi Kristen ke dalam epos
tersebut bersifat substantif, sehingga
sosialisasi ajaran Kristen melalui wayang
tidak bersifat formal. Artinya, nilai-nilai
Kristen diwartakan dalam bahasa, kata
danistilah dari pewayangan, bukan istilah
dan terminologi Kristen (Daneswara,
2013).

Ketiga, tradisi wisuda crash program
di IPTh. Balewiyata yang menggunakan
pakaian Jawa (blangkon dan asesoris
pakaian Jawa), liturgi, bahasa pengantar
dan musik pengiring Jawa (Suwignyo,
2002:106). Keempat, musik gereja Jawa.
Musik merupakan mediabagi pribumisasi
agama. Dalam hal ini, GKJW tidak hanya
menciptakan tembang-tembang Jawa
untuk ibadah gereja, seperti Kidung
Hossiana karangan Dirman Sasmokoadi,
tetapi juga menerjemahkan lagu-lagu
Eropa menjadi lagu Jawa seperti Kidung
Pasamuwan Kristen.

Pribumisasi agama melalui musik
ini mengiringi proses dakwah Kristen
itu sendiri di Jawa Timur. Pada awalnya,
Kekristenan diperkenalkan di wilayah
ini melalui media musik yang hidup
di zamannya. Kekristenan diajarkan
melalui tembang Jawa dan bahkan
dzikir (doa dan pujian yang diucapkan

selepas sembahyang), serta cerita-cerita
Alkitab yang disampaikan melalui
media wayang. Pendekatan budaya ini
dilakukan oleh pendeta C. L. Coolen di
daerah Ngoro, Jombang. Menariknya,
misi seperti ini tidak diniatkan untuk
mencari pengikut. Sebab dakwah model
budaya ini dilakukan demi pendalaman
keyakinan warga Krisren secara internal.

Di tempat lain, yakni Wiyung
Surabaya, orang Jawa yang menganut
Kristen harus menanggalkan adat
Jawanya. Kelompok Dasimah, Midah dan
Sadimah dari Wiyung yang belajar Kristen
kepada pendeta Johanes Emde (Jerman)
di Surabaya, mendapatkan “Sepuluh
Hukum” yang antaranya: Janganlah kamu
mendengarkan gamelan, janganlah kamu
membaca tembang. Hal ini membuahkan
penolakan bagi warga Jawa, sehingga
orang-orang Ngoro dibaptis di Surabaya
dengan model anti-Jawa tersebut, diusir
dari Ngoro. Kedua model misi yang
berseberangan ini kemudian bertemu di
dalam pembentukan masyarakat Kristen
di Mojowarno yang berusaha menetapkan
kembali kekristenan yang ramah budaya
Jawa (Daneswara, 2006:225).

Perawatan Pluralitas

Implementasi kedua yang
dilakukan oleh warga Kristen Jawi Wetan
khususnya dilakukan di IPTh. Balewiyata
adalah perawatan kemajemukan agama.
Sebagai bagian dari kontekstualisasi,
IPTh. Balewiyata  mengembangkan
teologi pluralisme, yang meninggalkan
ekslusifisme-triumphalistik atas agama
dan membuka diri bagi pengenalan serta
penghargaan terhadap agama-agama
lain.

Pendekatan inklusif dalam
kerangka  pluralisme  agama ini
dikembangkan secara pedagogis,
baik melalui pembelajaran di di IPTh.
Balewiyata maupun pelaksanaan dialog
antar-agama. Beberapa pembelajaran
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pluralism agama di IPTh. Balewiyata
meliputi; (1) Pendidikan Teologi Warga
Gereja (PTWG) yang memuat mata kuliah
pengenalan agama-agama di Indonesia
sejak agama primitif, Islam, Hindu,
Buddha dan kebatinan Jawa; (2) Program
pembinaan “teologia religionum” atau
teologi tentang agama-agama. Program
ini bertujuan mempersiapkan warga
Gereja dalam menghadapi kemajemukan
agama di masyarakat agar dapat
menghindarkan diri dari sikap ekslusif
dan mampu hidup berdampingan
dengan umat agama lain secara saling
menyejahterakan  (pro-existen).  (3)
Program Studi Intensif Islam (SITI) yang
kemudian dikembangkan menjadi Studi
Intensif tentang Islam dan Kristen (SITIK).
Program ini diadakan melalui live in secara
silang, baik di kalangan muslim maupun
Kristen. Waktu live in sebulan, di mana
para warga Kristen live in di pesantren,
sementara para santri muslim [ive in di
jemaat Kristen. Di dalam [ive in tersebut,
masing warga saling mendialogkan Islam
dan Kristen secara mendalam dan saling
menghargai. Program live in ini tidak
hanya mengenalkan pluralism agama
secara konseptual, tetapi juga praktik
interaksi sosial antar muslim dan warga
Kristen; (4) Program Christian-Muslim
Dialogue (CMD) yang diadakan berkat
kerjasama antara IPTh. Balewiyata,
GKJW dan United Evangelical Mission
(UEM). Produk dari dialog tersebut
adalah terbentuknya lembaga toleransi
yang menerbitkan Journal Toleransi dan
mengembangkan dialog-dialog di tengah
masyarakat (Bambang, 2002:82-85).

“Teologi Kemiskinan”

Implementasiketiga yang dilakukan
warga Kristen Jawi Wetan adalah
pengembangan teologi yang berempati
kepada kaum miskin. Pengembangan
ini berangkat dari dua premis. (1) Setiap
orang dalam terang jabatannya sebagai
Imamat Am, harus memerankan dirinya
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baik sebagai imam, raja maupun nabi.
Selain kepada warga gereja secara
umum, peran ini diberikan khususnya
kepada para pendeta. Sayangnya, dalam
kerangka budaya Jawa, jabatan imam dan
raja cenderung terpengaruhi oleh tradisi
keratuan Jawa yang bersifat konservatif
kalau bukan feodalistik.

Hal ini yang  bertentangan
dengan tradisi kenabian Kristen yang
menempatkan para nabi  sebagai
pengusik  kemapanan. Peran anti
kemapanan ini ditunaikan oleh Nabi
Natan ketika mengritik Raja Daud yang
telah berzinah dengan Bethseba atau
diperankan oleh Yesus sendiri yang
menentang kekuasaan Romawi yang
membuatnya harus digusur ke Golgota.
Peran kenabian yang anti kemapanan
ini lahir dari posisi Tuhan sendiri yang
berperan baik sebagai “Pengusik Utama”,
sekaligus sebagai “Penata Utama”.
Praktik “pengusikan” dan “penataan”
merupakan karya Tuhan demi pemulihan
sejati antara masyarakat, kosmos dan
batin. Sejarah bangsa Israel merupakan
rentangan sejarah Usikan Tuhan dan
Penataan Tuhan yang berlangsung secara
dinamis dan sinambung. Karya puncak-
Nya terdapat dalam diri Yesus Kristus
(Abednego, 2006:140-143). (2) Pemuliaan
“kondisi kemiskinan” dalam pandangan
ketuhanan. Kondisi kemiskinan yang
dimaksud adalah “kemiskinan batin”
yang sangat membutuhkan “kekayaan
Tuhan”. Dasar teologis ini berangkat dari
firman dalam Injil Matius 5-7 tentang
Kotbah di Bukit. Firman ini berisi
ucapan selamat kepada setiap orang
yang diperkenan oleh Tuhan. Artinya,
Matius 5-7 merupakan pemenuhan janji
Allah dalam Perjanjian Lama, melalui
kehadiran Yesus Kristus, sebagai Allah
yang mewujud dalam Perjanjian Baru,
yaitu kehadiran Kerajaan Allah di dalam
diri Yesus Kristus yang membawa berita
damai dan sejahtera bagi setiap orang
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yang mengalami penindasan. Melalui
berita ini hendak digambarkan, Allah
sungguh-sungguh masuk ke dalam
sejarah keselamatan manusia.

Dalam berita yang disampaikan
Matius, digambarkan bahwa Yesus
Kristus, yang merupakan Kerajaan
Allah yang mewujud, telah memberikan
perintah baru agar manusia hidup dalam
“God’s style”, yakni hidup di dalam
pendamaian dan penyatuan diri dengan
Allah dan kehidupan. Dengan demikian,
kehidupan manusia harus menampakkan
kebersatuannya dengan sesama sebagai
wujud nyata dari kebersatuannya
dengan Allah, Sang Pemilik Kehidupan.
Gambaran yang dipakai oleh Yesus untuk
menunjukkan penyatuan diri manusia
dengan Allah, melalui ungkapan,
“Berbahagialah orang yang miskin di
hadapan Allah (Roh)”. Kata miskin dalam
ungkapan ini tidak berarti menjadikan
kemiskinan sebagai sesuatu yang mulia
dan oleh karenanya harus dicapai
oleh orang-orang beriman. Melainkan
sebuah gambaran yang menunjukkan
bahwa setiap orang yang hidup dalam
kebersatuan bersama Allah, adalah
orang yang memiliki sikap ketundukan,
kepasrahan dan kepercayaan yang utuh
kepada tuannya, yang dipandang sebagai
pemilik kehidupan. Seperti halnya sikap
orang-orang miskin yang tak memiliki
apapun, kecuali ketundukan dan
kepasrahan terhadap tuan yang memiliki
mereka. Hal ini terkait dengan konteks
Injil Matius yang ditulis dalam situasi
penjajahan Romawi kepada Israel dan
sikap sekelompok bangsa di Israel yang
berkuasa terhadap kelompok miskin
(Oshlos).

Sabda bahagia (ucapan selamat)
ini kemudian berpuncak pada Matius
7-12 yang menggambarkan bahwa setiap
orang yang telah menjalani hidup di
dalam kebersatuannya dengan Allah
adalah orang yang pro-aktif yang

ditujukan kepada dirinya sendiri dan
sesamanya. Bukan demi pencarian
nama melainkan sebagai tanggung
jawab kepada Allah, yang telah menyatu
dengan dirinya. Dengan demikian, orang
yang telah bersatu dengan Allah, mampu
menjadi garam dan terang dunia (Matius
5:13-16). Sebagai orang yang selalu
berdamai dengan orang lain tanpa ingin
menghakimi yang lain (Matius 7:1-5) dan
selalu menghargai kehidupannya sendiri
(Matius 7:6), sehingga setiap doa yang
diucapkan dikabulkan Allah (Matius 7:7-
11).

Prinsip  kebersatuan  dengan
Allah ini kemudian dipraksiskan ke
dalam pelayanan kasih kepada sesama,
khususnya kepada kaum  miskin.
Pelayanan ini ditetapkan oleh Matius
22:37-40 (Kotbah tentang Kasih). Firman
ini  merupakan penegasan bahwa
kebersatuan dengan Allah melahirkan
ungkapan kasih kepada Allah yang
diwujudkan melalui kasih kepada sesame
manusia. Kasih kepada Allah bukan kasih
irrasional, sebab kasih ini menggunakan
pengetahuan dan akal budi. Hal ini terjadi
karena Allah memanifestasikan diri ke
dalam setiap unsur kehidupan, sehingga
ketika ingin mengasihi Allah, maka
tentunya melalui kasih kepada kehidupan
dan semua makhluk di dalamnya. Pada
titikk ini Nampak sekali nuansa Ilahi
yang manusiawi dan manusia yang Ilahi,
yang termanifestasi dalam diri Yesus,
melalui pemberian hukum-Nya. Yesus
menekankan bahwa kehidupan yang
dijalani manusia hendaklah menunjukkan
kebersatuan dalam kehidupan manusia,
sebagai manifestasi langsung dari
kebersatuan dengan Allah. Melalui
hukum ini tampak “teologi Salib Yesus”,
yaitu hukum yang vertikal (mengasihi
Allah) bertemu dengan hukum horisontal
(mengasihi sesama manusia) dalam satu
kesatuan:
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(Kasih kepada Allah)
Gambar: Teologi Salib

Dari “Teologi Salib” di atas terlihat
bahwa cinta kasih kepada Allah yang
bersifat vertical, bertemu di “jiwa Teologi
Salib” dengan kasih kepada sesama
(horizontal). Dengan demikian, “jiwa
Teologi Salib” menjadikan kasih kepada
manusia sebagai ejawantah dari kasih
kepada Tuhan.

Hal ini terkait dengan Matius
25:31-46 yang menggambarkan Yesus/

Allah yang hidup di dalam diri orang
yang menderita, miskin, papa, terbuang.
Penggambaran ini bertujuan untuk
mengajak manusia agar memiliki
kepedulian terhadap kaum tertindas.
Untuk itulah Yesus mengidentifikasikan
diri-Nya selaku orang yang tidak memiliki
peluang dalam kehidupan. Inilah yang
dimaksud oleh prinsip Kristus sebagai
Allah memiliki hati yang remuk!

Pemahaman ajaran Allah sebagai
wahyu transformatif bagi pengentasan
kaum tertindas ini berdampak pada
pemahaman atas misi. Hal ini melahirkan
kebutuhan  akan  perubahan atas
penafsiran terhadap Kotbah Pengutusan
yang termaktub dalam Matius 28:16-
20. Umumnya, Kotbah Pengutusan
dipahami misalnya oleh Lembaga Alkitab
Indonesia (LAI) sebagai Amanat Agung
yang dimaknai sebagai pengutusan
memenangkan jiwa. Frame yang
digunakan menjadi sebagai berikut:

Amanat : Pergilah

Isi Amanat  : Memuridkan Isi berita:
Membaptiskan Non-holistik
Mengajar Rohani

Tampak dalam pemikiran umum
ini bahwa Matius 28:16-20 dipahami
sebagai upaya memenangkan jiwa (aspek
trumphalistisme  Kristiani) sehingga
secara implisit menafikan orang non-
Kristen. Hal ini tentu bertentangan
dengan “Jiwa Teologi Salib Kristus”.
Dengan demikian, pemahaman akan
pengutusan atau misi harus dikaitkan
dengan pemahaman atas Matius 5-7,
Matius 22:37-40 dan Matius 25:31-46
yang berisi kepedulian Allah terhadap
manusia, khususnya kaum miskin.
Pemahaman seperti ini akan membawa
berita yang lebih holistik.
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Dengan memahami pengutusan
atau misi melalui pemahaman di atas,
kita akan menjumpai pesan: bahwa
keselamatan yang diberikan oleh Tuhan
adalah keselamatan yang universal,
yang mencakup seluruh manusia
ciptaan Tuhan. Dengan pemahaman ini
hendak ditegaskan bahwa nuansa yang
dibangun oleh Yesus dalam kehidupan
adalah nuansa kebersamaan antara setiap
individu tanpa membatasi berbagai
perbedaan. Dengan demikian, proses misi
yang harus dilakukan sebagai berikut:
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Bagan di atas menegaskan bahwa
kepedulian Tuhan kepada manusiaadalah
kepedulian yang tidak membedakan
dan adil. Demikian pula ketika
berbicara tentang keselamatan, maka
yang diberikan oleh Tuhan bukanlah
keselamatan parsial (keselamatan dalam
bidang rohani saja dan ditujukan hanya
untuk orang Kristen), melainkan holistik
(mencakup roh, jiwa dan raga) sekaligus
universal. Keselamatan adalah hak
miliki semua orang, tanpa membedakan
ras, golongan ataupun kondisi sosial
(Panjaitan, 2006:172-178).

Jalinan Oikumenis

Impelemtasi keempat, gerakan
Oikumene. Dengan pemahaman misi
yang substantif di atas, IPTh. Balewiyata
dan GKJW mengembangkan hubungan
Oikumenis dengan gereja lain. Hal ini
mudah dilakukan karena tradisi inklusif
yang telah dikembangkan di intern
Balewiyata dan GKJW sendiri. Beberapa
bentuk hubungan harmonis dalam
kerangka Oikumenis meliputi; (1) GKJW
terlibat dalam pendirian Dewan Gereja
Sedunia di Amsterdam pada 1948; (2)
Menerima peleburan IPTh. Balewiyata ke
dalam Sekolah Teologia Duta Wacana di
mana di dalamnya terdapat GKI Jateng
dan GK]J Jateng; (3) Dosen Balewiyata

yang lintas Gereja; Gereja Tionghoa
Indonesia, Gereja Presbyterian Amerika,
dsb; dan (4) Siswa Balewiyata yang
berasal dari lintas gereja dan sinode.

Penutup
GKJW dan IPTh. Balewiyata
mengembangkan  pemahaman  misi

yang dekat dengan paradigma presentia,
daripada church planting. Hal ini terlihat
pada konsep misi yang tidak dimaknai
sebagai pekabaran Injil, melainkan
kesaksian. Sementara, di era misi sebagai
pekabaran Injil (1931-1990), Injil dimaknai
secara substantif, yakni kabar baik.
Kabar baik dalam hal ini merujuk pada
tiadanya tangisan, ratapan dan duka
yang menggambarkan situasi syalom
(kedamaian) yang menjadi ciri utama
dari tegaknya Kerajaan Allah. Dengan
demikian, ketika Injil dimaknai sebagai
kabar baik, dan kabar baik tersebut
merupakan berita gembira yang merujuk
pada kedamaian universal. Maka
pekabaran Injil ala Balewiyata dan GKJW
sejak awal juga bersifat presentia, bukan
church planting.

Hanya saja pemaknaan misi
sebagai kesaksian telah melakukan
deformalisasi misi. Hal ini terjadi karena
di era Pekabaran Injil, pelaku misi
(misionaris) adalah para pendeta yang
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tergabung dalam Dewan Pekabaran Injil.
Melalui perubahan makna misi menjadi
kesaksian, maka pelaku misi adalah
semua orang Kristen. Keberadaan Dewan
dan Komisi Pembinaan Kesaksian, sejak
di tingkat sinode, majelis daerah hingga
jemaat-jemaat, hanya bersifat pembinaan
dan koordinatif. Hal ini terkait dengan
pemahaman akan kesaksian, yang
merujuk pada proses internalisasi Kristus
dan penyatuannya dengan pengalaman
hidup. Jika dalam Pekabaran Injil, misi
menekankan pewartaan secara formal.
Maka dalam kesaksian, para pelaku
misi harus terlebih dahulu mampu
“menyaksikan Kristus” di dalam diri
dan kehidupannya. Dalam kerangka ini,
misi adalah pewartaan atas pengalaman
kesaksian.

Misi sebagai kesaksian ini akhirnya
bersifat presentia, karena ia menghadirkan
nilai-nilai substantif Kristen di dalam
kehidupan yang majemuk. Dikatakan
substantif, karena ia meniscayakan
desimbolisasi dan deformalisasi Kristen
di dalam misi. Artinya, penyebaran berita
baik berupa kedamaian bagi sesama, tidak
membutuhkan klaim kekristenan, karena
jika hal itu terjadi maka misi substantif
tersebut telah tercederai oleh dirinya
sendiri. Dari pendekatan substantif ini,
lahirlah “teologi kontekstual” yakni
teologi yang berangkat dari konteks, baik
konteks budaya, keagamaan, dan sosial-
politik. Teologi kontekstual merupakan
aplikasi  yang  dibutuhkan  untuk
menghadirkan  nilai-nilai ~ substantif
Kristen tersebut.
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Abstract

This study aimed to describe the disputes
between the believer of Confucian and
Buddha Tri Dharma, dispute resolution
which used, contributing factors and
limitation factors on resolving the dispute.
The results showed that the way of conflict
resolution which did by the Government
of Pemangkat district using persuasive
approach, inventory problems, internal
meetings of MUSPIKA officials with the
officials of the Office of Religious Affairs,
and mediation both parties involved in the
conflict so that disputes could be minimized
eventhough its still unfinished yet. While,
preventive measures that should be
chosen is forming joint committee for the
celebration of the Chinese New Year and
Cap Go Meh ceremonies in the future. One
of the contributing factors is consciousness
among the leaders of both communities to
resolve the disputes and conflict. One of
the limitation factors: there is no certainty
about the distinction of both: the name and
ornament of worship place, rituals and way
of worship of both.

Keywords: Worship place, dispute, Conflict
Resolution

Pendahuluan

Konflik antara umat Konghucu dan
umat Buddha Tri Dharma di Kecamatan
Pemangkat Sambas sudah berlangsung
cukup lama, walaupun belum secara
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan masalah perselisihan antara
penganut agama Konghucu dan Buddha Tri
Dharma, cara penyelesaian yang digunakan
serta faktor pendukung dan penghambat
penanganannya. Hasil penelitian
memperlihatkan bahwa cara penyelesaian
konflik oleh Pemerintah  Kecamatan
Pemangkat dilakukan dengan pendekatan
persuasif, inventarisasi masalah, rapat
internal Muspika bersama pejabat Kantor
Urusan Agama dan mediasi kedua belah
pihak yang terlibat dalam konflik sehingga
perselisihan tidak meruncing meskipun
belum selesai. Sedangkan upaya preventif
yang dilakukan adalah pada perayaan hari
Imlek dan Cap Go Meh di masa mendatang,
dibentuk panitia bersama. Di antara faktor
pendukung penyelesaian adalah kesadaran
kedua pihak bahwa jika perselisihan terus
mengemuka dan menjadi terbuka, akan
mengakibatkan kerugian besar bagi semua
masyarakat dan penghambatnya belum
adanya kepastian pembedaan antara nama
dan ornamen rumah ibadat Tri Dharma
dan Konghucu dan cara ritual ibadat bagi
kedua.

Kata kunci: Rumah lbadat, perselisihan,
resolusi konflik

terbuka. Setidaknya konflik bermula
dari lahirnya  kebijakan  Presiden
Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan
Kepres Nomor: 06 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Intruksi Presiden Nomor: 14
Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan,
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dan Adat Istiadat Cina (sekarang diganti
Tionghoa). Setelah terbitnya Kepres
ini, hal-hal yang berkenaan dengan
ibadat agama, kepercayaan dan adat
istiadat masyarakat “Cina” (Konghucu)
kembali dilakukan secara terbuka seperti
peringatan Hari Raya Imlek, perayaan
Hari Cap Go Meh, termasuk pendirian
Majelis Agama Konghucu Indonesia
(MAKIN).

Perebutan asset tempat ibadat
ditenggarai menjadi penyebab perselisihan
kedua komunitas ini yang jika tidak
ditangani dengan baik oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan berbagai
kalangan masyarakat akan menimbulkan
disharmoni di tengah masyarakat.

Upaya pemeliharaan kerukunan
telah banyak dilakukan, baik oleh
pemerintah maupun kelompok

masyarakat, namun kasus-kasus konflik
masih cukup banyak terjadi, baik internal
maupun antar umatberagama. Pemerintah
dan aparat keamanan melakukan
tindakan penghentian konflik, dan upaya
pemulihan serta rekonsiliasi. Sedangkan
umat beragama melakukan penanganan
konflik antar umat beragama dalam
bermacam bentuk. Dalam konteks tahapan
konflik keagamaan, yang dilakukan
masyarakat adalah pemeliharaan kondisi
damai pada kondisi pra konflik dan/atau
rekonsiliasi para pihak pasca konflik.

Sejauh ini telah banyak upaya

penanganan konflik keagamaan
dilakukan sebagaimana dilakukan oleh
Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan,
yakni berupa kegiatan Penyadaran

dan Pendampingan dalam Penguatan
Kedamaian (Peacemaking/Peacekeeping)
pada tahun 2010 dan 2011. Demikian
pula serangkaian workshop rekonsiliasi
konflik yang diselenggarakan oleh Pusat
Kerukunan Umat Beragama (PKUB).
Selain itu, dialog-dialog oleh lembaga
kampus TAIN/UIN, seperti: Dialog Centre
UIN Yogya, CSRC UIN Jakarta dan
WMC IAIN Semarang. Sementara itu,

program lain yang dilakukan kelompok
masyarakat, antara lain: program live-in
DIAN Interfidei, pendampingan oleh The
Wabhid Institute, program Homestay ala Al-
Wasath.

Sayangnya, sejauh ini sejumlah
upaya penanganan pasca konflik kerapkali
terkesan tidak tuntas. Selain ditengarai
masih bersifat parsial dan dilakukan
sendiri-sendiri, belum terintegrasi secara
komprehensif-berkelanjutan. Di samping
itu, pendekatan dan metode yang
dilakukan pun belum cukup variatif dan
menjawab kebutuhan lapangan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan kajian tentang
metode dan bentuk-bentuk penanganan
konflik keagamaan seperti kasus konflik
antara umat Konghucu dan umat Buddha
Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas.

Permasalahan  penelitian  yang
hendak dikaji adalah “Belum terselesai-
kannya penanganan konflik bernuansa
keagamaan yang  dilakukan oleh
Pemerintah Kecamatan antara umat
Konghucu dan Buddha Tri Dharma.”
Untuk memahami permasalahan tersebut,
dapat diajukan beberapa pertanyaan
penelitian, sebagai berikut: 1). Apa yang
menyebabkan belum meredanya konflik
antara umat Konghucu dengan Buddha
Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat?,
2). Bagaimana gambaran pendekatan
penanganan yang dilakukan oleh
Pemerintah  Kecamatan Pemangkat?,
3). Apa saja faktor pendukung dan
penghambat penanganan konflik
keagamaan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk:
1). Mengetahui dan mendiskripsikan
penyebab belum meredanya konflik
antara umat Konghucu dengan Buddha
Tri Dharma di Kecamatan Pemangkat,
2). Mengetahui dan mendeskripsikan
cara pendekatan penyelesaian konflik,
dan 3). Mengungkap faktor pendukung
dan penghambat penyelesian konflik
dimaksud.
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Hasil penelitian ini bermanfaat
bagi Kementerian Agama dalam penga-
yaan cara dan metode penanganan kasus
konflik keagamaan yang lebih efektif,
dan mendukung ke arah penuntasan
penanganannya. Selain itu, informasi hasil
penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi
pemerintah daerah, penggiat kerukunan,
serta masyarakat pada umumnya sebagai
piranti pembantu dalam proses-proses

pemeliharaan  kerukunan antarumat
beragama.

Berbagai hasil penelitian
sebelumnya antara lain: Puslitbang

Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama pada
tahun 2009 dan 2010 melakukan kajian
yang difokuskan pada upaya membangun
kedamaian (peace making) masing-masing
di 6 lokasi. Pada 2009 di Provinsi Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat
(NTB), dan Maluku Utara), dan pada
tahun 2010 di Provinsi Aceh, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa
Tenggara Timur (NTT). Pendekatan yang
digunakan ialah riset aksi partisipatori
(participatory action research/PAR) dengan
kegiatan Focus Group Discussion (FGD),
pembinaan kader perdamaian dan
perumusan resolusi konflik sosial. (Yusuf,
2013). Kajian ini berhasil mengidentifikasi
akar konflik etno-relijius antara lain,
bahwa gejala konflik musiman seringkali
menjadi fenomena populer di tengah
masyarakat Indonesia yang multikultur.
Hampir semua konflik yang terjadi
pada seluruh wilayah kajian memiliki
konsistensi penyebab yang sama dengan
konflik-konflik sebelumnya, yaitu: akibat
kemiskinan, perebutan sumber ekonomi,
desain tata ruang kota atau wilayah yang
tidak beraturan, dominasi suatu etnik,
kebijakan publik yang menguntungkan
golongan atau pihak tertentu, dan kontrol
sosial masyarakat yang lemah hingga
mengerucut pada provokasi kelompok-
kelompok opportunis. Namun konflik
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tersebut berhasil diredam sehingga tidak
muncul kembali tindakan anarkhis,
kekerasan dan perusakan, sekalipun ada
yang masih berpotensi konflik.

Pada tahun 2011 kajian kembali
dilakukan  dengan  berfokus pada
pemeliharaan kedamaian (peace building)
di empat lokasi, yakni: Medan, Manado,
Bali, dan Yogyakarta. Meskipun keempat
wilayah ini dikenal damai namun tidak
berarti kebal terhadap konflik, potensi
konflik sebesar apapun pasti ada pada
setiap komunitas masyarakat beragama.
Konflik  horizontal bernuansa etno-
relijius di Indonesia tidak jarang kembali
muncul setelah sekian lama stabil atau
damai. Oleh karena itu, diperlukan upaya
perdamaian (peace making) ketika konflik
sedang berlangsung, dan mewujudkan
perdamaian  (peace  building)  ketika
suasana konflik sudah berada pada tahap
deeskalasi, serta upaya pemeliharaan
perdamaian (peace keeping) apabila suatu
perdamaian dalam kondisi stabil.

Dari pengamatan dan kajian pada
2012, program peacemaking dan peace-
keeping telah cukup berhasil setidaknya
pada tahap penyadaran kedamaian.
Hanya saja, masih harus menanti untuk
melihat sejauh mana efektifitasnya di
tahapan praktik yang dilakukan para
kader perdamaian peserta program ini
dalam hal penanganan kasus yang terjadi
di daerah masing-masing. Penerapan
pendekatan PAR memang meniscayakan
waktu yang lama dan pengulangan.

Kajian lain dilakukan oleh Thsan
Ali Fauzi, dkk. dengan tajuk “Pola-Pola
Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-
2008). (Ihsan Ali Fauzi, 2009: 4-5). Kajian
oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP)
bekerjasama dengan Magister Perdamaian
dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah
Mada (MPRK-UGM), The Asia Foundation
(TAF) ini antara lain menemukan bahwa
dari segi tingkat insiden, dua pertiga
dari konflik keagamaan di Indonesia
mengambil bentuk aksi-aksi damai, dan
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hanya sepertiganya yang berbentuk
aksi-aksi kekerasan. Ini menunjukkan
bahwa masyarakat Indonesia memiliki
kapasitas untuk mewujudkan respons
mereka terhadap konflik keagamaan
dalam bentuk aksi-aksi damai. Dari hasil
penelitian ini, proses penanganan konflik
sesungguhynya dapat dilakukan dengan
penguatan kapasitas masyarakat dalam
mengelola konflik secara mandiri oleh
mereka sendiri.

Pengalaman Nigeria dalam
mengelola konflik sosial dijelaskan oleh
Dr. Akeem Ayofe Akinwale yang berhasil
mengintegrasikan strategi pengelolaan
konflik tradisional dengan modern.
Studi yang dilakukan didasarkan pada
dua bangunan teori, yakni teori “Black’s
Sosial Control” dan teori manajemen
konflik model Thomas-Kilmann untuk
memberikan landasan yang kuat bagi
proses pembangunan perdamaian di
Nigeria. Namun USAID’s pada tahun 2005
berpendapat bahwa kapasitas pemerintah
Nigeria dalam manajemen konflik sangat
lemah, karena pemerintah dipandang
belum sepenuhnya menyatu. Lebih lanjut
menurut USAID, di Nigeria ketika konflik
meletup ketidaksiapan aparatur kepolisian
memaksapemerintahmengerahkanmiliter
guna mengatasi konflik yang terjadi, dan
biasanya mandat yang diberikan kepada
militer “tembak di tempat”. Situasi ini
terkadang  menyebabkan  terjadinya
pelanggaran HAM dan meningkatkan
eskalasi kekerasan. Dari pengalaman
riset di Nigeria ini dapat ditarik makna
bahwa penanganan konflik sebaiknya
lebih diarahkan pada metode damai
dibandingkan kekerasan. Penggunaan
kekerasan  kerapkali  tidak  efektif
menghentikan konflik, justeru memicu
konflik baru.

Menurut Christoper W. Moore
dalam  bukunya Mediation  Process:
Practical Strategies for Resolving Conflict
(2003), intervensi berarti masuk ke
dalam sistem hubungan yang sedang

berlangsung, melakukan kontak di antara
dua fihak atau beberapa fihak, untuk
membantu mereka. Ketika intervensi
sedang berlangsung sistem hubungan
tersebut berjalan secara independen dari
intervenor.

Ada beberapa bentuk dan tingkat
intervensi konflik yang biasa dilakukan,
yakni:

Peace making (menciptakan
perdamaian) yang biasa muncul dalam
intervensi militer. Dinamika konflik
biasanya berada pada puncak eskalasi
yang ditandai oleh reproduksi aksi
kekerasan, mobilisasi massa dan tidak
adanya komitmen menghentikan konflik
kekerasan.

Peace keeping (menjaga perdamaian)
yang juga muncul dalam bentuk
intervensi militer agar pihak yang sudah
tidak bertikai tidak kembali melakukan
aksi kekerasan. Pada tingkatan ini pihak
bertikai tidak melakukan aksi kekerasan
bukan dilandasi oleh pemecahan masalah,
namun akibat melemahnya atau habisnya
sumber daya bertempur.

Conflict management (pengelolaan
konflik). Pada tahap ini mulai
menciptakan berbagai usaha pemecahan
masalah dengan melibatkan berbagai
fihak untuk mencari pemecahan masalah
konflik. Beberapa tindakan pengelolaan
konflik ini bisa dilakukan dalam bentuk:
negosiasi, mediasi, penyelesaian melalui
jalur hukum (judicial settlement), arbitrase,
dan workshop pemecahan masalah.

Peace  building  (pembangunan
perdamaian) yang merupakan proses
peningkatankesejahteraan, pembangunan
infrastruktur dan rekonsiliasi seluruh
pihak yang bertikai.

Semua proses di atas merupakan
bagian  dari  conflict  tranformation
(transformasi  konflik), yaitu suatu
proses menanggulangi berbagai masalah
dalam konflik, sumber-sumber, dan
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segala konsekwensi negatif konflik.
Transformasi konflik sendiri merupakan
proses jangka panjang penanggulangan
masalah-masalah konflik. Dalam konteks
masyarakat yang berkonflik disertai
kekerasan, proses transformasi konflik
dapat dilihat pada bagan intervensi
konflik di bawah ini:

Dalam masyarakat yang terlibat
konflik kekerasan, proses peace building
terhambat atau terhenti sama sekali,
seperti terlihat dalam banyak kasus
konflik kekerasan, antara lain konflik
Mindanau Pilipina Selatan, Patani
Thailand Selatan dan konflik GAM di
Aceh sebelum perjanjian damai Helsinky.
Sehingga intervensi pertama yang bisa
dilakukan adalah peace making untuk
menciptakan keadaan damai negatif
terlebih duhulu. Setelah konflik kekerasan
(peperangan) dapat dihentikan, meski
potensi konflik masih tetap mengancam,
maka program selanjutnya adalah
peace keeping untuk mencegah konflik
kekerasan atau peperangan berkecamuk
kembali. Pada periode tertentu peace
keeping telah dianggap mampu menjaga
perdamaian negatif. Maka langkah
berikutnya adalah conflict management
program yaitu program mengelola konflik
tanpa kekerasan melalui proses-proses
politik seperti negosiasi dan mediasi
untuk memecahkan masalah. Ketika
pemecahanmasalah telah terbentuk, maka
kesepakatan harus diimplementasikan
dalam bentuk program-program peace
building masyarakat pasca konflik. Dalam
kasus konflik antara penganut Buddha
Tri Dharma dan Konghucu di Kecamatan
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Pemangkat = menggunakan  bentuk
intervensi tingkat ketiga yaitu Conflict
management (managemen konflik) dalam
bentuk mediasi.

Sasaran penelitian ini adalah
daerah yang pernah mengalami konflik
kekerasan, yang difokuskan pada konflik-
konflik yang bersifat surface conflic dan
open conflic sehingga penanganannya
menggunakan  pilihan = pendekatan,
antara lain: conflic settlement, conflict
management, Conflic resolution, atau conflic
transformation, sebagaimana diilustrasikan
pada bagan di atas. Namun demikian
yang dapat ditemukan di lapangan
adalah konflik yang masih bersifat laten
namun jika tidak segera ditangani maka
tidak menutup kemungkinan dapat
menimbulkan konflik terbuka. Oleh
karena itu, teori yang digunakan adalah
teori conflict management yaitu dengan
menciptakan berbagai usaha pemecahan
masalah dengan melibatkan berbagai
pihak untuk mencari pemecahan masalah
konflik.

Kata“Penanganan” dalam penelitian
merujuk pada serangkaian upaya
yang mendukung penyelesaian kasus
keagamaan oleh penggiat kerukunan. Hal
ini mencakup manajemennya, tahap-tahap
prosesnya, hingga aktifitas para partisipan
dalam proses tersebut. Aktor dari
penanganan konflik dalam penelitian ini
adalah Pemerintah Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas.

Konflik keagamaan adalah situasi di
mana individu atau kelompok mengalami
pertentangan dan dilema terhadap
wilayah agama, bersifat manifes dan laten,
dapat memberikan kontribusi negatif
(kekerasan) dan positif (damai), serta
dapat dicegah, dikelola, dan dipecahkan
terhadap sumber-sumber konflik (dalam
KMA 472/2003; disebutkan di antara
sumber konflik itu berkaitan dengan
ihwal pendirian tempat ibadah, penyiaran
agama, bantuan luar negeri, perkawinan
berbeda agama, perayaan hari besar
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keagamaan, penodaan agama, kegiatan
aliran sempalan, dan aspek non agama
yang mempengaruhi yaitu politik dan
ekonomi).

Sedangkan  komunitas  adalah
sekumpulan  individu-individu yang
mengelompok, menyatu karena ada
persamaan minat tertentu, konfirm
dengan sukarela terhadap nilai-nilai yang
tertanam di masyarakat, dan menampilkan
sisi internal-eksternal (sosial)-spiritual.
Komunitas dalam penelitian ini adalah
pengikut umat Buddha Tri Dharma dan
umat Konghucu. Dengan demikian,
judul penelitian ini bermaksud hendak
mengungkap aktifitas ~ pemerintah
Kecamatan = Pemangkat, = Kabupaten
Sambas dalam mengelola konflik.

Penelitian ~ ini ~ menggunakan
pendekatan kualitatif. Analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif dan
eksploratif. Teknik dan pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara,
observasi dan studi dokumentasi dan
kepustakaan.

Adapun lokasi penelitian ini adalah
Kecamatan = Pemangkat, = Kabupaten
Sambas, Kalimantan Barat (Konghucu -
Buddha Tri Dharma). Lokasi ini dipilih
dengan pertimbangan pada lokasi ini
pernah terjadi konflik dan penanganannya
oleh pihak tertentu. Berdasarkan pada
konteks pengalaman penanganan konflik
di lokasi bersangkutan diharapkan dapat

tergambar pola penanganan konflik,
tingkat efektifitasnya, serta faktor
pendukung dan penghambat proses

penanganan dengan ‘meminjam’ kasus
konflik keagamaan di tempat tersebut.

Sekilas Kecamatan Pemangkat
Geografi dan Demografi

Kecamatan Pemangkat adalah salah
satu kecamatan di Kabupaten Sambas
yang terletak di sebelah Timur Ibukota

Kabupaten Sambas (diantara 1°05'01”
LU serta 1°12’14” LU dan 108°54’01”BT
serta 109°04'49”BT). Secara administratif,
batas wilayah Kecamatan Pemangkat
adalah: Utara: Kecamatan Jawai, Selatan:
Kecamatan Salatiga, Barat: Kecamatan
Semparuk, Timur: Laut Natuna

Luas Kecamatan Pemangkat adalah
111,00 km2 sekitar 1,74 persen dari
luas wilayah Kabupaten Sambas. Sejak
terbentuknya Kecamatan Pemangkat,
terhitung sudah 23 orang yang menjabat
sebagai Camat Pemangkat. Kecamatan
ini terdiri dari 5 desa dengan 28 dusun,
54 RW dan 247 RT serta 9.824 rumah
tangga. Berdasarkan angka hasil proyeksi
penduduk tahun 2011, penduduk
Kecamatan Pemangkat pada tahun 2011
berjumlah 44.783 jiwa dengan kepadatan
penduduk sekitar 402 jiwa per km persegi
atau 9.842 jiwa per desa, ataupun 1.592
per dusun.

Penyebaran penduduk di
Kecamatan Pemangkat tidak merata antar
desa yang satu dengan desa lainnya. Desa
Panjajap merupakan desa dengan tingkat
kepadatan penduduk tertinggi yaitu
2.643 jiwa/km2. Sebaliknya Perapakan
dengan luas sekitar 17,50 persen dari total
wilayah Kecamatan Pemangkat hanya
dihuni 206 jiwa/km2. Pada Tahun 2011
terdapat 34.741 ribu penduduk usia kerja
atau 61,86 persen dari total penduduk
di Kecamatan Pemangkat. Kecamatan
Pemangkat terdiri dari 5 desa dengan
28 dusun, 54 RW dan 247 RT serta 9.824
rumah tangga.

Kehidupan Beragama

Semaraknya nuansa kehidupan
beragama di suatu wilayah/tempat
biasanya ditandai dengan ramainya
umat dalam mengikuti pelaksanaan
perayaan hari-hari keagamaan dan
atau pelaksanaan kegiatan ibadat yang
dilakukan di tempat-tempat ibadat umat
masing-masing agama baik ibadat rutin
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harian, mingguan dan bahkan bulanan.
Di Kecamatan Pemangkat khususnya
Kota Pemangkat, hal ini tidak terlihat,
baik yang dilakukan oleh umat Islam,
umat Buddha Tri Dharma maupun umat
Konghucu. Kondisi ini terlihat dari
praktik sehari-hari di Masjid, Vihara
maupun Klenteng/Pekong.

Secara umum kondisi kehidupan
beragama di wilayah ini cukup kondusif.
Hubungan antar umat beragama cukup
harmonis, meskipun masih terjadi riak-
riak kecil baik di lingkungan internal satu
agama maupun antar umat beragama. Di
lingkungan internal umat Islam misalnya
persoalan yang sudah klasik adalah
perselisihan antara kaum modernis,
salafi dengan kaum tradisionalis, soal-
soal yang tidak sangat prinsip. Kondisi
itu tidak sempat menggangu hubungan
yang selama ini sudah cukup berjalan
baik. Sedangkan dengan umat Tionghoa
khususnya kurang ada intraksi karena
cenderung tertutup. Kegiatan perayaan
hari raya Cap Go Meh juga berpotensi
menimbulkan ketidakharmonisan. Di
lingkungan etnis Tionghoa juga terjadi
riak-riak kecil khususnya pengikut/
umat Buddha Tri Dharma dengan umat
Konghucu.

Riak-riak kecil dimaksud
adalah soal perselisihan menyangkut
keberadaan satu rumah ibadat khususnya
masalah Klenteng/Pekong yang semula
keanggotaannya di bawah Gabungan
Tri Dharma Indonesia namun setelah
berdirinya Majelis Agama Konghucu
Indonesia (MAKIN) di Kabupaten
Sambas bahkan sudah sampai Kecamatan
Pemangkat maka mulai terjadi sedikit
perselisihan. Selain perselisihan antara
kedua penganut agama tersebut, terjadi
juga protes dari pihak muslim misalnya
pada saat perayaan hari raya Imlek dan
hari raya Cap Go Meh. Khusus hari raya
Cap Go Meh ada prosesi arak-arakan
Tatung (orang yang dianggap punya
kemampuan lebih) pada waktu yang
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sama dengan menyemblih hewan anjing
atau ayam yang darahnya dihisap di
tempat terbuka dan dipertontonkan.
Selain itu sang Tatung dipikul dan diarak
dengan posisi duduk di atas tandu yang
sudah diberi benda-benda tajam seperti
paku, pisau dan pedang. Sedangkan
sang Tatung dengan gagahnya duduk
sembari memegang tombak atau benda
tajam lainnya. Mengingat yang menonton
tidak terbatas pada etnis Tionghoa akan
tetapi masyarakat umum termasuk umat
Islam yang tidak membenarkan praktek
semacam itu. Selain itu ada kekhawatiran
apabila memegang tombak atau benda
tajam lainnya diberikan kepada oleh
Tatung yang tingkat kesadarannya tidak
normal hanya akan membahayakan para
penonton.

Sebagai upaya  meningkatkan
kebersamaan dan mencegah timbulnya
hal-hal yang tidak diinginkan maka
pemerintah kecamatan telah melakukan
upaya-upaya  pencegahan  bersama
dengan tokoh-tokoh masyarakat. Upaya
dimaksud adalah mulai tahun 2013 ini
dalam merayakan hari Imlek dan Cap
Go Meh akan dibentuk panitia bersama
yang diketuai oleh Sekretaris Kecamatan.
Camat dan Muspika lainnya sebagai
Pengarah sedangkan untuk pengurus
dan anggota lainnya terdiri dari masing-
masing utusan Tri Dharma dan MAKIN.
Adapun untuk Altarnya sendiri terdiri
dari 2 Altar dari MAKIN dan Tri Dharma.
(Rangkuman hasil wawancara dengan
Camat, Sekcam, Ka KUA, Sek MUI,
Jemaah Masjid Besar Kecamatan dan
beberapa masyarakat umum Tionghoa
antara tanggal 6 — 12 Sepetember 2013)

Dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat maka sarana dan prasarana
sangat diperlukan. Untuk mengetahui
jumlah penduduk dan keperluan sarana
ibadat yang diperlukan maka berikut
ini data-data dimaksud sebagimana
tercantum pada table 3 dan 4.
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Jumlah Penduduk menurut Agama Per Desa

Tahun 2013
Tabel 1
Pemeluk Agama
: . : . Jumlah
No Desa Islam | Katolik | Kristen | Buddha | Hindu| Kong | Lain-
. Penduduk
hucu lain
1 |Perapakan | 4.235 | 2.000 - 2.460 - 4 141 12.300
2 |Jelutung 2.819 75 57 3.246 - 319 - 13.841
3 |Harapan 9.432 506 204 1.960 - 453 - 12.148
4 |Penjajap 8.145 514 531 506 - 998 - 6.886
5 |Pem.Kota | 6.150 | 1.200 1.260 1.550 - 1.230 - 4.820
2013 30.781 | 4.295 2.052 9.722 - 3.004 141 49.995
Prosentase (%) | 61,57 2,54 4,10 19,45 - 6,01 0,28 100,00

Sumber: KUA Kecamatan Pemangkat, 2013

Pada tahun 2011, jumlah prasarana
peribadatan di Kecamatan Pemangkat

sebanyak 65 buah yang terdiri dari 30
masjid, 24 surau, 4 gereja dan 7 vihara.

Tabel 2
Jumlah prasarana peribadatan di Kecamatan Pemangkat
No Desa Islam Katolik Kristen | Buddha | Hindu
Mesjid | Surau | Gereja | Kepel | Gereja | Vihara Pura
1 |Perapakan 4 3 - - - - -
2 |Jelutung 4 2 - - - 1 -
3 |Harapan 7 5 1 - - 3 -
4 |Penjajap 6 6 - - - - -
5 |Pemangkat Kota 9 8 - - 3 3 -
2011 30 24 1 - 3 7 -

Sumber: Kecamatan Pemangkat Dalam Angka 2013

Mencermati masing-masing tabel
3 dan 4 dan dari hasil wawancara serta
observasi lapangan terlihat bahwa angka-
angka yang tertera tidak sepenuhnya
akurat. Misalnya dari jumlah penduduk
menurut agama panganut Konghucu
tertera 3.004 jiwa, Buddha sebanyak
9.722 jiwa. Setelah dikonfirmasi ke Kantor
Catatan Sipil berdasarkan E-KTP maka
didapat jumlah Penganut Konghucu
Kecamatan Pemangkat 1.802 jiwa, untuk
se-Kabupaten Sambas adalah berjumlah
2.855 Jiwa. Sedangkan umat Buddha
15.441 untuk Kecamatan Pemangkat
dan 58.378 se-Kabupaten Sambas.
Demikian halnya dengan jumlah rumah

ibadat yang terdapat dalam Kecamatan
Dalam Angka yang hanya berjumlah 65
buah keseluruhan, namun di lapangan
mengacu pada hasil wawancara termasuk
data tertulis yang ada di MAKIN untuk
rumah ibadat Klenteng/Pekong yang
terdaftar sebanyak 97 buah besar dan
kecil.

Terjadinya pebedaan jumlah data
tertulis baik jumlah pemeluk maupun
jumlah rumah ibadat disebabkan oleh
belum tersedianya tenaga dan dana
yang menangani masalah data-data
keagamaan. Selain itu belum selesainya
pendataan E-KTP yang dilakukan oleh
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Pemeritah Daerah yang hingga saat ini
menurut Sekretaris Camat Pemangkat
baru sekitar 85 %. Sedangkan selisih
jumlahpenganutKonghucudenganrealita
praktik ibadah di tempat-tempat ibadat
yang telah bernaung dengan MAKIN
lebih disebabkan belum beralihnya status
agama yang tertera di KTP dari Buddha
ke Konghucu sebagaimana banyak
ditemukan di lapangan ketika ditanya
agama Konghucu tapi KTPnya masih
Buddha. (Hasil observasi dan wawancara
dengan masyarakat di pasar-pasar dan
warung kopi, tanggal 6 dan 8 September
2013).

Kasus Konflik Bernuansa Keagamaan
yang Dikaji

Gambaran Peristiwa Perselisihan

Peselisihan  (perebutan  rumah
ibadat) antara umat Konghucu dan umat
Buddha Tri Dharma setidaknya telah
beberapa kali terjadi meskipun sifat
konflik atau perselisihan ini belum terjadi
secara terbuka. Pertama: perselisihan
bermula dari lahirnya kebijakan Presiden
Abdurrahman Wahid pada tahun 2000
yang mengeluarkan Kepres Nomor: 06
Tahun 2000 tentang Pencabutan Intruksi
Presiden Nomor: 14 Tahun 1967 Tentang
Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat
Cina. Dengan terbitnya Kepres ini, maka
hal-hal yang berkenaan dengan ibadat
agama, kepercayaan dan adat istiadat
masyarakat “cina” (Konghucu) yang
selama masa Order Baru dibatasi mulai
kembali dilakukan secara terbuka seperti
peringatan Hari Raya Imlek, perayaan
Hari Cap Go Meh termasuk pendirian
Ormas Keagamaan yang bernama Majelis
Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) di
daerah.

Berdirinya MAKIN di Kabupaten
Sambas membawa dampak perubahan
komposisi dalam internal kominitas
Buddha Tri Dharma di Kecamatan
Pemangkat. Seperti diketahui bahwa
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Buddha Tri Dharma terdiri dari 3 unsur
yaitu dari komunitas Buddha, Tao dan
Konghucu yang tergabung di dalam satu
rumah ibadat yang disebut Vihara/Cetya/
Klenteng Tri Dharma. Tempat-tempat
ibadat ini sebagian besar terdaftar di
bawah naungan kepengurusan Buddha
Tri Dharma. Dengan terbentuknya
MAKIN maka satu persatu rumah-
rumah ibadat ini mengundurkan diri
dari keanggotaan dalam Tri Dharma
dan beralih mendaftarkan diri di
bawah naungan MAKIN. Hingga saat
ini, menurut data yang diperoleh dari
pengurus MAKIN Kecamatan, sudah
sebanyak 97 buah tempat ibadat baik
besar maupun kecil telah terdaftar
keanggotaannya di bawah naungan
kepengurusan MAKIN yang sebelumnya
terdaftar keanggotaannya dalam
Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI).
(Law Saw Chiap (Ali Usman) Sekretaris
Makin Kecamatan Pemangkat, 10
September 2013). Kondisi ini menjadikan
pihak pengurus Tri Dharma yang
pada saat itu dipimpin oleh Aku (alm.)
tidak nyaman dan dapat terjadi konflik
terbuka. Oleh karena itu, pihak pengurus
Tri Dharma melaporkan perkembangan
ini kepada Majelis Adat Budaya Tionghoa
(MABT) dengan tuduhan bahwa pihak
MAKIN telah menyerobot (memaksa)
perpindahan keanggotaan tempat-tempat
ibadat Tri Dharma beralih menjadi
anggota MAKIN.

Kejadian ini ditanggapi oleh
pihak MAKIN dengan meminta pihak
Kecamatan dapat terlibat di dalam
penyelesaian perselisihan, karena
beberapa waktu sebelumnya juga pihak
MAKIN merasa tersinggung dengan
ucapan dari pengurus Tri Dharma Kota
Singkawang pada satu kesempatan di
depan umat Tri Dharma Kecamatan
Pemangkat yang menyebutkan bahwa
Konghucu bukanlah agama. (Wawancara
dengan Penasehat MAKIN Bong Se
Khiong/Zayadi, 7 September 2013).
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Selanjutnya perselisihan kembali
terjadi antara pengurus Tri Dharma
dengan warga/umat tempat ibadat
Klenteng Cong Pak Kung. Klenteng ini
sudah puluhan tahun berdiri dan telah
memiliki Akte Pendirian No. 1 Tanggal
5 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh
Notaris di Singkawang. Pada tahun
2005 telah mendaftarkan diri menjadi
anggota MAKIN. Pada tahun 2006
terjadi salah faham dengan adanya klaim
dari pengurus Tri Dharma Si Fo Kiong
(Aku). Untuk mengantisipasi dan supaya
perselisihan tidak berlanjut maka kedua
belah pihak dipanggil oleh pihak Polisi
Sektor (Polsek) Kecamatan Pemangkat
untuk diselesaikan. Perselisihan sempat
sedikit memanas dengan adu argumentasi
mengenai keabsahan masing-masing
bukti yang diwakili oleh pengacara di
satu pihak dan oleh juru bicara warga
di pihak lainnya. Akhirnya perselisihan
dapat diselesaikan dengan bukti bahwa
pihak warga/jemaat Klenteng Cong Pak
Kung telah memiliki Akte Pendirian
lebih dahulu sebelum pihak Tri Dharma
memiliki yang baru terbit pada tahun
2006. (Wawancara dengan wakil panitia
pembangunan klenteng Cong Pak Kung,
Ko Ji Kong, 10 September 2013)

Perselisihan kembali terjadi
setelah pergantian kepengurusan Tri
Dharma dari kepemimpinan Aku (alm.)
kepada Subianto. Perselisihan ini masih
berkaitan dengan keberadaan tempat
ibadat Tri Dharma yaitu Klenteng Tai
Pak Kung vyang di Altar/dalamnya
tidak terdapat patung Buddha. Ketika
pengurus yang baru berkeinginan untuk
melakukan rehabilitasi total tidak melalui
musyawarah sehingga terjadi protes
umat.

Hal-hal yang diperselisihkan di
antaranya: 1). sebagian umat/warga
menginginkan agar tidak dilakukan
perubahan karena merupakan kekayaan
budaya yang sudah lama dan perlu
dilestarikan, 2). sebagian lagi memandang

bahwa jikalau harus di rehabilitasi maka
patung Buddha diletakkan di atas (lantai
1) sedangkan Tai Pak Kungnya tetap di
lantai dasar karena kedudukan Patung
Buddha lebih tinggi dari Tai Pak Kung,
3). Agar posisi/arah bangunan tetap pada
posisi semula ketika masih Klenteng Tai
Pak Kung tidak diubah. Protes ini tidak
digubris oleh pengurus Tri Dharma
dan pelaksanaan pembangunan tetap
dilanjutkan. Sikap pengurus Tri Dharma
ini dianggap arogan oleh sebagian yang
tidak setuju dengan tindakan yang
dilakukan.

Pemicu dan Penyebab Konflik

Di Kabupaten Sambas pada tahun
1999 pernah terjadi konflik terbuka antara
suku Madura dan Dayak yang cukup
banyak memakan korban jiwa dan harta,
termasuk imbasnya sampai di Kecamatan
Pemangkat.

Perselisihan yang terjadi antara
umat Konghucu dan Buddha Tri Dharma
disebabkan oleh dampak dari kebijakan
pemerintah, baik yang dilakukan oleh
rezim Order Baru yang menyebabkan
penganut agama Konghucu harus
bergabung di bawah naungan Buddha
Tri Dharma maupun oleh pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid dengan
menerbitkan Kepres No. 6 Tahun 2000
yang mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967.

Penggabungan umat Konghucu
ke dalam Buddha Tri Dharma, pada
akhirnya sedikit demi sedikit mengikis
pengetahuan tentang ajaran Konghucu
itu sendiri karena pada satu kesempatan
3 (tiga) unsur yang dilakukan dalam
peribadatan. Ironisnya selama ini umat
Konghucu tidak mendapat pembinaan
oleh  para  generasi sebelumnya.
Sedangkan dampak dari kebijakan
pemerintah mengembalikan kedudukan
status agama Konghucu, di satu sisi
menggembirakan tetapi di sisi lain
menyebabkan terjadi pergesekan
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khususnya dalam hal perebutan asset
rumah tempat ibadat.

Perselisihan tersebut juga
setidaknya dipicu oleh dua hal yakni: 1).
Saling menuduh salah satu pihak telah
berbuat/bertindak tidak jujur dan arogan,
2). Persoalan individual/perorangan.

Dampak Konflik/Perselisihan

Leuis A. Coser dalam bukunya
Conflict menguraikan bahwa konflik
adalah perselisihan mengenai nilai-
nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan
dengan status, kekuasaan, dan sumber-
sumber kekayaan yang persediaannya
tidak mencukupi. Dalam konflik tersebut,
pihak-pihak yang sedang berselisih tidak
hanya bermaksud untuk memperoleh

barang yang diinginkan, tetapi
juga memojokkan, merugikan,
atau menghancurkan lawan.
Bagaimanapun  konflik  selalu

ada dalam kehidupan masyarakat.
Konflik merupakan salah satu unsur
interaksi walaupun konflik selalu
dikonotasikan negatif karena tidak
jarang menimbulkan perpecahan.
Namun konflik tidak selalu berakibat
tidak baik. Artinya konflik dapat
juga menyebabkan eratnya hubungan
antar kelompok, menyebabkan
kelestarian kelompok. Oleh karenaitu,
positif tidaknya akibat konflik tergantung
persoalan yang dipertentangkan dan
pola struktur sosial yang menjadi
ajang berlangsungnya konflik. (http://
www.scribd.com/doc/58379025/8/
Penyebab-Konflik-dan-Dampaknya-
dalam Masyarakat)

Dalam  kehidupan masyarakat
mejemuk memang seringkali terjadi
pertentangan antara satu aspek dengan
aspek lainnya. Salah satu sumber potensi
konflik yang rentan pada masyarakat
Indonesia adalah masalah SARA (suku,
agama, ras dan antar golongan). Setiap
konflik yang terjadi dalam masyarakat

HARMONI | Januari - April 2014

baik yang masih bersifat laten maupun
yang sudah dipermukaan atau terbuka
akan membawa dampak, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Tidak
terkecuali perselisihan yang terjadi
di lingkungan etnis Tionghoa antara
penganut Konghucu dan penganut
Buddha Tri Dharma yang ada di
Kecamatan Pemangkat.

Dampak Secara Langsung

Dampak secara langsung
merupakan dampak yang secaralangsung
dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat
konflik. Adapun dampak konflik secara
langsung setidaknya menurut Soejono
Soekanto (2012) sebagai berikut:

a. Menimbulkan keretakan hubungan

antara individu atau kelompok
dengan individu atau kelompok
lainnya.

b. Adanya perubahan kepribadian
seseorang seperti selalu

memunculkan rasa curiga, rasa benci,
dan akhirnya dapat berubah menjadi
tindakan kekerasan.

c. Hancurnya harta benda dan korban
jiwa, jika konflik berubah menjadi
tindakan kekerasan.

d. Kemiskinan bertambah akibat tidak
kondusifnya keamanan.

e. Lumpuhnya roda perekonomian
jika suatu konflik berlanjut menjadi
tindakan kekerasan.

f. Pendidikan formal dan informal
terhambat karena rusaknya sarana
dan prasarana pendidikan.

Dari poin-poin di atas jika
dihubungkan dengan perselisihan kedua
belah pihak penganut Buddha Tri Dharma
dan penganut Konghucu setidaknya ada
2 (dua) poin yang relevan dan berdampak
secara langsung yaitu poin pertama dan
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kedua. Hal yang berkenaan dengan
hubungan antar kedua belah pihak baik
secara individu maupun kelompok dan
berkenaan dengan munculnya rasa saling
curiga dan rasa benci yang dapat berakhir
pada tindak kekerasan.

Terkait dengan perselisihan yang
terjadi sebagaimana disebut di atas,
terlihat sejak terjadinya perselisihan
antara kedua belah pihak hingga saat
ini masing-masing pimpinan yang
berhasil  diwawancari = mengatakan
bahwa hubungan antara kedua belah
pihak  belum kondusif, meskipun
dari hasil penelusuran perselisihan-
perselisihan yang pernah terjadi pernah
dilakukan pertemuan-pertemuan untuk
penyelesaian seperti yang dilakukan oleh
pihak kecamatan (Muspika) maupun
oleh Kepolisian Resort Pemangkat. Hal
ini juga terlihat dalam setiap pertemuan
peneliti dengan beberapa pengurus baik
dari MAKIN maupun dari pihak Tri
Dharma, masing-masing secara terpisah
masih terungkap ucapan-ucapan yang
saling menyalahkan antara satu dengan
yang lainnya serta saling membantah
setiap pertanyaan klarifikasi.

Bantahan-bantahan itu misalnya,
perselisihan tentang keanggotaan tempat-
tempat ibadat. Dari pihak MAKIN
mengatakan bahwa pihak mereka (Tri
Dharma) telah menuduh pihak MAKIN
menyerobot/menghasut anggota tempat-
tempat ibadat agar menjadi anggota
MAKIN, padahal dari pengurus tempat-
tempat ibadat itu sendiri kemudian
dengan sadar mengundurkan diri dan
mendaftar menjadi anggota MAKIN.
Pengurus Tri Dharma membenarkan
bahwa mereka lakukan dengan berbagai
cara untuk perpindahan keanggotaan
dan bahkan pembuatan KTP diorgnisir
agar dapat pindah dari agama Buddha
yang tertulis sebelumnya menjadi
tetulis agama Konghucu padahal yang
mempunyai KTP tidak tahu.

Perselisihan ini sebenarnya
masih berlangsung, walaupun pernah
dilakukan pertemuan dimediasi

oleh Muspika dan Polsek Kecamatan
Pemangkat. Rasa curiga dan benci yang
dapat menimbulkan kekerasan mungkin
tidak dapat terjadi dalam waktu jangka
pendek. Namun demikian tidak menutup
kemungkinan apabila persoalan ini
terus berlanjut apabila tidak mendapat
perhatian dan kejelasan dari pihak-pihak
yang berwenang, dalam hal ini pimpinan
pusat ormas keagamaan ini masing-
masing berkenaan dengan kejelasan
nama tempat ibadat Konghucu dan
ornamen apa saja yang ada di dalamnya.
(Wawancara secara terpisah dengan Ben.
Gabungan Tri Dharma Indonesia (GTI)
dan pengurus MAKIN, 7 dan 8 September
2013).

Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak la